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KATA PENGANTAR

Salah satu  kelemahan dari  penerbitan
sebuah buku yang berisi laporan kegiatan,
seperti buku "Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia 1992-1997," yang harus
diselesaikan bersamaan dengan akhir masa
bakti  adalah  ketidaklengkapan  naskah.
Ketidaklengkapan  naskah  itu,  sekurang-
kurangnya karena belum terangkumnya dalam
bentuk tulisan mengenai kegiatan bulan-bulan
terakhir masa bakli Anggota DPR RI Periode
1992-1997, di dalam buku tersebut,

Menyadari hal tersebut, dan mengingat pentingnya materi dar
kegiatan-kegialan yang dilaksanakan pada akhir masa bakti tersebut,
maka Sekretariat Jenderal memandang perlu menerbitkan sebuah buku
pelengkap atau suplemen yang berisi kegiatan-kegiatan tersebur.
Suplemen ini merupakan satu kesatuan dengan buku induknya, yang
berisi laporan dari kegiatan-kegiatan:

I.  Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

2. Laporan BKSAP tentang Delegasi DPR RI ke Sidang Panitia

Kerjadan Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali tanggal

1-6 September 1997
3. Delegasi DPR RI ke Konperensi [PU ke-97 di Seoul, Republik

Korea tanggal 10-15 April 1997
4. Delegasi DPR Rl ke Konperensi IPU ke-98 di Kairo, 'Mesir

tanggal 11-15 September 1997,

5 Upacara Perpisahan Segenap Anggora DPR Rl Periode 1992-

1997 Bersama Presiden Republik Indonesia.

Melalui penerbitan suplemen ini diharapkan, selain akan
melengkapi materi dan isi buku yang telah diterbitkan sebelumnya,
adalah jupa akan memperlibatkan keutuhan pemahaman terhadzﬁ)
kinerja DPR Rl Periode 1992-1997 secara utuh. :



Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih yang
secbesar-besamnya kepada semma pihak yang telah memberikan saran
dan kritik demi kesempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 1997
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BAB 1
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPR-RI

Dalam rapat Pimpinan DPR tanggal 5 Juni 1997 telah diputuskan
untuk mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-
fraksi untuk mengadakan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Rencana pertemuan konsultasi juga didasarkan kepada Surat dari
Fraksi Persatuan Pembangunan tertanggal 31 Maret 1997, yang
ditandatangani oleh 6l orang Anggotanya.

Pada pertemuan konsultasi tanggal 9 Juni 1997, Pimpinan DPR
dan Pimpinan Fraksi-fraksi sepakat perlunya perubahan Tata Tertib.
Kesepakatan ini dikukuhkan dalam rapat Badan Musyawarah DPR
RI tanggal 25 Juni 1997, maka dibentukiah Panitia Khusus perubahan
Peraturan Tata Tertib DPR RI dalam rapat Paripuma DPR tanggal 25
Juni 1997.

Keanggotaan Pansus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI,
yang sesuai dengan Keputusan DPR Rl nomor 37/DPR-RI/IV/1996-
1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Pengesahan Pembentukan Pansus
DPR RI mengenai perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI,
berjumlah 2| orang terdiri dari FKP 9 orang, FABRI 5 orang, FPP 4
orang dan FPDI 3 orang.

Dengan susunan lepman Pansus sebagai berikut :

Ketua : Syamsul Mu'arif, BA - P
Wakil Ketua Ir. Umbu Mehang Kunda - FKP
Wakil Ketua Dra Paula B. Renyaan - FABRI
Wakil Ketua - H Yudo Paripumo, SH - FPP
Wakil Ketua Drs. Markus Wauran - FPDI

Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi

Apabila dalam pembahasan RUU terdapat pembicaraan Tingkat
[I/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, maka dalam pembahasan
Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR  sebelum memasuki
Pembicaraan Tingkat II/Rapat Panitia Khusus, didahului dengan
Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi.

Fraksi Karya Pembangunan dalam pengantar musyawarah
menyampaikan bahwa setelah membahas dan mengkaji secara
mendatam dengan memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin,



kiranya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI bukan semata-
mata merubah tetapi dengan tujuan untuk:

a

b.

C.

Peningkatan kinerja DPR dalam melaksanakan wewenang/hak
dan tugasnya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Dberlaku
(antara lain SUSDUK dan Tatib MPR).

Mempertegas fungsi dan peran DPR sebagai penampung dan
penyalur aspirasi masyarakat.

Memberikan dasar hukum/aturan main bagi kemungkinan
diselenggarakannya konsultasi dengan sesama Lembaga Tinggi
Negara lainnya.

Mengantisipasi kemungkinan terjadinya konfigurasi perubahan
komposisi keanggotaan Fraksi di DPR sebagai hasil setiap
Pemilu.

Fraksi Karya Pembangunan menggarisbawahi beberapa hal

pokok, antara lain:

1.

Penambahan wewenang DPR untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, pada Pasal 4 Peraturan Tata
Tertib.

Penyesuaian dengan UU SUSDUK, antara kain penyesuaian:

a Istilah "Golongan Politik dan Golongan Karya", menjadi
"Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya
ABRI".

b. Masa Pemberhentian Anggota karena pelanggaran sumpah
dan janji harus berdasarkan Keputusan DPR, pada Pasal 6.

¢. Tentang Pelanggaran Sumpah dan Janji Anggota yang harus
berdasarkan Keputusan DPR, pada Pasal 7.

Fraksi Karya Pembangunan menyarankan untuk memper-

timbhangkst junluh  Anggoie  yang  diperayurmtkan  dslwn

penggunaan hak -k Anggois DFR don hak DPR pada Paual 10

lemang Hah Memmtn Ketormgan, Passl 14, 24 ientang Hak

Moengajukan Peomyaiaon  Ferefapat, Passl 14 wntmy Tk

Pengajuan RUL Usul Inlstatif dan Paeed 15 s.d 22 tentamp Hik

Mengadakan Penyelidikan.

Pengucapan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua, disesuaikan

dengan ketentuan Peratvran Tata Tertb MPR Rl, dalam Pasal

47.

Penambahan persyaratan untuk menjadi Pimpinan Alat Keleng-

kapan, dalam Pasal 58, 63, 67, 71.



6. Penambahan tugas Komisi untuk membahas Hasil Pemeriksaan
Tahunan BEPEKA, dalam Pasal 59.

7 Kesimpulan rapat Komisi yang mengikat kedua belah pihak,
dalam Pasal 59.

8 Perubahan rumusan yang menggambarkan keterkaitan tugas di
bidang Anggaran antara Bamus dan BURT pada Pasal 64.

9. Pidato Pimpinan DPR ditetapkan cleh Pimpinan Dewan dengan
memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi,
dituangkan dalam Pasal 79

10 Penyesuaian waktu rapat dengan hari dan jam kerja yang berlakuy,
dituangkan dalam Pasal 80.

11. Agar Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dipimpin langsung oleh
salah seorang Pimpinan Dewan, dalam Pasal 88.

12. Rapat Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan tetap
dapat dilaksanakan walaupun Ketua berhalangan, dituangkan
dalam Pasal 85, 87, 89, 90, 91.

13 Pelaksanaan penyusunan program Legislasi Nasional Tahunan
dituangkan dalam ayat (3) dan ayat (4) baru dari Pasal 122.

14. Usul Inisiatif dapat diajukan juga oleh Komisi dan Gabungan
Komisi, dituangkan dalam Pasal 134.

15. Pengaturan mekanisme penampungan aspirasi masyarakat dalam
Bab dan Pasal baru yaitu Bab XV Pasal 147 dan 148.

16. Konsultasi dan Koordinasi sesama Lembaga Tinggi Negara diatur
dalam Bab dan Pasal baru yaitu Bab XVI, Pasal 149, 150 dan
151.

17. Quorum untuk pengambilan keputusan, pada Pasal 152 atau
dalam Pasal 156 usulan FKP.

18 Pengaturan tentang Staf Ahli DPR Rl pada Pasal 165.

Disamping masalah-masalah yang dikemukakan di atas, Fraksi
Karya Pembangunan ingin mengemukakan tentang hal yang
berhubungan dengan masalah jumbkh dan ruang lingkup komisi
sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku dalam Pasal 56 ayat
().

Dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa: Jumlah
Komisi dan ruang lingkup tugasnya ditetapkan oleh DPR. Oleh sebab
itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa pembicaraan
tentang jumlah dan ruang lingkup komisi bukan tugas dari Pansus ini,
sckalipun demikian Fraksi Karya Pembangunan tetap terbuka untuk
membicarakannya sebagai rekomendasi bagi DPR yang akan datang,



Fraksi ABRI dalam pengantar musyawarah menyampaikan
bahwa Pembicaraan Tingkat HI merupakan tahap pembahasan yang
sangat penting karena pada tahap ini Fraksi-fraksi akan menyamakan
pendapat/persepsi  sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan
rumusan akhir dari Peraturan Tata Tertb DPR Rl, yang sesuai
dengan perkembangan keadaan yang dapat mendukung kinerja
Dewan.

Dalam rapat Pokjp Fraksi telah dihasilkan Daftar Inventarisasi
Masalah Fraksi, yang untuk selanjutnya telah dihasilkan daftar
Inventarisasi yang telah dipersandingkan, yang diharapkan akan
membantu dalam pembahasan materi Perubahan Peraturan Tata
Tertib, sekaligus sebagai sarana bagi kelancaran pembahasannya.

Diharapkan dalam persandingan tersebut materi Daftar
Inventarisasi Masalah Fraksi-fraksi dapat saling mengisi, melengkapi
maupun menyempurnakan dengan tidak menutup kemungkinan
adanya perbedaan dalam perumusan maupun muatan materi yang
dapat dibahas bersama untuk memperoleh rumusan yang dapat
disepakati oleh semua Fraksi, yang selan jutnya akan disahkan menjadi
Peraturan Tata Tertib DPR R1

Sasaran utama dalam Pembahasan Peraturan Tata Tertic DPR RI
diantaranya adalah peningkatkan kualitas kinerja Dewan. Ojeh
karena itu Fraksi ABRI berkeyekinan bahwa Musyawarah untuk
mencapai mufakat, dalam menentukan rumusan-rumusan yang terbaik
merupakan cara yang terbaik, sesvai dengan fakafah Pancasila yang
selalu digunakan dalam mekanisme politik kita.

Dalam pembahasan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR Rl
Fraksi ABRI mengajak Anggota Pansus berpedoman pada:

Pertama : Bahwa hakekat musyawarah untuk mufakat adajah
suatu cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk
merumuskan atau memutuskan suatu hal dengan kebu-
latan pendapat (mufakat). Oleh karena ituw eksistensi
Fraksi-frakst adalah penting.

Kedua : Bahwa perubahan Peraturan Tata Tertb DPR RI ini
sejauh mungkin dapat mengakomodasikan perubahan-
perubahan baik masa kini maupun masa mendatang.

Ketiga : Bahwa titik berat perubahan Peraturan Tata Tertib DPR
RI diupayakan mengarah ke peningkatan kinerja DFR
Rl dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta
mampu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masya-
rakat. Diharapkan Peraturan Tata Tertb DPR RI yang



sudah diubah dapat mengatur dan mewadahi seluruh
kegiatan yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat
yang pada gilirannya Dewan dapat berperan lebih baik
lagi sesuai dengan keinginan masyarakat serta lebih
memperhatikan kepentingan rakyat.

Dari rapat-rapat yang dilakukan Fraksi-fraksi, telah diperoleh
beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam
pembahasan materi Peraturan Tata Tertib ini.

Beberapa materi yang menurut Fraksi ABRI perlu mendapat
pembahasan yang mendalam antara lain :

Pertama :

Kedua

Ketiga

Perihal Kedudukan, Susunan, Wewenang dan Tugas
DPRRI.

Masalah penggunaan sebutan "Golongan politik dan
Golongan Karya”, yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Tata Tertib DPR RI, Fraksi ABRI mengu-
sulkan agar penggunaan sebutan seperti yang telah
tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU no Tahun 1985
yang telah disempurnakan dengan UU no 5 Tahun
1995, yaitu "Organisasi Peserta Pemilu dan Golongan
Karya ABRI".

Perihal Keanggotaan DPR.

Mengenai ketentuan "Anggota berhenti antar waktu"
seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) juga
disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 13 dan Pasal 38 ayat (1) UU No 2 Talun 1985,
yang telah disempumakan dengan Undang-undang
nomor S5 Tahun 1995, sehingga harus ditambahkan
beberapa ketentuan lagi.

Perihal Hak DPR dan Hak Anggota.

Dalam hal meminta keterangan pada Presiden tentang
suatu kebijaksanaan Pemerintah seperti yang tercantum
dalam Pasal 10 ayat (1), disebutkan "Sekurang-
kurangnya dua puluh orang” Untuk itu Fraksi ABRI
mengusulkan agar ditambah dengan kata-kata "dan tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi"

Hal ini untuk mempertegas hakekat musyawarah untuk
mufakat. Fraksi ABRI tetap mengacu pada asas
Demokrasi Pancasila, dalam mengambil keputusan
selalu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan



tetap mencerminkan persatuan dan kesatuan, sehingga
keputusan itu sah bila dihadiri oleh unsur Fraksi-fraksi.
Keempat :  Perihal Keanggotaan Pimpinan.
Kaitannya denpan keanggotaan Pimpinan Alat Keteng-
kapan Dewan yang bersifat tetap seperti yang tercantum
dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 67 ayat (5) yaitu
"tidak dapat dirangkap”, maka perlu difikirkan jumlah
Komisi yang untuk masa yang akan datang. Apabila
jumlah Komisi yang ada sa# ini tetap dipertahankan
berarti ada Pimpinan Komisi yang tidak lengkap
sehingga tidak mencerminkan unsur Fraksi-fraksi.
Untuk mengantisipasi hal ini Fraksi ABRI mengusulkan
perlu diadakan peneiutan jumlah Komisi menjadi 7 Komisi.

Fraksi PDI dalam pengantar musyawarah menyampaikan bahwa
keinginan untuk mengubah Peraturan Tata Tertib DPR bukan semata-
mata hanya merupakan keinginan DPR sendiri, melainkan juga
merupakan keinginan masyarakat yang menghendaki agar DPR dapat
menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat secara lebih baik.
Sudah eukup tama dirasakan bahwa DPR masih belum dapat
menjalankan fungsinya secara optimal seperti yang dikehendaki oleh
Undang-Undang Dasar 1945, atara hin karena tersandung oleh
belenggu Peraturan Tata Tertib buatannya sendiri. Oleh karema iu
sudah selayaknya apabila kesempatan ini harus dipergunakan sebaik-
baiknya sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan DPR.

Peraturan Tata Tertib DPR dimaksudkan untuk mengatur
prosedur yang harus dilalui oleh setiap Anggota dan Alat-alat
Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuannya
adalah agar DPR dapat menjatankan fungsi dan peranannya seperti
yang diinginkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu
Perybahan Pcraturan Tata Tertib yang sekarang sedang dibicarakan
hendaknya mengarah pada makin mudahnya Dewan Perwakilan
Rakyat dan Anggota-anggotanya dalam memainkan perannya,
sehingga dapat memperbaiki kinerja Dewan dalam melaksanakan
fungsi-fungsinya. Perubahan Peraturan Tata Tertib yang sekarang
sedang dibahas ini baru akan dirasakan manfaatnya apabila temyata
dapat mendorong DPR untuk meningkatkan bobotnya sesuai dengan
harapan masyarakat dalam men jalankan fungsi dan peranannya dalam
kehidupan berbangsa dan bemmegara.

1]



Tugas DPR bukanlah untuk mengurus Anggota-anggotanya
sendiri. Tugas DPR  adalah tugas kenegaraan, yang dalam
menjalankan tugasnya tidaklah pemah berdiri sendiri, melainkan
selalu berkaitan dengan pihak luar. khususnya dengan Pemerintah.
Peraturan Tata Tertibb DPR yang dibuat oleh DPR sendiri tentunya
tidak mempunyai kekuatan yang mengikat pihak luar DPR yang
terkait dalam hubungan kerja dengan DPR. Oleh karena ity,
seharusnya Peraturan Tata Tertib DPR diangkat kedudukan
hukumnya menjadi Undang-undang, supaya mempunyai nilai
instrumental dan kekuatan yang mengikat keluar. Fraksi PDI
berpendapat, hanya apabila Peraturan Tata Tertib DPR dapat diangkat
kedudukannya menjadi Undang-undang, pelaksanaan hak-hak DPR
mempunyai implikasi yang kongkrit, khususnya yang berhubungan
dengan kebijaksanaan Pemerintah. Seperti sudah diketahui bersama,
fungsi DPR yang utama sebagai wakil rakyat meliputi fungsi
pembuatan undang-undang (legislasi), fungsi penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja negara (budgeting), dan fungsi pengawasan.

Untuk menjalankan fungsi legislasi DPR mempunyai hak
amandemen (hak untuk merubah RUU vyang diajukan oleh
Pemerintah) dan hak untuk mengajukan RUU usul inisiatif. Selama
ini hak amandemen telah dilaksanakan dengan baik cleh DPR.
Setiap RUU yang diakukan oleh Pemerintah, kecuali RUU tentang
APBN, akan mengalami perubahan yang cukup berarti setelah dibahas
oleh DPR. Sementara itu sejak Pemilihan Umum 1971 tidak ada
satu pun Undang-undang yang berasal dari usul inisiatif. Semua
undang-undang vang terbit setelah Pemilihan Umum 1971 berasal
dari Pemerintah. Akibatnya undang-undang yang terbit sejak
Pemilihan Umum 1971 lebih banyak bersifat melayani kebutuhan
Pemerintah  dalam menjalankan tugas-tugasnya dan  kurang
menampung kebutuhan dan kepentingan masyarakat Fraksi PDI
dapat memahami apabila prosedur pengajuan RUU usul inisiatif
pada permulaan Orde Baru sengaja dipersulit untuk tidak
menimbulkan ketidakstabilan politik. Mengingat posisi Pemerintah
yang sudah kuat dan stabilitas politik telah terjaga secara dinamis,
maka kebijaksanaan untuk mempersulit munculnya RUU usul
inisiatif ini perlu ditinjau kembali. Pada kesempatan ini Fraksi PDI
mengusulkan agar prosedur pengajuan RUU usul inisiatif
diperionggar, dengan mengubah ketentuan Pasal 134 ayat (1)
Peraturan Tata Tertib DPR yang mula-mula berbunyi "Sekurang-
kurangnya dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri dari



satu Fraksi, dapat mengajukan usul rancangan Undang-undang usul
inisiatif” menjadi "Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat
mengajukan usul rancangan Undang-undang usul inisiatif". Dengan
ketentuan ini para Anggota DPR yang akan datang diharapkan
akan dapat lebih produktif dalam menyalurkan aspirasi dan
kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Sebagai bahan  per-
timbangan perlu disampaikan disini bahwa DPR-GR pernah
memberikan persyaralan pengajuan RUU usul inisiatif yang harus
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.
Meskipun menurut ketentuan Undang-Undan g Dasar 1945 DPR
mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari Presiden dalam penentuan
anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam kenyataannya DPR
tidak berdaya dalam mempengaruhi angka-angka yang tercantum
dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan
oleh Pemerintah. Salah satu sebab sulitnya DPR mengubah angka-
angka RAPBN adalah angka-angka gelondongan yang berhenti pada
sektor dan subsektor, yang nanti juga berdampak pada sulitnya
pengawasan. Sehubungan dengan itu Fraksi PDI ingin mencantumkan
perlunya Undang-undang APBN memuat juga anggaran program,
proyek dan kegiatan dalam Peraturan Tata Tertib yang baru nanti.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR mempunyai hak
minta keterangan kepada Pemerintah (interpelasi), hak mengadakan
penyelidikan (angket), dan hak menyatakan pendapat {mosi). Selama
ini tidak mudah bagi DPR untuk melaksanakan ketiga hak ini, karena
prosedurnya yang rumit dan memakan waktu panjang. Sejalan dengan
semangat nasional uniuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, sebagai prasyarat untuk mewujudkan efisiensi nasional
yang mutlak diperlukan dalam menghadapi perdagangan bebas, Fraksi

PDI berpendapat agar prosedur penggunaan ketiga hak ini diper-

longgar, dengan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Tata Tertib.

Fraksi PDI mengajukan usul-usul perubahan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya
doa puluh orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR
untuk meminta Kketerangan kepada Presiden tentang suatu
kebijaksanaan Pemerintah” diusulkan untuk diubah menjadi
"Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan
usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden
tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah”.

2. Pasal 15 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sejumlah Anggota
sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak hanya terdin



dari satu Fraksi dapat mengajukan usul untuk mengadakan

penyelidikan mengenai suatu hal" diusulkan untuk diubah

menjadi "Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-
undang dapat mengajukan vsul kepada DPR untuk mengadakan
penyelidikan mengenai suatu hal”

3. Pasal 24 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya
dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri dari satu
Fraksi, dapat mengajukan usul pemyataan pendapat, bak yang
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun
mengenai soal lain" diusulkan untuk diubah menjadi "Sekurang-
kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan usul
pemyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang
sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain".

Dalam bagian akhir pengantar musyawarah, Fraksi PDI
menegaskan pendiriannya bahwa Fraksi-fraksi yang ada di DPR
adalah merupakan pencerminan kekuatan sosial politik dan
kebhinekaan yang ada dalam masyarakat, yang keberadaannya
didasarkan pada konsensus nasional Orde Baru. Oleh karena itu
eksistensi Fraksi-fraksi di DPR, betapapun kecilnya, tidak boleh
ditiadakan dan harus dipelihara kesinambungannya, yang antara lain
harus tercermin dalam unsur kepemimpinan Alat-alat Kelengkapan
Dewan. Diharapkan nuansa ini menjadi semangat seluruh Anggota
Pansus dalam menyelesaikan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR.

Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI dalam pengantar
musyawargh mengemukakan bahwa kehendak untuk melakukan
perubahan atas Peraturan Tata Tertib Dewan yang berlaku sekarang
ini sesungguhnya telah menggema jauh sebelumnya. Pada berbagai
kesempatan Fraksi Persatuan Pembangunan telah mengemukakan
kehendak itu, yang akhimya seluruh anggota Fraksi, dengan surat
tanggal 31 Maret 1997 telab menyampaikan usul Perubahan/
penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR Rl kepada Pimpinan
Dewan. Disamping itu naskah usul perubahan pun telah disampaikan
kepada Pimpinan Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan
Fraksi Demokrasi Indonesia. Fraksi Persatuan Pembangunan
bersyukur dan berterima kasih bahwa Pimpinan Dewan dan Pimpinan
Fraksi-fraksi telah menanggapi usul itu secara positif. Karenanya
Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut hangat hasil pertemnuan
konsultasi Pimpinan DPR Rl dengan Pimpinan Fraksi-fraksi yang
membahas usul Perubahan/penyempumaan Peraturan Tata Tertib



DPR RI dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah dengan
membicarakan bentuk pembicaraan pembahasan dan selanjutnya
sampai dengan terbentuknya Pansus yang tengah bersidang sekarang.
Dan dengan demikian harapan untuk mengadakan perubahan dan
penyempurnaan Peraturan Tata Tertib ini menjadi kenyataan.

Adalah menjadi dambaan kita bersama bahwa Dewan yang mulia
ini dapat meningkatkan peran dan fungsinya secara efektif dalam
melaksanakan Demokrasi Pancasila untuk mengisi pembangunan
di segala bidang di tanah air tercinta ini. Bahkan rakyat di seluruh
penjuru negeri ini berharap lebih dari itu. Karena dalam pandangannya
dan demikian seterusnya, adanya bahwa kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat adalah kuat dan rakyat menentukan nasibnya
sendiri dan cara hidupnya dengan perantaraan Dewan sebagai
perwakilannya. Dan muaranya adalah semua produk lembaga ini
adalah merupakan kehendak mereka yang telah dikemas dengan
sebaik-baiknya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan
bangsanya, Indonesia Raya.

Respon dan konsen masyarakat juga cukup menggembirakan
kita. Tidak sedikit para pakar menyumbangkan pikirannya melalui
berbagai media cetak dan elektronika bagaimana agar lembaga di
mana wakilnya berada ini dapat lebih berbuat banyak. Termasuk di
antaranya yang memandang bahwa DPR mengidap Syndroma
Volksraad. Kesemuanya itu tentu kita pandang secara positif sebagai
bertanda mereka mempunyai rasa memiliki atas lembaga rakyat yang
mulia ini, dengan harapan Dewan akan lebih banyak dapat berbuat.

Meskipun demikian memang tidak semua pikiran dan saran itu
dapat demikian saja kita tampung untuk dituangkan. Kalau boleh
bertamsil sebagaimana kita menonton orang tengah bertanding
sepehhols mtau tangkad bolunya Inngouog ke gawang lwnmry s anu
mevpaps tidok diopor kepads rekan yaag ads disampingmys  dan
chogainyn. Begiy jugalsh mereke memandang para Angpata Dewan
i dalam memper juangh s naslh merela salaly mengiringi dergan
peTTyaiast mengaps dan medgupe horspan mecka tdak kunjung
segera terwujud.

Semuanya itu jawabannya ialah adanya kenyataan yang dapat
mereka saksikan sendiri kinerja Dewan ini mampu mejaksanakan
wewenang dan tugas konstitusionalnya. Bagaimana Dewan ini dapat
berbuat untuk itu tentulah harus didukung oleh prasarana dan sarana
yang memadai. Dan tidak katah pentingnya ialah mekanisme yang
tegas dan jelas ke arah itu. Untuk memenuhi dan mengatur suatu
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mekanisme vyang demikian itulah Peraturan Tata Tertib Dewan ini
perly divbah dan disempurnakan sebagaimana kita bahas sekarang,

Mengimplementasikan pandangan di atas maka Fraksi Persatuan

Pembangunan dalam usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini
mengemukakan berbagai muatan pokok sebagai berikut:
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah dalam
rangka lebih meningkatkan efektifitas kerjp Dewan dalam melak-
sanakan demokrasi Pancasila selaras dengan kemajuan dan perubahan
sebagai antisipasi globalisasi. Untuk itu Dewan harus cekatan dan
tepat menerima masvkan dari masyarakat dan meneruskannya
kepada Pemerintah untuk dituangkan dalam kebijaksanaan yang
merupakan solusi dari problema yang dihadapi rakyat.

Sejalan dengan #u seharusnyalah memantapkan hak-hak Anggota
Dewan secara tepat sebagaimana semangat dan isi UUD 1945,
Demikian pula prosedur yang simple agar Dewan dapat senantiasa
menanggapi dinamika masyarakat. Dengan demikian untuk melak-
sanakan hal Anggota Dewan seperti mengajukan rancangan undang-
undang dan lain-lain sebagaimana kami ajukan untuk diatur dalam
rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib ini jumlah dukungan
anggota yang diperlukan cukup 10 (sepuluh) orang Anggota dan tidak
perlu berasal dari dua Fraksi atae lebih. Dan untuk menghindari kesan
eksklusif berkaitan dengan rancangan undang-undang yang
merupakan inisiatif para Anggota tidak perlu dengan label "Usul
inisiatif™.

Untuk membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
keuangan negara yang diberitahukan oleh BEPEKA sesuai dengan
amanat UUD 1945 pemberitahuan itu tidak sekedar ceremonial, lebih
dari selanjutnya Dewan dapat mengundang dan meminta keterangan
dari BEPEKA dan Dewan mcmberikan saran-saran agar dapat
diperhatikannya dengan sungguh.

Tentang quorum rapat yang dikaitkan pula dengan kehadiran
unsur Fraksi perlu disesvaikan dengan keadaan sekarang agar tidak
menghambat kelancaran dan kelangsungan sidang-sidang Dewan.
Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan agar kehadiran Fraksi
eukup dengan lebih dari seperdua Fraksi yang ada. Atav dengan kata
lain tidak harus dihadiri oleh semua Fraksi.

Sebelum menutup penganiar musyawarah Fraksi Persatuan
Pembangunan mengingatkan bahwa usul Perubahan Peraturan Tata
Tertib Dewan ini fidak dilatarbelakangi dengan sedikit dan
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banyaknya anggota Fraksi sebagai hasil Pemilihan Umum 1997 yang
baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu.

Selengkapnya berbagai materi yang menjadi usulan Fraksi Persatuan
Pembangunan dalam pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib
DPR RI ini adalah sebagaimana terrmuat dalam DIM  yang telah
disampaikan sebelumnya dengan beberapa ralat yang segera
disusulkan.

Sambil membulatkan tekad untuk menampilkan kinerja dan
kualitas Dewan yang terhormat ini agar semakin meyakinkan rakyat,
Fraksi Persatuan Pembangunan mengajok semua Fraksi, mengkaji
dan memusyawarahkan semua DIM yang telah disampaikan dalam
rapat Pansus ini dengan secermat-cermatnya.

Pembicaraan Tingkat II/Panitia Khusus Perubahan Peraturan

Tata Tertib DPR RL
Mekanisme pembahasan berfungsi sebagai pedoman dalam

pembahasan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Tata

Tertib DPR RI dan bersifat fleksibel.

Materi acuan Panitia Khusus adalah:

a Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlaku sekarang,

b. Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (yang disampaikan
oleh Fraksi-fraksi).

¢. Usulan baru diajukan oleh Fraksi selama berlangsungnya pemba
hasan dapat dilakukan pembahasan sepanjang materi baru
tersebut mcmpunyai relevansi dengan materi yang dibahas dan
memperoleh persetupan Fraksi-fraksi.

d Pembahasan materi muatan dilaksanekan secara berurutan sesuai
sistematika dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlaku
sekarang.

Setelah masing-masing Fraksi menyampaikan usul perubahan dan
disusun dalam persandingan Daflar Inventarisasi Masalah, secara
keseluruhan terdapat 210 butir DIM. Setelah ditelaah oleh Pansus
maka 123 Ymir DIM ystg beorsifal redohsional diserabkkon pem-
hahusnsnyn kepeds Pavits ¥erj, sodangkan schanyak 57 btit DIM
mesgolarni  pembohasan secars intensif oleh Parous. [an BT butir
yang dibalms imensif, 53 dianiaramys diseleasikon don schagan
dierikan ke Ponjs, scdang simama sebanymk 3 bodr DIM - disnggep
sebagai DIM yang bersifat krusial, meliputi -
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I. Masalah yang berhubungan dengan jumlah dan ketentuan
Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, sebanyak 10 butir DIM

2. Masalah yang berhubungan dengan Hak-hak DPR, sebanyak 9
butir DIM.

3. Masalah yang berhubungan dengan Jumlah Komisi, sebanyak 1
butir DIM,

4. Masalah yang berhubungan dengan Kuorum Rapat, sebanyak |
butir DIM.

5. Masalah yang berhubungan dengan Anggaran sebanyak 5 butir
DIM.

6. Masalah yang berhubungan dengan Konsultasi dan Koordinasi
Antar Lembaga Tinggi Negara, sebanyak 4 butir DIM.

7. Masalah yang berhubungan dengan Program Legislasi Nasional,
sebanyak 4 butir DIM.

Adapun mengenai jumlah komisi-komisi, belum akan dibicarakan
namun disampaikan dalam Pengantar Musyawarah, sifatnya adalah
rekomendasj untuk Dewan yang akan datang. Pansus Perubahan
Feraruran Tatn Tenib DRR R! bertugas uniul mempersisphun di
membunt Peretumn Tatn DFR Rl yang depat dipergunskan olch
DR RI dalam keadsanbentuk yang bagaimunapun juge

[alam pembahnsan Perobahan Pernuran Tatn Tertfh DPR telah
dilaksanakan pula pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan
Pimpinan Fraksi-fraksi. Pertemuan konsultasi amtara Ketua-ketua
Fraksi dengan Pimpinan DPR dalam hal ini Wakil Ketua DPR
RI/Korpol adalah merupakan kelanjpitan pertemuan konsultasi antara
Pimpinan DPR RI (lengkap) dengan Pimpinan Fraksi tanggal 29 Juli
1997.

Materi konsultasi membicarakan 10 pokok masalah yaiu :
) Pelaksanaan hak-hak DPR

2) Pimpinan Komisi dan jumlah Komisi (Regruping Komisi)
3) Korum Rapat

4) Pidato Pimpinan DPR

5) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

6) Keputusan Komisi Bersifat Mengikat

7) Mekanisme Koordinasi dan Konsultasi

8 Masalah Anggaran

9 Program Legislasi Nasional

10) Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat
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Mengenai pelaksanaan hak-hak DPR, telah disepakati bahwa
semua pelaksanaan hak-hak DPR, dalam persyaratan jumlah
pengajuan sekurang-kurangnya 20 ampgota menjadi sekurang-
kurangnya 10 orang. Adapun mengenai dukungan Fraksi disetujui
untuk kembali kepada rumusan Tata Tertib DPR RL

Mengenai Pimpinan Komisi dan jumlah Komisi (regruping
Komisi) telah disepakali bahwa kedua masalah ini diserahkan kepada
Ketua-ketua Fraksi untuk menyelesaikannya.

Telah disepakati bahwa korum rapat adalah ditandatangani
lebih separuh anggota rapat dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi.
Apabila salah satu unsur Fraksi tidak bisa hadir, rapat dapat
diteruskan apabila ada pemberitahuan/surat dari Pimpinan Fraksi.

Adapun korum rapat untuk mengambil keputusan, diisyaratkan harus
dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota yang menandatangani
daftar hadir. Rumusan selanjutnya diserahkan pada Panitia khusus.

Telah disepakati bahwa masukan dari Fraksi-fraksi menjadi
perhatian dalam penyusunan pidato Ketua DPR dalam pembukaan dan
penutupan Masa Sidang. Adapun rumusannya diserahkan pada
Panitia khusus.

Telah disepakati bahwa Pimpinan Rapat Gabungan Komisi,
formulasi rumusannya "Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dipimpin
oleh Pimpinan DPR "dan atau” Pimpinan Komisi yang mengadakan
Rapat Gabungan Komisi tersebut”. Rumusan diserahkan pada Panitia
Khusus.

Dapat dipahami bahwa secara yuridis keputusan yang diambil
dalam rapat Komisi tidak bisa mengikat Pemerintah seperti ketentuan
Undang-undang, namun lebih bersifat komitmen secara moral.
Pengertian "mengikat" disini diartikan untuk secara terus menerus
dapat diikuti perkembangannya dan tindaklanjumya dalam rapat-
rapat berikutnya. Dengan perkataan lain Pemerintah harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan hasil keputusan rapat Komisi.
Rumusannya diserahkan kepada Pansus.

Terdapat 2 (dua) materi dalam hal mekanisme koordinasi dan
konsultasi, yaitu :
pertama :  mekanisme koordinasi dengan lembaga  tinggi
Negara lainnya
kedua : konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah karena
ditentukan oleh Undang-undang atau TAP MPR.
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Karena masalah tersebut di atas dirumuskan oleh Pansus. Selanjutnya
disepakati untuk hal yang menyangkut pasangan kerja tidak perlu
dikonsultasikan, namun hasilnya akan disampaikan kepada
Mensesneg.

Telah disepakati bahwa masalah anggaran yang terdiri dari dua
usulan yaitu dari FPP dan FPDI, rumusannya dikembalikan kepada
Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan catatan bahwa dalam
penetapan dan pengelolaan anggaran Dewan sudah dilaksanakan
sendiri oleh Dewan/sudah mandiri. Hanya yang masih perlu
diperjuangkan adalah peningkatan darijumlah anggaran yntuk DPR.

Mengenat program legislasi Nasional diperlukan koordinasi
dengan Pemerintah khususnya mengenai peneftvan prioritas RUU
yang akan dibahas dalam satu periode tertentu.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, disepakati
bahwa perlu diatur mekanismenya yaitu dalam ari disalurkan dan
ditampung olch alat kelengkapan/Komisi tetapi ada pula yang
disalurkan kepada Fraksi Namun titik beratnya adalah disalurkan
kepada Komisi-komisi, kecuali ada permintaan dari yang bersang-
kutan untuk menemui Fraksi Rumusannya diserahkan kepada
Panitia Khusus.

Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap
Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Didalam rapat Paripuma DPR RI hari Jum'at tanggal 19
September 1997, sebelum pendapat akhir Fraksi-fraksi, didahului
dengan laporan Ketua Panitia Khusus.

Laporan Ketua Panitia Khusns Perubabaa Persturan Tata
Tertib.

Perlunya Perubahan Peraturan Tata Tertb DPR RI telah cukup
lama mendapatkan sorotan dari masyarakat Pada tahun 1990
Pimpinan Dewan pemah melakukan sarasehan dengan Pimpinan
Fraksi-fraksi untuk maksud tersebut, namun kesepakatan semua
Fraksi ketika it belum tercapai. Sebagaimana diketahui bersama
usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RL mulanya diajukan olch
61 Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan melalui surat tertanggal
31 Maret 1997. Namun karena adanya masa reses pada bulan April
dan Mei 1997 yang bertcpatan dengan pelaksanaan kampanye dan
pemungutan suara Pemilu 1997, maka pembicaraan tentang usul



tersebut oleh Badan Musyawarah DPR Rl baru dilakukan tanggal 25
Juni 1997.

Dalam rapat Badan Musyawarah tersebut semua Fraksi
bersepakat untuk masing-masing mengajukan usul perubahan dengan
acuan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang didasarkan pada Keputusan
Nomor 10/DPR RI/1/82-83 tanggal 26 Pebruari 1983,

Berdasarkan kesepakatan tersebut, akhirnya secara cepat pada
hari Kamis tanggal 26 Juni 1997, Rapat Paripuran Dewan telah
menetapkan pembentukan Panitia Khusus mengenai  Perubahan
Peraturan Tata Tertib DPR Rl yang dikukuhkan dalam Keputusan
DPR RI Nomor 37/DPR RLIV/1996-1997 tanggal 26 Juni 1997

Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Pansus berjumiah
sebanyak 21 orang yang terdiri dari:

1  Fraksi Karya Pembangunan sebanyak 9 orang yaitu: Ir. A
Moestahid Astari, Andi Mattalatta SH, MH, Syamsul Mu'arif, Ir
Umbu Mehang Kunda, Drs. Slamet Effendi Yusuf, Mustokoweni
Murdi, SH, J Sudarko Prawiroyudo, Novyan Kaman SH dan
Drs. Adolf Jouke Sondakh.

2. Fraksi ABRI sebanyak 5 orang yaitu: Suparman Ahmad, Dra
Paula Bataona Renyaan, Drs. Maruhum Situmorang, Ali Amran
Sidik, dan Dri Saptadji K.G.

3. Fraksi Persauan Pembangunan sebanyak 4 orang yaituw: H.
Hamzah HAZ, HM Djafar Siddiq, H. Yudo Paripurno, SH, dan
H. Al Marwan Hanan, SH

4, Fraksi PDI scbanyak 3 orang yaitu : Fatimah Achmad, SH, Drs
Markus Wauran, dan Drs. R. Soedaryanto.

Setelah melalui pembahasan yang mendalam akhirnya pada Rapat
Pleno Pansus pada tanggal 16 September 1997 telah berhasil dise-
pakali naskah Peraturan Tata Tertib DPR RI yang telah disempurna-
kan dengan pokok-pokok perubahan. Mengingat bahwa Peraturan
Tata Tertib DPR RI tidak memiliki Penjelasan Umum, Penjelasan
Pasal dan Penjelasan Ayat Dleh sebab itu materi laporan ini
sekaligus merupakan penjelasan, penafsiran, dan catatan atas
substansi perubahan dan materi muatan dari Peraturan Tata Tertib
yang segera akan ditetapkan.
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Pokok-pokok kesepakatan hasil kerja Pansus adalah meliputi

tentang:

L

Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

Pansus bersepakat untuk menambah bab baru tentang mekanisme
untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat yang selama ini belum diatur. Dalam bab baru ini,
yaitu Bab XV tentang Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang
terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 147 dan 148, diatur bahwa aspirasi
dan pengaduan masyarakat baik yang melalui surat atau datang
langsung pada dasamya ditangani oleh Komisi yang membidangi
dan/atau Fraksi-fraksi apabila dikehendaki.

Titik berat penangenan oleh Komisi dilandasi oleh pemikiran
bahwa Komisi dapat segera menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan tersebut melalvi Rapat Kerja dengan Pemerintah dan
kunjungan kerja Komisi maupun upaya lainnya sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada. Sedangkan
penyampaian aspirasi dan pengaduan melalui Fraksi-fraksi hanya
dilaksanakan apabita diminta oleh unsur masyarakat yang
bersangkutan, dan tindak lanjutnya terserah pada kebijaksanaan
Fraksi masing-masing. Dengan ketentuan ini penanganan
pengaduan masyarakat melalui Komisi-komisi DPR diharapkan
lebih dapat perhatian kita bersama.

Konsultasi dan Koordinasi

Dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa untuk kepentingan
pelaksanaan wewenang dan tugas, DPR dapat mengadakan
konsuttasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara
lainnya.

Mengingat pada Peraturan Tata Tertib lama belum diatur
bagaimana pelaksanaan konsultasi dan koordinasi tersebut
maka Pansus sepakat untuk menambah bab baru yaitu Bab
XV] tentang Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga
Tinggi Negara yang terdiri dari 3 pasat yaitu Pasal 149, 150 dan
151.

Konsultasi dan koordinasi terdiri dari 2 jenis.

Pertama :@ konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi
negara yang dilaksanakan karena adanya hubungan fungsional
Untuk jenis ini prakarsa dapat diambil oleh salah satu pihak
sesuai kebutuhan. Selanjutnya dalam rangka pemantapan jalinan
hubungan fungsional tersehut, Peraturan Tata Tertih membuka
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peluang untuk diaturnya mekanisme konsultasi dan koordinasi ini
dalam naskah kesepakatan antara Pimpinan DPR RI dengan
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Kedua : Koordinasi dan Konsultasi karena ditenlukan atau
diperintahkan oleh Ketetapan MPR RI dan/atac  Undang-
undang. Untuk jenis ini pelaksanaan dan penanganannya diatur
lebih lanjur oleh Badan Musyawarah kecuali apabila Ketetapan
MPR dan/atau Undang-undang tersebut menentukan lain.

Pelaksanaan Hak-hak DPR

Dalam pelaksanaan hak-hak DPR telah disepakati bahwa proses

pengusulan yang semula disyaratkan harus diajukan sekurang-

kurangnya oleh 20 orang anggota, oleh Pansus disepakati untuk
diubah menjadi sekurang-kurangnya diusulkan olch 10 orang
anggota.

Secara keseluruhan perwujudan hak-hak Dewan yang

memerlukan dukungan anggota terdiri dari:

a. hak yang dapat diajukan olch satu orang anggota atau lebih
yaitu Hak Mengajukan Pertanyaan termasuk kepada
Presiden yang diatur dalam Pasal 34, 35 dan 36, serta Hak
Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-undang
yang diatur dalam Pasal 23.

b. hak yang harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang
anggota yaitu Hak Meminta Keterangan kepada Presiden
yang diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 14, pengusulan
calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan dalam satu paket
sebagaimana diatur dalam Pesal 46, pengusulan rapat
Paripuma Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 83,
dan pengajuan usul perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan
sebagaimana diatur dalam Pasal 180 dan 181.

o hel yang jumish penguiuloys dilentukan demgan undang-
yndagy dan didubupg obch  schurang-Xurangnys £ (dun)
Fraks, ywlu Hak Mongadaken Preoyclidikan ymg diator
delam Pasal 1S sampai Pasl 27 sedang hok yang jumiah
pengusulnya sekurang-kurangnya 10 orang anggota dan
harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi
adalah Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat yang diatur
dalam Pasal 24 sampai Pasal 30, dan Hak Mengajukan
Rancangan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 33 dan
Bab XIIL



Khusus untuk penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Undang-
undang usul inisiatif oleh DPR, Pansus bersepakat bahwa
prosedur pengusulan juga dapat dilakukan melalui Komisi atau
Gabungan Komisi yang ketentuannya diintegrasikan dalam Pasal
134. Dalam hal usul diajukan oleh Komisi atau Gabungan Komisi
mekanismenya adalah melalui Keputusan Rapat Komisi yang
diambil dalam acara yang khusus diadakan untuk maksud
pengajuan RUU usul inisiatif tersebut. RUU yang diajukan
adalah menyangkut masalah yang berada dalam ruang fingkup
tugas Komisi yang bersangkutan dan sebelumnya telah
dibjcarakan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah.

Tenaga Ahli DPR RI

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR RI, Pansus bersepakat untuk menambah pasal
baru yatu Pasal 166. Dalam Pasal i ditentukan bahwa DPR
mempunyai staf ahli yang bertugas membantu kelancaran
pelaksanaan tugas fungsional Anggota, Alat Kelengkapan, Fraksi,
dan Pimpinan DPR. Karena pasal ini ditempatkan dalam Bab
XVIII tentang Sekretariat Jenderal DPR maka pengaturan lebih
lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerjanya diharapkan
untuk diintegrasikan dalam Keputusan Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasa} 167,

Status Keputusan/Kesimpular Komisi

Pada mulanya Pansus telah sepakat untuk menegaskan bahwa
Keputusan/Kesimpulan Rapat Komisi bersifat mengikat. Namun
dikarenakan pengertian "mengikat” tersebut tidak sama dengan
sifat mengikatnya ketentuan Undgang-undang, akhimya rumusan
Pasa| 59 ayat (6) disepakati berbunyi sebagai berikut "Hasil
Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk
keputusan/kesimpulan- sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
102 ayml (3} mengakan Kefepakatsn motorn DPR. dengan
Pemeriniah ataes plhak pesects mpal yang bersanghulan umtok
solunjuimes memjndl solah sty pembicarn pada repal berikutnya
lenumyg hal yang pama”

Ayl yang diulip distos sdaleb tambahan syar bany dog dimak.
wdksn Janyas wetk Ryl Brers, Reapar Dengar Peodapat dan
Repat Dengur Pendupet Linum oleh Komisi yang bersanghutan
depgan  pihek  terteniu. Yang dimakswd dengan "pihak pesenn
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rapat" dalam ayat ini adalah unsur yang menjadi pihak tertentu
atau pihak kedua dalam Rapat Komisi tersebut.

Dengan ketentuan ini diharapkan ada keterikatan moral antara
kedua belah pihak dan bagi Komisi yang bersangkutan keputusan/
kesimpulan yang telah diambil harus dibicarakan kembali pada
rapat berikutnya tentang hal yang sama sehingga dapat diikuti
bagaimana perkembangan dan penyelesaian masalahnya.

Kuorum Rapat dan Pengambilan Keputusan
Dalam Peraturan Tata Tertib DPR dikenal 2 jenis kuorum.
Pertama adalah kuorum untuk membuka rapat sebagaimana
diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang pada dasamya mengatur
bahwa pada waktu yang ditentukan rapat dapat dibuka apabila
daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah
anggota dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi Ketentuan ini
masih sama dengan Peraturan Tata Tertib lama, hanya saja
disepakati bahwa penafsiran "dihadiri oleh unsur semua Fraksi"
adalah dihadiri oleh unsur atau Anggota Fraksi-fraksi yang
memang ada pada institusi atan alat kelengkapan DPR yang
mengadakan Rapat tersebut.

Kedua, adalah kuorum untuk pengambilan keputusan yang

terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu Keputusan berdasarkan Mufakat

yang diatur dalam pasal 156, 157, dan 158, serta Keputusan

Berdasarkan Suara Terbanyak yang diatur dalam Pasal 159

sampai dengan Pasal 162.

Ketentuan tentang Keputusan Berdasarkan Mufakat disepakati

oleh Pansus mensyaratkan kehadiran secara fisik lebih dari

separuh anggota rapat yang telah menandatangani daftar hadir.

Untuk itu maka Pasal 157 ayat (1) diubah sehingga berbunyt

"Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila:

a diambil dalam rapat yang daftar hadimya telah ditanda
tangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota dan dihadiri
oleh semua unsur Fraksi (kuorum);

b. dihadiri oleh lebih dani separuh jumlah anggota rapat yang
telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud
dalam huruf 2™
Disamping itu Pansus juga bersepakat bahwa apabila karena
satu dan lain hal salah satu unsur Fraksi belum atau tidak
dapat hadir, sedangkan ketentuan mengenai jumlah anggota
sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) huruf a dan b telah



1

terpenuhi, maka persetujuan dari unsur Fraksi yang belum
atau tidak hadir tersebut dapat diganti dengan persetujuan
tertulis dari Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

Untuk itu maka Pansus menyetujui penambahan ayat (2)
pada Pasal 157 yang berbunyi:

"Dalam hal salzh satu unsur Fraksi tidak dapat hadir,
keputusan berdasarkan mufakat tetap dianggap sah apabila
Pimpinan Fraksi yang bersangkutan memberikan persetujuan
secara tertulis.”

Ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) ini juga berlaku bagi
perwujudan kuorum dalam rangka membuka rapat sebagai-
mana diatur pada Pasal 100 ayat (). Perlu kami sampaikan
bahwa jenis rapat-rapat yang ditentukan kuorumnya seperti
tersebut di atas adalah rapat-rapat yang disebut dalam Pasal
81 kecuali Rapat Fraksi.

Peningkatan Disiplin Anggota

Dengan ditegaskannya keharusan kehadiran secara fisik lebih
dari separuh Anggota rapat yang telah menandatangani daftar
hadir, bila suatu rapat akan mengambil keputusan, maka dalam
rapat-rapat Dewan yang akan datang, disiplin anggota harus lebih
ditingkatkan. Schubungan dengan hal tersebut maka Pansus
bersepakat ditambahnya butir tentang peningkatan disiplin
anggota pada Pasal 40 ayat (2) yang merupakan bagian dari
tugas Fraksi-fraksi. Dalam upaya peningkatan disiplin, Pansus
juga bersepakat tentang perlunya ditegakkan secara lebih
konsekwen perwu judan etika rapat.

Komposisi Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Pansus.
Ketentuan tentang Pimpinan Komisi diatur dalam Pasal 58,
Pimpinan BURT dalam Pasai 63, Pimpinan BKSAFP dalam Pasal
67, dan Pimpinan Panitia Khusus dalam Pasal 71. Pansus
bersepakat bahwa ketentuan ayat (1) dari pasal-pasal tersebut
diatas yang menegaskan bahwa Pimpinan bersifat kolektif dan
mencerminkan Fraksi-fraksi tetap dipertahankan. Pengertian
"mencerminkan Fraksi-fraksi' adalah semua unsur Fraksi yang
anggotanya memang ada (menjadi anggota) dalam alat keleng-
kapan termaksud walaupun cuma | (satu) orang.

Sekalipun demikian, pada ayat (2) dari pasal-pasal tersebut di atas
ditegaskan bahwa Pimpinan alat kelengkapan DPR termaksud
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terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang
Wakil Ketua. Pengertian “sebanyak-banyaknya empat orang
Wakil Keta" adalah bahwa apabila dalam alat kelengkapan
tersebut tidak ada unsur salah satu Fraksi, maka unsur
Pimpinan dari Fraksi yang bersangkutan akan dibiarkan kosong
dan tidak dapat diisi oleh Fraksi lain. Dalam hal anggota Fraksi
tertentu dalam alat kelengkapan tersebut hanya berjumlah satu
orang, maka dipulangkan kepada Fraksi yang bersangkutan
apakah akan mengisi atan mengosongkan unsur pimpinan dari
Fraksinya.

Perubahan dan Penyesuaiap Hal-hal yang Bersifat Tekuis
Disamping perubahan tersebut diatas, Pansus juga menyepakati
beberapa perubahan yang bersifat teknis antara lain:

a perubahan beberapa pasal dan ayat dalam rangka
penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor
5 Tahun 1995;

b. penyesuaian pengaturan tentang waktu rapat DPR yang
termuat dalam Pasal 80 karena adanya perubahan hari dan
Jam kerja Pemerintah di ibukota Negara Republik Indonesia.

¢. tradisi untuk menyampaikan tanggapan Dewan aas berbagai
permasatahan dalam Pidato Pembukaan dan Pidato Penu-
tupan Masa Sidang oleh Pimpinan Dewan, disepakati oleh
Pansus untuk dituangkan dalam Pasal 79 dan selanjutnya
dalam Pasal tersebut ditambah satu ayat baru yaitu ayat (6)
yang membuka kesempatan kontribusi saran dan pendapat
Pimpinan Fraksi-fraksi.

d. perubahan dalam pengaturan mekanisme antara BURT
datam hubungan dengan Badan Musyawarah dan Pimpinan
Dewan yang selanjutnya ditunjuk untuk diatur dengan
Keputusan Pimpinan DPR sebagaimana tertuang dalam ayat
(5) baru dari Pasal 64.

¢. perubahan-perubahan kecil lainnya termasuk penyesuaiap
dengan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan dan
penyesuaian dengan kaidah tata bahasa.



Selain dari perubahan-perubahan tersebut di atas, naskah
Peraturan Tata Tertib pada dasarmya tetap mengacu pada pengka-
limatan redaksional sebagaimana tertuang dalam naskah yang
lama

Disamping beberapa perubahan tersebut diatas, Pansus juga
menganggap perlu untuk menyampaikan bebergpa catatan yang
berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib ini, yaitu:

8. Masalah Anggaran

Pansus telah membicarakan secara mendalam tentang
keinginan Dewan untuk lebth mengoptimalkan penggunaan
hak anggaran atau hak budget sehingga beberapa ketentuan
yang mengatur penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146
mengalami beberapa perubahan. Disamping itu Pansus juga
membicarakan adanya usul Fraksi-fraksi agar Dewan
menetapkan dan mengelola sendiri anggaran Belanja
Tahunannya, serta adanya uwsul untuk diintegrasikannya
penentuan program, proyek dan kegiatan ke dalam RAPBN.
Untuk hal yang berhubungan dengan Anggaran Belanja
Dewan disepakati bahwa mekanismenya tetap terintegrasi
dengan sistem anggaran vyang telah berlaku selama ini di
mana mekanisme pengusulan anggaran Dewean sudah
bersif st mandiri.

Disamping itu setelah berkonsultasi dengan Pemerintah
dalam hal ini Menteri Keuangan pada tanggal 13 Agustus
1997 disepakati perlunya peningkatan anggaran untuk kelan-
caran pelaksanaan tugas Fraksi-fraksi pada tahun anggaran
mendatang, walaupun Fraksi tidak merupakan alat keleng-
kapan Dewan Dengan demikian maka jiwa ketentuan Pasal
40 ayat (3) Peraturan Tata Tertb Dewan yang menegaskan
penyediaan sarana dan angparan yang memadai kepada
Fraksi telah mendapatkan perhatian bersama.

Khusus untuk peningkatan peran Dewan dalam pembahasan
RAPBN, pertemuan antara Pimpinan Fraksi dengan Menteri
Keuangan, juga menyepakati bahwa mulai dari forum
pembicaraan pendahuluan, Komisi-komisi dapat mem-
bicarakan sampai pada tingkat program dan proyek
khususnya sampai kepada besaran angka kuantitatifnya
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Namun yang tertuang dalam diktum RAPBN tetap hanya
sampai pada sektor dan sub sektor.

Masalah Program Legislasi Nasional

Pada mulanya Pansus bersepakat bahwa dalam Peraturan
Tata Tertib perlu dituangkan pengaturan tentang perwujudan
Program Legislasi Nasional antara Dewan dengan
Pemerintah.

Ide dasarnya adalah perlunys ada forum antara Dewan
dergar  Pemermial  guny membiceabher | parsnesnmn
pergajuan rancangan  uodang-undang dalem jangks ima
hwmon muupun dabon setiop tihun sideng. Mrogram  Hea
mlman dope dibicarshon dengen Pemenninh icrintegras
dengan pembahasan dalam Pansus Repelita dan program
tahunan dapat dibicarakan dengan Pemerintah melalui Rapat
Badan Musyawarah atau Komisi tertentu yang ditentukan
oiech Badan Musyawarah.

I pergaeuran terscbur antarn loin dideserkan poda helnginen
Dewmy apor pengsjuan RUL oleh Pemerinsh, Jobib barsifa
crencans den terprogrun sshingga Odak hara mesumpuk
puin setiop menjelmg akhir mese bakti Dewan, kel
terhadap RUU yang bersifat mendesak.

Namun disadart cleh Pansus bahwa pengaturan tersebut
di aas menimbulkan kesan Peraturan Tata Tertib Dewan
raetgator indtiti kelembogaon jinggi tegam lainnys secdra
swpibmh. Obh scbob v Pangud bersepaksr uniub tdak
menuzngkan porgahryy masulkh Program Legislnsi Nasionol
tersciwut dalum Perehunn Tala Tertib Dowsn (etop menyam-
paikan ide dasar pemikiran tersebut sebagai sesuatu yang
diharapkan menjadi perhatian bersama, khususnya perhatian
Pemerintah. Panitia Khusus berharap agar Pimpinan Dewan
yang akan datang mengambil inisiatif untuk mengadakan
konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah guna me-
realisasikan ide tersebut sehingga terbina jalinan yang
harmonis antara Pemerintah dan Dewan dalam mewujudkan
Program Legislasi Nasional yang telah ditegaskan dalam
GBHN 1993, sekaligus menghindari penumpukan RUU
pada akhir masa bakti Dewan.



c. Masalah Prosedur Singkat

.

Dalam Pasal 125 ayat (1) ditegaskan bahwa pembahasan
RUU dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecuali
apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan
dengan prosedur singkat. Istilah "prosedur singkat" dalam
batang tubuh Peraturan Tata Tertib tidak terdapat urajan
pengertiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menghindari
interpretasi yang salah, Pansus bersepakat untuk menyam-
paikan catatan bahwa prosedur singkat yang dimaksud adalah
meniadakan salah satu tingkat pembicaraan yaitu tingkat II,
sehingga suatu RUU setelah pengantar Pemerintah pada
pembicaraan tingkat I langsung diteruskan ke pembicaraan
tingkat 11 dalam rapat Komisi Gabungan Komisi atau Panitia
Khusus.

Status Peraturan Tata Tertih DPR RI

Walaupun ada Fraksi yang mengusulkan agar Peraturan Tata
Tertib Dewan diwujudkan dalam bentuk Undang-undang
namun Pansus belum dapat menerima hal tersebut karena
ketentuan Pasal 37 dari Undang-undang nomor 16 Tahun
1969 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang nomor 5 Tahun 1995 mengenai Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menegaskan bahwa
“Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan
Permusyawaratan/ Perwakilan diatur sendiri oleh masing-
masing badan tersebut® Artinya Peraturan Tata Tertib
DPR  harus ditetapkan oleh DPR sendiri. Walaupun
ditetapkan oleh DPR sendiri, mestinya Peraturan Tata
Tertib Dewan ini memiliki daya ikat yang sama dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bawah
Undang-undang, karena perwujudan dari Peraturan Tata
Tertib tersebut merupakan perintah dari Undang-undang.
Masalah ini kiranya menjadi catatan khusus yang perlu
mendapat perhatian Dewan di masa yang akan datang,

Penulisan Buku tentang Tata Tertih DPR RI

Panitia Khusus menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan Tata
Tertib DPR RI tidak mungkin dipahami sepenuhnya tanpa
memahami latar belakang pemikiran yang terkandung dalam



proses pembahasannya, lebih-lebih mengingat Peraturan Tata
Tertib ini tidak mempunyai Penjelasan Umum, Penjelasan
Pasal dan Penjelasan Ayat. Proses pembahasan dan siklus
anggaran umpamanya merupakan hal yang banyak belum
dipahami oleh masyarakat. Tidak terkecuali para anggota
Dewan sendiri Demikian pula halnya dengan proses
pembahasan RUU serta perwujudan fungsi legislatif dan
pengawasan oleh Dewan Untuk mengatasi hal ini Pansus
menyarankan kepada Pimpinan Dewan yang akan datang
kiranya dapat menugaskan unsur P3I yang telah mengikuti
seluruh proses pembahasan Tata Tertib ini, untuk menyusun
suatu buku yang menjelaskan kandungan Tata Tertib Dewan.
Atay oleh unsur lainnya yang berminat melakukan
penulisannya.

Ketika pembahasan terhadap wusulusul perubahan sedang
berjalan intensif, Pansus menghadapi kendala di mana Tata Tertib
tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya apabila Dewan
memiliki 11 Komisi sedang salah satu Fraksi tidak bisa mengisi semua
Komisi tersebut. Kendala pelaksanaan Tata Tertib im disebabkan
oleh keharusan hadimya semua unsur Fraksi sebagai prasyarat untuk
membuka rapat dan mengambil keputusan sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 152 ayat (1) Tata Tertib lama
sebelum dilakukan perubahan.

Dalam hal ini Pansys tidak mempunyai kewemangan untuk
menetapkan jumlah dan ruang lingkup Komisi, karena berdasarkan
Pagal 56 ayat (1) hal tersebut harus diputuskan tersendiri oleh DPR.
Setelah permasalahan ini dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah
pada tanggal 5 Juli 1997, selanjutnya diputuskan bahwa pembicaraan
tentang jumlah dan ruang lingkup Komisi tersebut sekaligus dilakukan
melalui rapat konsultasi antara Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan
Dewan.

Setelah dilakukan beberapa kali perternuan konsultasi antara
Ketua-ketua Fraksi dengan Pimpinan Dewan maupun antar Ketua-
ketua Fraksi itu sendiri akhimya disepakati untuk melakukan
regrouping, jumlah Komisi dari 11 menjadi 8 Komisi dengan
perincian ruang lingkup W gas dan pasangan kerja sebagai berikut:

Komisi 1 dengan ruang lingkup tugas bidang Hankam, Hukum dan
Penerangan serta mempunyai pasangan kerja dengan:
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Departemen Hankam

Departemen Penerangan

Departemen Kehakiman

Kejaksaan Agung

Angkatan Bersen jata Republik Indonesia

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

Badan Koordinasi Intelijen Negara

Lembaga Sandi Negara

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

Komisi II dengan ruang lingkup tugas bidang politik, serta mem-
punyai pasangan kerja dengan:
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11.

Departemen Dalam Negeri

Departemen Luar Negeri

Menteri Negara Sekretaris Negara

Menteri Negara Sekretaris Kabinet

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional
Lembaga Administrasi Negara

Arsip Nasional

Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Komisi IIl dengan ruang lingkup tugas bidang Pertanian, Kehutanan
dan Transmigrasi, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1.

2.
3
4
5

Departemen Pertaman
Departemen Kehutanan
Departemen Transmigrasi
Menteri Negara Urusan Pangan
Badan Urusan Logistik.

Komisi IV dengan ruang lingkup tugas bidang sarana dan prasarana
serta mempunyai pasangan kerja dengan:
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Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perhubungan

Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat
Dewan Telekomunikasi

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional



7. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.

Komisi V dengan ruang lingkup tigas bidang investasi, industri,
perdagangan dan lingkungan hidup mempunyai pasangan kerja

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

2 Departemen Pertambangan dan Energj

3 Departemen Tenaga Kerp

4. Menteri Negara Investasi’Ketua Badan Koodinasi Penanaman
Modal

5. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

6. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup

Komisi VI dengan ruang lingkup tugas bidang sosial dan kesehatan,
serta mempunyai pasangan Kerja dengan:

1. Departemen Kesehatan

2. Departemen Sosial

3. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

4. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN

Komisi VII dengan ruang lingkup tuges bidang Pendidikan, agama
dan Ristek, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Agama

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga

Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

Badan Tenaga Atom Nasional

Perpustakaan Nasional
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Komisi VIII dengan ruang lingkup tugas bidang APBN dan
Keuangan, serta mempunyai pasangan kerj dengan:

1. Departemen Keuangan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bank Indonesia

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pengembangan Industri Strategis.

Biro Pusat Statistik

Semua Departemen, Menteri Negara, Pejabat Tinggi setingkat
Menteri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Kesekreta-

b B~ R S



riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, sepanjang berhubungan
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pembagian pasangan kerja belum termasuk Menteri
Negara Urusan Khusus Hal ini dilandaskan oleh penegasan bahwa
tugasnya akan berakhir pada saal pelantikan Dewan. Apabila
kelembagaan ini ternyata masih ada kiranya akan ditetapkan atau
diserahkan kepada Dewan yang akan datang untuk menempatkan ke
Komisi mana mitra kerjanya.

Mengenai pembagian unsur Ketua pada 8 Komisi disepakal
dengan komposisi 4:2:2, yaitu 4 Komisi ketuanya dari unsur FKP, 2
Komisi ketuanya dari unsur FPP, dan 2 Komisi ketuanya dari unsur
FABRI, atau apabila sekaligus dengan unsur Ketua dalam BKSAP
dan BURT, maka komposisinya adalah 5:3:2, yaitu 5 FKP, 3 FPP
dan 2 FABRL

Untuk hal yang menyangkut penentuan pada Komisi dan Badan
mana sap 5 unsur FKP, 3 unsur FPP, dan 2 unsur FABRI menempati
posisi Ketua perlu dikonsensuskan oleh masing-masing Fraksi pada
periode yang akan datang.

Secara lengkap naskah Peraturan Tata Tertib DPR Rl sebagai
hasil kerja Panitia Khusus yang telah dibaea dan ditandatangani oleh
semua unsur Fraksi dan diharapkan dapat diterima dan disahkan
dalam rapat Paripurna ini, sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari laporan ini dan kiranya telah dianggap dibaca.

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi

Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan DPR RI, yang
disampaikan oleh Ir. Umbu Mehang Kunda.

Dalam pendapat akhir Fraksi, FKP menyampaikan bahwa bersa-
maan dengan Sidang Paripuma Dewan Perwakian Rakyat yang
merupakan Sidang Paripurna terakhir dari DPR masa bakti 1992-
1997, akan mencatat dan menghias lembaran seprah baru. Pada han
ini DPR akan mengambili keputusan urtuk mengubah dan
menyempurnakan Peraturan Tata Tertib DPR sebagaimana ditetapkan
melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 10/DPR-RI/IIL/82-83 tanggal 26 Pebruari 1983.

Sarasechan amara Pimpian Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi
untuk membahas keinginan untuk merubah dan menyempumakan
Peraturan Tata Tertib Dewan telah dilaksanakan pada tahun 1990.
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Ketika itu, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa perubahan
dan penyempumaan terhadap Peraturan Tata Tertib hendaknya
didahului oleh pengkajian yang cukup mendalam dan oleh karenanya
disarankan agar pembahasannya dapat dilaksanakan setelah
pelaksanaan Pemilu 1992.

Setelah sekian tahun berlalu, dan ketika Badan Musyawarah pada
tanggal 25 Juni 1997 membahas kemungkinan perubahan dan
penyempurnaan Peraturan Tata Tertb Dewan, Fraksi Karya
Pembangunan kiranya sependapat bahwa ini merupakan saat yang
tepat untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Tata
Tertib Dewan terutama dalam rangka meningkatkan fungsi dan
peranan DPR yang pada akhimya akan meningkatkan kinerja DPR
sesuat dengan tuntutan GBHN 1993

Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa Daftar Inventa-
risasi Masalah yang diajukan Fraksi Karya Pembangunan, bila
dipersandingkan dengan rumusan Peraturan Tata Tertib yang akan
disahkan hari ini, akan mampu mengungkap secara jelas sumbangan
pemikiran Fraksi Karya Pembangunan terhadap Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesta.

Persoalan dan permasalahan yang cukup menonjol dan cukup
penting untuk diungkapkan adalah :

1. Persyaratan Penggunasan Hak-hak Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa:

1) Terhadap jumlah pengusul, Fraksi Karya Pembangunan
dapat mempertimbangkan usulan perubahan jumlah pengusul
atas dasar pertimbangan Konfigurasi Keanggotaan Fraksi-
fraksi hasi! Pemilhan Umum  walaupun  belum
mencantfumkan angka pengusul yang pasti.

2) Terhadap hak-hak DPR yang mensyaratkan tidak hanya
terdii dari satu Fraksi, Frakss Karya Pembangunan
berketetapan hati untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan pendirian tersebut diatas, Fraksi Karya
Pembangunan dapat memahami usulan perubahan jumlah
pengusul dari 20 orang menjadi 10 orang sebagaimana diusullcan
oleh rekan-rekan Fraksi yang lain. Namun terhadap usulan agar
menghilangkan persyaratan "tidak hanya terdiri dari satu Fraksi®
sehingga semua hak dapat dilaksanakan walaupun hanya



diusulkan oleh satv Fraksi. Fraksi Karya Pembangunan dengan
berat hati terpaksa harus tidak sependapat dan pada akhirmya
persyaratan "tidak hanya terdiri dari satu Fraksi" tersebut tetap
dipertahankan dalam naskah perubahan Peraturan Tata Tertib
ini. Alasan yang menjadi pegangan utama Fraksi Karya
Pembangunan tidak lain dan tidak bukan dari kehendak atau
keinginan untuk mewujudkan asas musyawarah mufakat sebagai
cerminan terlaksananya secara bertanggung jawab Demokrasi
Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bulat bangsa Indonesia
dalam keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, apalagi di lembaga perwakilan rakyat yang sama
kita cintai ini.

Dalam pemahaman Fraksi Karya Pembangunan, apabila hak-
hak yang selama ini disyaratkan tidak hanya terdiri dari satu
Fraksi", dapat dilaksanakan oleh sau Fraksi dan dengan
demikian tidak membutuhkan dukungan Fraksi lain, cenderung
akan menjurus ke arah sikap umtuk meniadakan arti kawan-
kawan  seperjuangan dari Fraksi lain yang ada di Dewan
Perwakilan Rakyat ini. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terjadi,
maka bukan tidak mungkin kalau suatu ketika Fraksi-fraksi akan
bertindak dan mengarah pada terciptanya "diktator mayoritas"
atau “tirani minoritas" dalam pelaksanaan dan penggunaan hak-
hak Dewan Perwikdan Rakyst, Kehatihetion Froks] #ama
Pombangunan tersetnt o #xs  toncunya jugs jmuh ded skap
apriori dan antipeii terhadap tingkah hku politik masing-mazing
kita calam mengojuwaniahian nilwi-niled Demokresi Pancasile
Namun, Fraksi Karya Pembangunen berpendapat bahwa upaya
menciptakan rambu-rambu yang dapat menghalangi terwujudnya
hak-hak yang tidak kita inginkan bersama, merupakan langkah
preventif yang patut kita lakukan untuk mengiringi perjalanan
pengabdian seluruh kekuatan sosial politik dalam mengemban
kiprahnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang sama kita cintaj ini.

Persoalannya adalah sampai sejauhmana kita menciptakan
suasana saling membutuhkan serta saling bermitra bagi upaya
bersama menggunakan hak-hak Dewan untuk mencapai tujuan
bersama, kiranya lebih besar manfaatnya daripada sekedar
berupaya dalam bingkai Fraksinya masing-masing.

Dalam hubungan inilah, Fraksi Karya Pembangunan
mengusulkan altenatif tata cara baru pengajuan RUU usul
inisiatif dan telah disepakati bersama yaitu melalui Komisi atau
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Gabungan Komisi di mana sekat-sekat fraksional relatif tidak
terlalu nampak dalam keseharian pelaksanaan tugas Fraksi di
Komisi/Gabungan Komisi.

Masalah Anggaran Dewan dan Proses Pemhahasan APBN
Di bidang anggaran, berkembang usulan-usulan untuk

dirumuskan dalam Tata Tertib Dewan yang mencakup;

a Apgar DPR menetapkan dan mengelola anggaran belanja
sendiri, dan;

b. Apgar proses pembahasan RAPBN, selain mencakup sektor
dan sub sektor hendeknyajuga mencakup Program, Proyek
dan Kegiatan

Terhadap usulan-usulan tersebut diatas, Fraksi Karya
Pembangunan berpendapat bahwa proses yang berkembang
selama ini  1elah mengacu pada satu kesatuan sistem
penganggaran yang berfaku secara nasional.

Proses perencanaan dan penetapan anggaran Dewan, selama
ini telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pada semua instansi Pemerintah, baik Departemen maupun Non
Departemen.

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek
(DUP) disusun oleh Seckretariat Jenderal dan dibahas bersama-
sama dengan BURT sebelum disampaikan ke Departemen
Keudopgan d11 Happenas DPR memilikl dode angenran dam roata
mggaren yang tidak sama dengan Sokretayine Negui, oleb karcna
ilu, proscp penguaufan dan  perincien lobih lenjul darl pugu
enggarEn yang ditetaplkan sstiop whun serts pengputwan dan
pertanggunginwabanmyn tolah pciora mandirt dilaksanokan oleh
Sekretariat Jenderal DPR.

Terlindep komguiny aps pembohassan RAFBM hesdsknya
mencokup sampni denghs  Program,  Proyek don  Kegiotn,
prbenmrmyn sudah tertaksana mebaiul Rapar Kery Kmnigi dengan
pasangan kecjenyn masing-masing. Yooy juery tidok  disemjui
Fraksi Karw "embangunsn mdalsh opablla dhtom  Undang-
umding RAPHN harus sremuyt rinciayg aunpsi Program, Frovek
tun Xegatan

Musatahinys mdaleh kelas hal m dialannaksn, akss saogat
menyulahen ketka vlch karene st dan lain bel hores dilakukan
perggescint dliu peayeonaan RKaya sntar rogrom, proyek das



alau kegiatan, karena harus dilaksanakan melalui perubahan
Undang-undang APBN.
demikion, pembahzsan erhadep Feopram, Proyek

dan  Kegistin pauin  rnaving-mucitp Depurtemen  cukup  dic
ioksanshun olch masing-mesieg  Keomist, dan  soladjutnya
dibicoaken den dibakes bersams-samm dengan Komist yerg
wenstiyoni APBN sebagaimana telwh dilabsanaken selamo ind

Penjelasan atas sikap dan pandangan Freksi Karya
Pembangunan, walaupun tidak dimaksudkan untuk meng-
hilangkan pandangan konservatif yang dilansir sementara
kalwngan iermasik relan-rekan angeoits Panmy, dimew paliog
kurang depar dimongerti scca gles coteng [oter belakeng
pemikiran yang menghaditknn posisi Frakst Karva Pombeng snan
sepcrii

Dengan pandangan dan uraian singkat tersebut di atas,
sampailah kami pada keputusan untuk menyatakan bahwa Fraks
Karya Pembangunan dapat menerima Rancangan Perubahan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyst Republik Indonesia untuk
disahkan menjadi peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Pendapat akhir Fraksi ABRI DPR RI, disampaikan oleh Ori
Saptadji K.G.

Di dalam membahas Perubahan Peraturan Tata Tertb DPR RI
ini, Fraksi ABRI berpedomian pada pokok-pokok pikiran sebagaimana
yang telah disampaikan pada Pengantar Musyawarah Fraksi ABRI
sebagai berikut :

Pertama : Bahwa hakekat musyawarah untuk mufaket adalah
suatu cara pelaksansan demokrasi Pancasila untuk
merumuskan atau memutuskan suatu  hal dengan
kebulatan pendapat (muf akat). Oleh karena itu eksistensi
Fraksi-fraksi adalah penting.

Kedua : Bahwa perubahan Tata Tertib DPR RI ini sejauh
mungkin  dapat  mengakomodasikan  perubahan-
perubahan baik masa kini maupun masa mendatang.

Ketiga : Bahwa titik berat perubahan Tata Tertib DPR Rl diupa-
yakan mengarah ke peningkatan kinerja DPR RI dalam
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melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta mampu
menyerap dan menindak(an juti aspirasi masyarakat.

Proses Pembicaraan Tingkat IIl, berlangsung cukup padat dan

dinamis mengingat cakupan materi yang cukup luas yaitu sejumlah
19 Bab dengan 176 Pasal yang meliputi 210 permasalahan scbagai-
mana tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang
diajukan oleh Fraksi-fraksi, dengan hasil pembahasan menjadi 21 Bab
dengan 182 Pasal.

Dengan menggunakan pokok-pokok pikiran tersebut di atas,

perkenarkanlah Fraksi ABRI menyampaikan ulasan mengenai
masalah-masalah yang cukup mendapat perhatian dalam pembahasan
Perubahan Tata Tertib DPR Rl ini antara lain:

L.
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Pelaksanaan Hak-hak DPR

Cno  mengelsionken  wolau  pembahesan,  Paneus  sopakat
rnesalab ini digngkol ke lobhy Ketueketua Fraks, el putusan
lobhy ynng selopjurnyn  Juge disetujul olch  Pantos  adalab
sepakat  jumlah  penpusal  schursag-kurangnya 10 omng,
sodongkan persyamtnn ditsdini lebih den b Fraksi ustuk Hak
Meminte Keterangan den Hak Mengsjukan Lisy! Perubehan Totn
Tertib DPR tidak berubah.

Pennal Pimpinan Komisi dan Jumlab ¥omish

Schagai ujng tombak Dewan, Komisi harus dipimpin dth saw
susynan. Fioapian yoang aoafog dengan Piopinan Dewen dun
seiang  Piopien  Komid yang  hersapgkutan,  lnilah  ywng
dinamuokan sato kesstuan  Pimpitan vang  beosafin  kolektif
Scdunpkan dalom rangks menmglatkan  kerjn Dewan, Fraks
ADR! merssa perlu dindaksn reprogping Jumilab Komis) deo g
tetap m-engacy Képwdn erpat bidang {Poliam, [nbeng, ERa dan
Keyra), hal mi dimaksodkan agar tspst menghindari terjadim=
twmpang tndih  logkup bxgas anmers sstu Komisi dengno yang
lminnya

Perihal Konsultesi dongty Fomorinih

Fraksi ABRI dolwmi DIM-nya mengusuplian wgas Bamus pado
Posal 53 perlu peoombahen satu botir baru yang berbunyd
"Melakuksn komulusi donges Pemeriniah poribal Rearcangan
Undang-undang yang akan dibahas selama periode berjalan.”

Usul ini didasari pengalaman DPR RI selama ini, pada tahun-
tahun terahic masa baktinya cukup padat dengan pembahasan
RUU dari Pemerintah.



4. Perihal Etika Rapat DPR Rl
Pasal 108 ayat (2) menyebutkan "Anggota Rapat berbicara di
tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua
Rapat". Fraksi ABRI mengusulkan dalam DIM, penambahan
anak kalimat pada akhir kalimat : " .., dan tetap berada di tempat
untuk mendengarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan,
kecuali dengan seijin Pimpinan Rapat mendelegasikan
penerimaan jawaban kepada Anggota lain".
Usul Fraksi ABR] ini sebenamya sangat erat kaitannya dengan
etika rapat. Alangkah hormatnya apabila ketika Pemerintah
memberi jawaban atas pertanyaan anggota yang bersangkutan
dapat menerima langsung. Semangat usul Fraksi ABRI ini dapat
dipahami semua Fraksi dan akan merupakan catatan bagji semua
Fraksi untuk memperhatikannya.

5. Perihal Keputusan Berdasarkan Mufakat
Fraksi ABRI dalam DIM-nya mengusulkan perubahan pada
rumusan Pasal 152, yaitu pentingnya kehadiran secara fisik
anggota Dewan, dalam pengambilan Keputusan. Dalam diskust
selanjutnya semua Fraksi sependapat usul Fraksi ABRI diterima.
Usul Fraksi ABRI ini disetujui oleh keempat Fraksi, hal mana
sekaligus mendukung peningkatan disiplin Anggota Dewan seba-
gaimana yang disarankan pada Pasal 40 ayat (2).

6. Perihal menampung dan menindaklan juti aspirasi
Fraksi ABRI menyambut baik kepedulian masyarakat terhadap
pembangunan dewasa ini, hal im terlihat dari seringnya masya-
rakat menyampaikan aspirasinya ke DPR Rl Aspirasi masya-
rakat tersebut tentunya harus diterima dan ditindaklanjuti.

Fraksi ABRI menyatakan menerima dan menyetujui perubahan
Peraturan Tata Tertib DPR Rl untuk disahkan menjadi Peraturan
Tata Tertib DPR RIL

Pada kesempatan ini Fraksi ABRI menyampaikan harapan-
harapan dan perhatian sebagai berikut :

Pertama :  Dengan disahkannya Peraturan Tata Tertb DPR RI ini,
akan dapat meningkatkan disiplin, peran dan fungsi DPR
Rl di masa yang akan datang secara efekuf, schingga
anggota Dewan dapat lebih memperjuangkan aspirasi,
tuntutan dan keinginan masyarakat yang berkaitan
dengan perkembangan tuntutan pembangunan nasional
yang semakin’ meningkat.
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Kedua : Setelah Peraturan Tata Tertib ini disahkan, Pimpinan
Dewan segera mensosialisasikannya kepada seluruh
anggota Dewan dan Pemerintah untuk dapat diper-
gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas
kedewanan, agar Anggota Dewan dan Pemerintah
mempunyai persepsi yang sama.

Ketiga :  Setelah Peraturan Tata Tertib ini disahkan, Pimpinan
Dewan perlu segera mengambil langkah konkrit guna
menyelaraskan  Keputusan-keputusan Dewan  yang
ada, sesuai dengan perubahan yang ada dalam Peraturan
Tata Tertib ini.

Pendapat akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI, dengan
juru bicara H Muhammad Djafar Siddiq.

Kehendak Fraksi Persatuan Pembangunan untuk mengadakan
perubahan Tata Tertib Dewan yang berlaku sekarang memang sepk
dutlu yang telah dikemukakan pada berbagai kesempatan, Tetapi
keinginan itu tidak mudah diwujudkan dan barulah kemudian,
konkritnya dengan surat tanggal 31 Maret 1997 yang ditujukan
kepada Pimpinan DPR Rl, Saudara Hamzah Haz dan kawan-kawan
telah menyampaikan usul perubahan/penyempurnaan Tata Tertib
dimaksud. Dan temtu keinginan itu bukan basa basi. Masyarakat
senantiasa berharap Dewan dapat meningkatkan peran dan fungsi
dengan harapan agar aspirasi, harapan, tuntutan dan impiannya
terwujud dalam kenyataan kehidupan masyarakat ini.

Upaya meningkatkan citra dan wibawa DPR terkait pula dengan
langkah upaya kita mengembangkan kreatifitas anggota Dewan, dan
Dewan itu sendiri. Salah satu dari upaya #u adalah bagaimana kita
melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan
bahwa "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memaju-
kan Rancangan Undang-undang.”

Meskipun Pasal 5 UUD 1945 ayat (1) mencgaskan bahwa
"Presiden memegang kekuasaaan membentuk Undang-undang
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", namun the foundings
father menyadari peranan para anggota DPR sebagai wakil-wakil
mengimbangi pasal 5 tersebut dengan memberikan kepada Anggota-
anggota DPR hak umtuk mengajukan rancangan Undang-undang
sebagai usul tnisiatif para Anggota.

Pasal 21 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa hak untuk menge-
jukan rancangan undang-undang ifu adalah hek para Anggota Dewan,
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bukan hak Dewan. Namun dalam Tata Tertib DPR yang ada hak
anggota-anggota itu dikonversi menjadi hak DPR, dengan
mensyaratkan pengajan rancangan undang-undang iu dilakukan
oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota dan tidak hanya terdiri
dar sau Fraksi.

Fraksi Persatuan Pembangunan pada dasarnya ingin meniadakan
konversi itu, mengembalikan kepada amanat UUD 1945, mengem-
balikan hak #u kepada Anggota DPR, bukan menjadi Hak Dewan,
dengan maksud agar ada dinamika dan kreativitas para Anggota
Dewan agar menstimulasi munculnya Rancangan Undang-undang
Usul Inisiatif dari para anggota. Karena kita semua menyadari sejpk
kehadiran DPR Rl hasil Pemilu pertama ke masa Orde Baru belum
pemah muncul rancangan Undang-undang di DPR ini, adanya
rancangan undang-undang yang berasal dari DPR.

Sebab kita semua menyadari siapapun akan mengajukan rancang-
an undang-undang, harus benar-benar memperhatikan secara cermat,
segala aspek, terutama urgensinya, argumentasinya, capaian yang
hendak diraih serta harus mampu memberikan alasan-alasan yang
argumentatif, rasional terhadap berbagai kritik baik dari kalangan
Dewan sendiri, maupun dari kalangan para pakar dan masyarakat luas,
belum lagi harus melalui berbagai prosedur agar dapat lolos menjadi
rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Namun dalam rangka mengembangkan dinamika dan kreatifitas
Dewan, peluang tersebut harus dibuka agar Dewan tidak dinilai oleh
banyak kalangan "memasung diri sendiri”. Namun keinginan Fraksi
Persatuan Pembangunan tersebut belum berhasil, akan tetapi
betapapun juga rumusan baru mengenai hak usul inisiatif pengajuan
rancangan undang-undang, mulai diperlonggar, tidak lagi harus
diajukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang, tetapi menjadi sekurang-
kurangnya 10 orang tidak terdiri hanya satu Fraksi.

Disamping itu langkah baru yang dikembangkan dalam
pembahasan Rancangan Perubahan Tata Tertib DPR ini, adalah
memberi peluang kepada Komisi-komisi untuk mengajukan rancangan
Undang-undang scbagai Usul Inisiatif DPR. Memberi peluang kepada
Kormisi, lebih ditekan pada aspek psikologis, suasana kebersamaan
dan inlimitas para anggota Dewan yang diharapkan akan
mempermudah munculnya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Salah satu hambatan lainnya adalah sulitnya anggota Dewan
menggunakan haknya, yaitu hak mengadakan penyelidikan hingga
sekarang Undang-undang tentang Pelaksanaan Hak Angket tidak
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dupat diperlokekan karono i2lah tdak cocok dengan almm Orda Baru
m. Dewnn dengan  degaln Kemdalamya belumi  berinixintil  wntuk
nwmgs jukan rancangan undong-undang pengeant dri undsng-undong
yang disngpap wh laik bgi. Pemerintabpun belim  berk¢spmnpatan
mengajukan maoamngun Pervbahan Usdsng-undang temisng  pelak-
sanman Hok Anghet o Akhimya seperli mesungpu  oyam  goin
beriche wntitk menunpgo Selur dierusi @gar menetiakan bt hibat
ungpel. Melalul forum ini Frebosl Perutusy Pembangunan mengajk
mengingatkan wits schofinnager dengun sipguh- mungguh mengnmbil
fangkoh oystn ok mencan jplan keluar agar undsog-ondang
dimaksud  segaw  musgkih  disegpurnnkon. Baik  dmgan  cam
mendorony  pomerinteh  mengojukan  Kancangen  Undong-undang
Perubzhan Ugndang-undung wenatong Peleksntuinn  Hok Anglet tervabot
stapun Drewan tendin metiggutinkan hok inleijui’

Aps yhap dikcmuknkon i dalem megka wntvk meninglontiosn
wihawn UFR dalemn nygms konstituslonalnys dibidasg penpawssan,
Schuburigan  dengan ity dalam rongks  meningkatian  fungsi
pengowassh DPR, makn kerjpsame dengan BPE pern  semmkin
ditinghatian, delom memopang tges peegewamn DER

Frihsi Peraatusn Pembonguran ecbenomyn  menghendaki  agar
pemberitihuan hasil pamarikyaan BPK torscbut disampeilen dalam
forom sidang Parpurna Dewwsn, sena difindshilsnjud dengan perte-
inuan  solag jutiya  sesuni dengan kesepabsian BPK din DPR, ogar
hanil pemeriksnan BPK rerschul secan lobth comat diran{aahun
pleh DPR, mengingat sermakin besamys snggeren nepara yang hare
dinwiii,

Namun  wink mengaiasi hal-he! yeng belum terpenuhi sepert
ying diharapksn, make perunan kombl-komisi ednk famys Womisl
yahig menoepan] RAFBN, (etap saburih homist yang sda diberi hobot
dengan mongungkspkannya podr Tain Terft TIPR, agar komisd-
kiwnlsi iccaa khwsus monpels]an dan membahes term  meng-
gunakannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang
dan tugas DPR.

Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan
oleh Sidang Paripuma menjadi Peraturan Taa Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan juru
bicara Antonius Tyas Satijono Soenarlo.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan bahwa telah
lama dirasakan, baik oleb para Anggota Dewan maupun oleh masyara-
kat, perlunya segera diadakan perubahan Tala Tertid Dewan
Porwakilatt Rakyar yang mengarsh pade oplimalisas: Amega Dewan
agar depat menjalenkan Siogel dan persnannsa sejpEr  dengan
Pemerintab. Komginon jerschet dilatarbelahang! okh mmikin  Susin
posisi Pemerinteh detigan joringan birokrmsinys yang mokin I don
kompleks, somenlars futtysi pengewasun dan artikulasi kepentingan
masynrakaf kurang dapat dilaksanohun clch DPR.

Saleh aAn kemginen Fraksi PO cdelwmn porghalwn Tain Terlib
Dewan sekerang ind edaloh  dipermudshays  prossdur peogusulan

tnk-hak R yung meliputi Hak Menrivts Ketcrangan
kepuds Presiden, Hek Mengadakan Penyelidilom, Hak Mooz juken
Fermyainen Pendapat dan Hoh Meogajukan Rancangan Undang-
utdang vomg berdasadian Tota Tenih lormg dinsubhen oleh sckirang-
hormngryn 20 thwng dichel mengd] [V omog, Sedanghan ketentuan
dafom Tafa Fetds lamo yong et saratksn pengusal tidek terdici dari
satu Fraksi untuk mengusulkan penggunaan hak Mengajukan
Pemyataan Pendapat, Hak Mengadakan Penyelidikan dan Hak
Mengajukan Rancangan Undeng-undang diusulkan oleh Fraksi PDI
untuk dihapus. Usul yang pertama dapat diterima oleh Panitia Khusus,
sedangkan usul yang kedua masih harus diperjuangkan lagi di
kemudian hari.

Rhusus  berhpitan  dengan  perggunaan  Hak  Mengajpian
Rancangan  Undenp-undstiy, komaep akbit Pesturan Tais Tentb
memberikan harapm yang lebih besar wiuk munculiys Ratssngan
Undang-undang usul  inisietid 4 kemudmn han, Jarena proscdar
penguinlinn ya disampng depal dilnkukan oleh sepulub anggoia yang
lidok terdin der siiu Fraksi, dapre juge diusulkan ofeh Komist s
Gabungon Komisi Dewan, Frahsi PO berharp bhobwas, dongnn adanys
kgicoluen baru i akan dapot mondorong penggunaan Huk Inisksif
PPR umuk leblh mempeocepal proses pembeniekan 1andang-undang
yang, betsumber duri espivest masyacahat dan umok weyetmbmngkan
antakg kepentmgan hukum masyaraksl dun Pemcrintal)

Kema juan lainnya yang dapat dieatat dari konsep akhir peraturan
Tata Tertib yang dihasilkan oleh Panitia Khusus adalah dicantumkan-
nya secara eksplisit hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi dan
pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan serta
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masalah konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tinggi negara
lainnya.

Disamping itu adanya tambahan pasal baru yang mengatur tenaga
ahli DPR yang bertugas membantu kelancaran tugas fungsicnal
anggota alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi didalam bab
Sekretariat Jenderal DPR, sangat diharapkan dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya agar dapat membantu meningkatkan kinerja Dewan.

Kemajuan juga nampak dalam ketentuan yang mengatur kuorum
pengambilan keputusan berdasarkan mufakat Peraturan Tata Tertib
yang sampai hari ini masih berlaku menyebutkan bahwa keputusan
berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang
daftar hadimya telah ditandatangani oleh Iebih dari separuh jumlah
anggota dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi Ketentvan ini sama
sekali tidak mensyaratkan adanya kehadiran fisik anggota. Rancangan
Tata Tertib yang dihasilkan oleh Panitia Khusus menambahkan
persyaratan baru disamping persyaratan tersebut Disamping
ketentvan yang telah disebut tadi, ditambahkan ketentuan baru bagi
keabsahan keputusan berdasarkan mufakat, yaitu dihadin (secara
fisik) oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang telah
menandatangani daftar hadir. Dengan ketentuan baru ini di masa yang
akan datang tidak lagi keputusan berdasarkan mufakat yang dapat
diambil tanpa kehadiran fisik anggota sekurang-kurangnya 126 orang
seperti selama ini sering terjadi

Selama pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Khusus, Fraksi
PD! mencatat bahwa s€genap angpota Pansus yang mewakilt keempat
Fraksi mempunyai kehendak yang kuat untuk mengoptimalkan
kinerja Dewan, yang tercermin dari mendalamnya pembahasan yang
berkaitan dengan optimalisasi penggunaan hak anggaran atau hek
budget Dewan, perlunya Program Legislasi Nasional yang disepakati
bersama oleh Dewan dan Pemerintah untuk menentukan prioritas
pembartukan  Undang-undasy, perlenys wisnys ket=ntosm  bhohwe
keputbmankmsimpulan rapat  Komin berafal mengikol  pam  pihak,
miupun masalah olemorl unggamn Dewan, Namun skhimya disadaci
balewt upays  umiuh mengopimalkas hinery Dewan ogar dapol
men jakmian fungai dan peranasnya secarn bernrti tdak cukup hunys
dintur olgh Tots Tertib DPH, sendiri, karera sifmnys veng tidak
noomilllel doya ke kelumr, Olch karera o Frkai PO eelnin
berpendupat habwa, peningkatan  kinerjn Dewan melalui Tatw T ertib
DPR. skan dupat diopilmaticen apabila Tain Terdh PR ditingkaikon
statusym menjodi Undang-undang atauw spebila kita sudah  memilliki
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Undang-undang tentang Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara
yang rinci, yang dapat menjadi payung bagi penyusunan Tata Tertib

Fraksi PDI dapat menerima dan menyetujui konsep akhir
Rancangan Tata Tertib Dewan Perwnkilan Rakyat Republik
Indonesia yang dihasilkan oleh Panitia Khusus Perubahan Peraturan
Tata Fertib DPR R, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tata Tertb
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB II

LAPORAN BKSAP TENTANG DELEGASI DPR-RI
KE SIDANG PANITIA KERJA DAN SIDANG UMUM AIPO
KE.18 DI NUSA DUA, BALI
TANGGAL 1- 6 SEPTEMBER 1997

|.  PENDAHULUAN

Laporan hasil-hasil Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum

ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) ke-18 di Nusa Dua,
Bali, Indonesia dari tanggal 1 sampai dengan 6 September 1997 telah
dibahas dan dilaporkan pada Sidang Parnipurna Dewan tanggal 18
September 1997 yang lalu. Adapun dasar pembuatan laporan ini
adalah Keputusan Pimpinan DPR-RI No. 64/PIMP/IV/1996 - 1997
tentang Pengiriman Delegasi DPR-RI ke Rapat Panitia Kerja dan
Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali, Indonesia.
Khusus untuk sidang AIPO tahun ini, Delegasi DPR-RI rnernpunyai
tugas ganda, yakni selain mernbawa missi DPR-RI juga menjadi tuan
rumah penyelenggara sehingga atas petunjuk Panitia Pengarah ikut
membuat Konsep-konsep substansi yang menjadi dokumen dasar
pembahasan pada sidang-sidang AIPO ini. Konsep-konsep tersebut
adalah berupa Konsep-konsep resolusi dalam berbagai bidang dan
acara serta daftar lopik-topik agenda yang akan dibicarakan pada
Rapat-rapat AIPO tersebut, termasuk skenario dalam berbagai rapat.
Maksud penyampaian laporan ini adalah untuk rnemberikan gambaran
tentang pelaksanaan dan peranan missi Delegasi DPR-RI ke Sidang
Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 yang telah rnewarnai
hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan tujuannya adalah rnemberikan
masukan informasi kepada semua instansi terkait untuk dapat
dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam rnenentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pada masa mendatang. Selain itu hasil
sidang akan disampaikan ke Sekretariat ASEAN guna rnasukan bagi
Pertemuan-perternuan AMM dan PMC serta Pertcmuan tingkat
menteri-menteri terkait negara-negara Anggota ASEAN.

Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 ini dibuka
seecara resrni oleh Presiden RI, H Soeharto dengan didahului
Pidato selamat datang dari Presiden AIPO/Ketua DPR-RI, H



Wahono pada tanggal | September 1997, kemudian dilanjutkan
dengan pembacaan pidato sambutan dari Kepala Negara/Pemerintahan
negara-negara anggota ASEAN yang disampaikan oleh segenap Ketua
Delegasi Anggota AIPO.

AIFO swmwrness @

Pidato Ketua DPR-RI. I Wahono yang bertindak sebagar Presiden AIPO pada pembukaan
Konperenn AIPOke-18, 1 - 6 September 1997

Sidang Umum AIPO yang dipimpin oleh Presiden AIPO/Ketua
DPR-RI, H. Wahono, dan Sidang Rapat Panitia Kerja yang diketuai
oleh Drs. Theo L. Sambuaga, dihadiri parlemen-parlemen Anggota
AIPO yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore,
Thailand, dan Vietnam, sedangkan Brunei Darussalam yang selama
ini secara rutin mengikuti Sidang-sidang AIPO, meskipun belum
menjadi anggota AIPO karena  tidak  ade parlemen, tetap
diperlakukan sebagai "Special Observer (Peninjau Khusus)". Sidang
AIPO tahun ini merupakan sidang yang istimewa karena ditandai pula
dengan masuknya Parlemen Laos sebagai Anggota AIPO dan
Myanmar sebagai Peninjau Khusus, karena kedua negara tersebut
telah menjadi  Anggota ASEAN tanggal 23 Juli 1997 pada
AMM/PMC ke-30 di Kuala Lumpur. Myanmar menjadi Peninjau
Khusus karena belum memiliki Parlemen.
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Perikidan Cong edch Provden sebagar tarnda Konperenst AP fed8, | - § Septemt.er 1997
el chifrikes secara reses
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Selain dihadiri anggota AIPO, maka Sidang Pamtia Kerja dan
Sidang Umum AIPO ke-18 ini dihadint pula cleh segenap  Anggota
Parlemen negara-negara lainnya scbagai Mitra Dialog AIPO yaitu dari
Parlemen Australia. Repubhik Rakyat Cina. Kamboja, Jepang, Korea
Selatan, Sclandia Baw, Papua New Guinea, Parlemen Eropa, dan
Rusia

Delegasi DPR-RI dipimpin langsung oleh Presiden AIPO/Ketua
DPR/MPR-RI, It Wahono dan Vvakil Ketua DPR-RI/KORPOL,
Soctedjo masing-masing scbagai Ketua dan Wakil Ketua Delegasi
dengan Komposisi anggota delegasi mewakili  (raksi-frakst  dalam
DPR-IR1 scbagai berikul :

a.  Frakst Karya Pembangunan 14 orang

b Frakst ABRI 6 orang
c. Fraksi PPP 4 orang
d  Fraksi PDI 3 orang

-—

-

Kemia DPR-RI selaki Preydon PO B Wohone didempingt Gubornier Badr dde Bagus ka
menerima wcapon selmmal don Provden RE Sovhar o, atay o rmm’ﬂm}a Konpervnst AT kel 8
I 0 Seplember 1997

Untuk membantu kelancaran kegiatan Delegasi DPR-RI, maka
diperbantukan 2 (dua) orang staf Sckretariat Jenderal DPR-RI masing-
masing sebagar Sekretaris dan Asisten Sckretaris Delegasi.



II. KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI

Setelah melalui pembahasan dan diskusi yang mendalam pada
rapat-rapat pleno Panitia Kerja, rapat-rapat Komisi serta Panel
Dialog, maka telah dieapai suatu kesepakatan bersama yang
dirumuskan dalam Komunike Bersama (Joint Communique) berisi
masalah masalah yang meliputi hasil diskusi didalam Komisi Politik,
Ekonomi, Sosial, Organisasi serta Dialog AIPO dengan negara-negara
Observer. Adapun hasil-hasil resolusi yang dicapai secara garis besar
meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

Waki Ketun Delegasi DPR-RI, Wakif Kevua DPR-RUKorpol, Soetedjo tengah menyompaikan
pidaro pada Konperensi AIPO ke-18, ! — 6 Szprember 1997,



Presiden Socharto didamping! olch Keua DPR-RI/Presden ATFO, H Wakhono dan Gubernur
Bali, la Bagus Oka, dengan hilmad mengikuti jalanmya upacara pembukaan Konperenst AIPO
ke-18, I — 6 Seprember 1997

A. Bidang Komisi Politik

Komisi Politik menghasilkan Resolusi AIPO mengenai Masalah
Politik dan Keamanan yang secara garis besarnya dapat diuraikan
sebagai berikut :

1. Situasi Politik Regional
a Situasi di Asia Tenggara

Sidang mengulangt kembali komitmen ASEAN untuk
lebih jauh lagi mengimplementasikan prinsip-prinsip dan
tujuan ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi
ASEAN tahun 197! mengenai pelaksanaan Zona Damai,
Bebas, dan Netral (ZOPFAN) dan Perjanjian Kerjasama
Persahabatan (TAC) dan mendorong negara-negara ASEAN
untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah melalui
konsultasi, dialog dan konsensus.

b ASEAN-I0

Sidang menyambut bak dibentuknya ASEAN
Foundation untuk meningkatkan Kesadaran ASEAN dan
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mendukung interaksi orang per orang diantara negara-negara
anggota ASEAN serta peningkatan kerjasama dan solidaritas
diantara sesama negara Anggota ASEAN dan antara ASEAN
dengan negara-negara di nar ASEAN.

Situasi terakhir di Kamboja

Sidang menyesalkan penangguhan keanggotaan ASEAN
bagi Kamboja yang disebabkan oleh masalah internal
Kamboja, Namun demikian sidang mendukung upaya.upaya
yang dilakukan ASEAN untuk berupaya membantu me-
mulihkan stabilitas politik Kamboja dan menolak berbagai
campur tangan asing, khususnya bagi negara-negara yang
menggunakan pengaruh dan embargo ekonomi terhadap
Kamboja

ASEAN Regional Forum

Sidang menyatakan puas atas kemajuan yang dicapai
dalam ARF sejpk pertemuan pertamanya di Bangkok, Juli
1994 dan keberhasilan pertemuan keempat ARF di Subang
Jaya, Malaysia pada bulan Juli 1997. Di samping itu, sidang
juga mendukung partisipasi aktif negara-negara ASEAN dan
Non-ASEAN dalam ARF dan menyerukan ASEAN untuk
secara aktif menggunakan forum ini untuk menempa saling
percaya dan keterbukaan,

Laut Cina Selatan

Sidang lehib lnyut menggarisbaenhi perluvyn diadakan
jperiemuan diantad  BEgAnI-NOERE Anggoid ASEAN me
ngenai Lest Cina Selstan bordasarkan atac povisi bersema
ASEAN don menyerukon samua negarn yong terkail ok
melaksanakan zona bebas militer di Kepulavan Laut Cina
Selatan serta mencari upaya bagi kerjasama pembangunan,
perlindungan dan konservasi sumberdaya di wilayah
tersebut.

SEANW FZ/ Kawasan Bebas Senjata Nuklir

Sidang menyambut baik pemberlakuan Traktat Kawas-
an Bebas Senjata Nuklir pada 27 Juli 1997 dan menegaskan
pandangan ASEAN bahwa Traktat SEANWFZ merupakan
landasan penting bagi pembentukan Kawasan Damai, Bebas,



dan Netral dan merupakan elemen penting bagi tercapainya
kesejahteraan, stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN.

g Treaty of Amity and Cooperation (TAC)

Sidang mencatat keinginan negara-negara di luar
kawasan untuk berpartisipasi dalam TAC dan masalah yang
timbul sehubungan dengan tidak adanya instrumen hukum
bagi negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara,
menggarisbawahi perfunya instrumen hukum bagi negara-
negara di jwar kawasan untuk menyatukan diri dalam TAC.

L Situasi Politik Internasional
a. Situasi Asia Pasifik

Sidang sepakat bahwa untuk mencapai dan mem-
pertahankan pembangunan ekonomi, kerjasama politik
diperlukan perdamaian dan stabilitas yang berkesinambungan
di wilayah Asia Pasifik serta menyerukan semua negara di
wilayah ini untuk mempertahankan tradisi konsultasi dan
konsensus dalam masalah keamanan dan politik.

b Ban on Anti-Personal Land-Mines
Sidang menyadari mengenai masih adanya ketidak-
sepakatan di antara negara di dunia mengenai penggunaan
anti-personal land mines dan mencatat sejumlah besar
korban akibat penggunaannya serta upaya-upaya untuk
mencapai kesepakatan proses pelarangannya.

¢ Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and Comprehensive
Test Ban Treaty (CTBT)

Sidang sepakat bahwa CTBT merupakan langkah yang
penting bagi perlueutan senjata nuklir secara menyeluruh
dan mengamati perlunya semua negara yang terlibat untuk
mencapai tujuan-tupan yang telah ditetapkan dalam "The
Final Document of the Review Conference an the Extention
of the Nuclear Non-Proliferation Treaty 1995".

Sidang menyesalkan penolakan sejumlah negara untuk
menandatangani CTBT dan juga uji coba nuklir sub-kritis
yang dilaksanakan Pemerintah USA pada 2 Juli 1997
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Semenan jung Korea

Sidang mengakui Armistic Agreement 1996 untuk
membentuk stabilitas dan perdamaian di kawasan ini dan
menyambut baik semua upaya-upaya serius unfuk membuka
kembali dialog antara Democratic People's Republic of
Korea (DPRK) dan Republic of Korea (ROK) mencakup
pembicaraan-pembicaraan empat partai.

Bosnia-Herzegovina

Sidang menghargai Kesepakatan Perdamaian Dayton
(Dayton Peace Agreement) dan Kerangka Umum Perjan jian
Perdamaian Bosnia-Herzegovina (General Framework of
Peace Agreememt in  Bosnia-Herzegovina), menyadari
adanya berbagai rintangan dalam mengimplementasikan
kesepakatan tersebut dan menyerukan kepada semua pihak
untuk mentaati aturan-aturan kesepakatan, serta menyokong
upaya-upaya yang diambil untuk menegakkan keadilan
internasional dan rekonstruksi ekonomi di Bosnia-
Herzegovina.

Timur Tengah

Sidang mendesak keras pimpinan Israel untuk meninjau
kembali keputusan untuk menjadikan Jerussalem sebagai
ibukota dan bagian dari Isracl.

Sidang mendesak keras Kongres Amerika Serikat untuk
mencabut resolusi mengenai pengakuan Jerusalem sebagai
ibukota Israel dan pertimbangan untuk memindahkan
Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada akhir
tahun 1999,

Sidang mendukung gagasan untuk membentuk kawasan
Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan
senjata pemusnah massa lainnya juga mendukung
rekonstruksi ekonomi yang sedang berjalan sebagai
pemecahan yang adil, damai, menyeluruh dan abadi bagi
masalah Timur Tengah.



BsPRG
18U WORKING COMRMITIFE & GENER AL ASSEMBELY
ASEAN IHTER-PARLILMENTAR Y D ANLATION [AIPQY)

Presiden Soeharto berienon berfolo bersama segenap Ketua Delpgas Anggota AIPO.

B. Bidang Komisi Ekonomi

Komisi Ekonomi menghasilkan Resolusi-resolusi  AIPO
mengenal :

1. Keadaan Ekonomi Dunia dan Regional

Sidang mengingatkan kembali kerangka kerjasama Asia-Pasifik
sebagaimana yang ditunjukkan dengan disahkannya Deklarasi Bogor
bulan November 1994, dalam Forum APEC, dan Osaka Action
Agenda pada pertemuan para Pemimpin APEC di  Osaka, Jepang
bulan November 1995 dan juga Deklarasi Manila pada bulan
November 1996. Sidang lebih lanjut mengakui bahwa ketiga
Pertemuan Tingkat Tinggi tersebut memiliki kontribusi penting bagi
kemajuan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik.
Selanjutnya sidang meminta para ckonom anggota APEC untuk
meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan SDM, Industri,
IPTEK, Energi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan dan
Komunikasi untuk memperkecil perbedaan tingkat pembangunan
ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan yang berkesinambungan di
kawasan Asia Pasifik. Sidang juga menyerukan Kkepada negara
Anggota ASEAN untuk sepenuhnya mendukung pembangunan
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ekonomt Kawasan Pertumbuhan Asia Timur (EAGA), Kawasan
Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT),
Kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-
GT), dan kawasan pertumbuhan lainnya.

2 World Trade Organization (WTO)

Sidang menyambut baik hasil yang dicapai dalam WTO
Ministerial Meeting di Singapura tahun 1996 dan mengingatkan
kembalt pentingnya sistem perdagangan bebas multilateral yang
berdasarkan atas WTO.

Sidang mendukung WTO sebagai organisasi perdagangan dunia
untuk menciptakan perdagangan global yang lebih dinamis sesuai
dengan aturan-aturan yang disepakati bersama dan menolak
pengkaitan masalah-masalah sosial seperti standar pekerja, hak asasi
dan demokrasi di satu pihak dan kesepatan investasi dan perdagangan
internasional di kin pihak.

3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Sidang mendukung Mamila Declaration on Action Plan of Action
Jfar APEC (MAPA) yang dihasilkan dalam Pertemuan Para Pemimpin
APEC tahun 1996 di Manila, sebagai langkah awal bagi implementasi
perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pacific dan sepakat bahwa
APEC perlt meningkatkan upaya-upaya nyata dalam bidang
kerjasama ekonomi dan teknis.

4 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFT.4)

Sidang mengingatkan bahwa ASEAN tengah bergerak menuju
terwujudnya AFTA di tashun 2003, dan menyadari bahwa AFTA
dibentuk untuk mcningkatkan invcstasi langsung diantara ncgara
anggota ASEAN, dan untuk meningkatkan keunggulan komparatif
bagi produk-produk ASEAN di pasar global dan menyerukan kepada
anggota baru ASEAN untuk mcnyesuaikan diri pada AFTA.

Sidang lebih lanjut mengusulkan perlunya mengembangkan
kerjasama diantara perusahaan kecl dan menengah untuk
mempercepal tercapainya proses kawasan perdagangan bebas di
wilayah Asia Tenggara.

5. Pengembangan Perundang-undangan Nasional untuk me-
ninghalkan Kerjosama Ekonomi ASEAN dan mempermudah
Liberalisasi Perdagangan.



Menyadari peranan  AIPO dalam menyediakan dukungan
legislatif bagi kerjasama ekonomi yang integratif, sidang mendesak
Anggota AIPO untuk mengikuti perkembangan yang berlangsung
dan menegaskan perlunya AIPO membentuk suatu  sistem
komunikasi AIPO untuk mempermudah pertukaran informasi
pembangunan.

6 ASEAN Sub-Regional Growth Area

Sidang menyadari bahwa kawasan lintas batas pedesaan dapat
secara efektif dan kooperatif dikembangkan sedemikian rupa sehingga
menjadi sumberdaya yang kuat untuk mendukung pembangunan
pedesaan, mendukung partisipasi aktif perusahaan dalam me-
ngembangkan kerjasama ekonomi subregional ASEAN melalui
kermudahan dalam sektor fiskal dan non-fiskal.

7. ASEAN Vision 2020

Dengan pertimbangan bahwa tujuan ASEAN Vision 2020 adalah
untuk menciptakan Asia Tenggara sebagai kawasan yang berkembang
secara alami, bebas dari kemiskinan dan menjadi model bagi
kerjasama regional di antara negara-negara berkembang, sidang
mendukung perlunya pemberitahuan prosedur bagi semua anggota
ASEAN bilamana salah satu anggota mengeluarkan peraturan baru
yang berkaitan dengan perubahan tarif perdagangan, dan menyerukan
negara Anggota ASEAN untuk memberikan kontribusi nyata bagi
implementasi ASEAN Vision 2020.

& ASEAN Cooperative Arrangements in Financial Markets

Sidang mencatat kekacauan dalam pasar valuta asing akhir-akhir
ini, menyadari perlunya untuk lebih memperkuat langkah-langkah
kooperatif yang ada diantara para ekonom ASEAN dalam
menstabilkan pasar finansial dan mengakui bahwa ASEAN harus
bekerjasama secara erat untuk melindungi kepentingan ASEAN
terhadap manipulasi dalam pasar finansial.

9  Tourism

Sidang mendukung sepenuhnya Bali Declaration on Tourism
Policy yang dikeluarkan dalam International Forum fo Parliaments
and Local Awhorities: Tourism Policy Makers of 1996 dan
menyerukan kepada Anggota ASEAN untuk saling tukar menukar
informasi mengenai pariwisata untuk menjadikan ASEAN sebagai
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wilayah pariwisata yang terintegrasi, dengan sasaran untuk me-
ningkatkan jumlah turis yang berkunjung dalam kawasan Asia Pasifik.

10. Pertemuan ASIAEROPA (ASEM)

Sidang menyetujui adanya perluasan kesempatan kerja sama di
bidang ekonomi dan bisnis dengan meningkatkan modal, tukar-
menukar tenaga ahli dan alih teknologi serta memperkuat perdagangan
dan infestasi berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan
dalam ekonomi pasar dan memperoleh kebebasan yang sama.

11 KerjosamaAS EAN-EU
Sidang mendesak EU untuk lebih terbuka dan global serta
meniadakan proteksi impor.

Delegast DPRR} pad.; Konperensi AIPOke-18, f— 6 Sepiember 1997 df Mﬂa Da  Bolf

C. Bidang Komisi Sosial

L Pengentasan Kemiskinan

Sidang mendorong negara ASEAN untuk bekerja sama dengan
badan-badan internasional dalam rangka memakmurkan rakyat di
negara-negara anggota ASEAN termasuk masyarakat intemasional
lainnya yang masih hidup di bawah standar minimum.
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2. Masalah Tenaga Kerja

Diputuskan agar negara-negara ASEAN memobilisasi sumber-
sumber yang berhubungan untuk mendukung implementasi proyek
ASEAN di bidang perencanaan sumber daya manusia dan mengajak
sub-komite ASEAN untuk mengadakan kerjp sama dengan "Labour
Affaird® (ASCLA) dolam mughy mempererm kerp sima O antam
negare-negord oiggots ASEAN v baden  dunis Linays untck
menibgkakon kualitns don fingkat kemn juon Aember daya maausts di
aegata. ntgars angga ASEAN dalom menphodsph era lubalisasi.

& Pewcbuwgsnn Swmbierata pa M omosio

Tujuwn diri pembaagubon sumber doye mewusia  Adaleh  ugsar
ruhyd 8 nepom-noger pnpetitn ASEAM mampu beckompetin df
wong imermasional. Berhubung monulalt Pembongensn Sumherdoyn
Manusia ini telah dibahas dalam Komisi Ad-Hoc di Bangkok,
Thailend mnggat 2-22 Agmigusyinyg |l dun telah ‘menghasiikan
kescpakatan dulun hemuk Working - Peper yang uhan ojladikae
seliagni boban pertimbangsn don pelasgkap delom bidang Sember
Dreya Mammsia, noka sidang menniushan wnuk mempnsdon Thalhsed
untuk mengkaji masalah ini.

4 e Lingkonpanr Hldep

Mendersop agar negari-nepien ungpoln ASEASN  inmperkoetut
permurat-perntunn vang berlubungan dengan liogkungan hidup das
miand ikung progrem  hnghungnn hidup sefs mocatad  hoevensd
internasional.

5.  Perfindungan Hak Asasi Anak-Anak

Di sini ditekankan agar negara-negara anggota ASEAN memberi
perhatian dan perlindungan yang lebih serius terhadap hak asasi anak-
anak terutama di bidang pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan
anak Sebagai tindak lanjutnya sidang mendorong negara-negara
ASEAN untuk saling bekerja sama dan mendorong negara-negara
anggota AIPO untuk mentaati dan memasukan kembali pasal-pasal
mengenai hak asasi anak-anak ke dalam konvensi PBB.

8 Perdnghatan ffooifem ASEAN

Menginpal hedudasn ASEAN semakin stabll maka dibneoplen
ngar negarmenegars anggots ASEAN mencroekes usahaewssha dan
pritgram-progoamnys. Selain iy ASEAN hans memperkual peraman-
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nya secara nasional, regional dan global. Dan juga ASEAN harus
meneruskan usahanya untuk menjaga dan melindungi kelangsungan
kebudayaannya dan memperkuat kerja sama khususnya di bidang
teknologi dan informasi. Untuk itu parlemen dari masing-masing
negara-negara anggota ASEAN diharapkan mengadopsi aspirasi dan
tujuan ASEAN seperti perdamaian dunia, keadilan sosial dan
kemakmuran serta mempromosikan keberadaan ASEAN tidak hanya
regional tetapi bagian dari dunia.

7. Peranan Wanita ASEAN

Mengingat sumbangannya secara nasional, regional dan
internasional maka wanita ASEAN harus memperkuat peranannya di
semua bidang dan tingkat kemajuan. Sidang menegaskan mengenai
perlunya diam bil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengambil
tindakan yang tepat dan membuat program.program dalam setiap
pertemuan.

8 Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS

Mengingat penyebaran HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya
tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga memberi dampak
terhadap aspek ckonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain,
maka diharapkan kerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan
mendirikan suatu badan "Tugas ASEAN untuk Pemeliharaan
Kesehatan” dan mengambi| langkah-langkah untuk program kesehatan
regional ASEAN.

9  Kerjasama ASEAN untuk Pencegahan Penyalahgunaan
Obat-Obat Terlarang dan Peredaran Obat Bius
Sidang memutuskan untuk mendirikan komite studi untuk
mempelajari berdirinya Forum ASEAN Anti Narkotik (AANF) dan
menunjuk  Philippina  sebagai ftuan rumahnya yang akan
direkomendasikan pada SIUM AIPO ke 19 tentang objek, struktur
organisasi, power, tugas dan fungsi dari lembaga baru ini.

D. Bidang Komisi Organisasi
Komisi Organisasi menghasilkan antara lain resolusi sebagai
berikut:



—

SIUM menerima Laporan Kegiatan SEKJEN AIPOQ selama
periode tahun 1996-1997.

SIUM menyetujui Laporan Keuangan Sekretariat AIPO men-
cakup: ‘

a) Periode 1 July 1995 sampai 30 September 1995,

b} Periode | July 1996 sampai 30 Juni 1997,

¢) Estifasi Pengeluaran 1 Juli - 30 September 1997.

dan Resolusi mengenai Pembayaran Pengeluaran Ekstra yang
diadakan oleh Sekretariat AIPO.

SIUM menyetujui usulan anggaran Sekretariat AIPO untuk 1
Oktober 1997 sampai 30 September 1998.

Berkenaan dengan peringaten 20 tahun AIPO, sidang mencatat
penghargaan yang diberikan oleh anggota AIPO lain kepada
Indonesia sehubungan dengan penerbitan Buku Peringatan 20
tahun AIPO. Sidang menganggap perlu untuk merayakan lagi
peringatan 25 tahun AIPO di tiap-tiap parlemen anggota AIPO.

Ad-Hoc Committee to Review Stotutes and Working Procedures
of AIPO

Sidang mengakui adanya perubahan lingkungan yang me-
ngelilingi AIPO dan menyadari perlunya AIPO menyesuaikan diri
dengan kebutuhan para Anggotanya. Oleh karena itu, sidang
mensahkan Resolusi mengenai pembentukan Ad-hoc Committee
untuk meninjau kembali Statuta dan Prosedur Sidang AIPO
termasuk usulan perubahan pasal 7 dan 8 yang diajukan oleh
Indonesia.

Sumbangan dari Brunel Darussalam

Sidang menghargai partisipasi Brunei Darussalam sebagai
Peninjau Khusus dalam AIPO dan mengucapkan terima kasih
kepada Pemerintah PBrunei Darussalam atas sumbangannya
sebesar US$ 10,000 kepada AIPO tahun 1997.

Sidang menetapkan tangga! dan tempat pelaksanaan Sidang
Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-19 di Malaysia tahun
1998.



Sekrelerrss Jendzral DPRRI Drs 4fif Ma roof pada Konperensi AIPO ke-18 | — 6 September
1997

Selain hasil-hasil yang telah dwtarakan di atas, maka dilaporkan
juga beberapa hasil dialog antara AIPO dengan negara-negara
observer yang dilaksanakan sccara screntak sebagai berikut:

L Dialog AIPO - Parlemen Australia

AIPO dan Parlemen Australia mengakui perlunya mengurangi
hambatan  perdagangan sehingga dapat memperluas  hubungan
perdagangan global dan regional

Di bidang investasi, kedua delegasi mengakui masih terdapatnya
peluang besar untuk dapat dikembangkan di wilayah ini. Dalam hal
pertukaran kunjungan keparlemenan Parlemen Australia mengemuka-
kan kepuasannya dengan adanya hubungan dekat antara parlemen-
parlemen AIPO dan Parlemen Australia seperti ditunjukan dengan
adanya pertukaran kunjungan secara reguler
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2 Dialog AIPO - Parlemen Kambojn

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang timbul di ruang
rapat mengenai situasi politik di Kamboja, delegasi Kamboja me-
nyampaikan penjelasan yang cukup luas mengenai perkembangan
politik dan apa yang telah terjadi, dan menyatakan bahwa masalah
tersebut telah disclesaikan dengan damai dan situasi telah kembali
normal. Melalui diskusi ini, delegasi AIPO telah mendapatkan
pemahaman yang lebih baik mengenai situasi terakhir politik di
Kamboja dan menawarkan bantuan umtuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi Kamboja. Delegasi Kamboja meminta dukungan AIPO
atas keinginan mereka untuk secepatnya menjadi Anggota Organisasi
ASEAN dan anggota AIPO.

3 Dialog AIPO- Parlemen RRC

Beberapa masalah yang dibicarakan dalam dialog AIPO - Cina di
antaranya mengenai krisis kevangan yang melanda beberapa negara
di Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal ini, Cina menyatakan ke-
siapannya untuk membantu. Dalam menghadapi krisis ini, diharapkan
globalisasi system moneter dan solidaritas di antara negara ASEAN
dapat ditingkatkan lebih jauh.

Menanggapi masalah posisi Cina dalam WTO, Cina menyatakan
bahwa dengan bergabung dalam WTO maka akan membantu
mempermudah sistem perdagangan multilateral yang lebih lengkap
dan seimbang. Cina berharap negara-negara anggota akan meninjau
kembali dan mengambil upaya bersama untuk mempermudah
masuknya Cina dalam WTO. Sedangkan mengenaj status Hong Kong,
Cina menyatakan bahwa akan memelihara status otonomi penuh Hong
Kong dengan memberlakukan "One Cina Two Systems”.

4 Dialog AIPO- Pariemen Eropa

Beberapa masalah yang dibicarakan di antaranya mengenai
perkembangan terakhir yang terjadi di Eropa berkenaan dengan
integrasi wilayah Eropa kedalam European Union.

Traktat Amsterdam yang dimaksudkan untuk mempermudah
fercapainya sasaran tersebut, masih memerlukan ratifikasi parlemen
dari I5 negara anggotanya. Kerjasama dan koordinasi yang intensif
di bidang ekonomi dan politik diperlukan, khususnya amtara AIPO
dengan Parlemen Eropa, mengingat tahun 1999 telah ditetapkan
scbagai saat diberlakukannya mata uang tunggal Eropa (European
Currency).
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Menanggapi masalah integrasi Eropa dan pemberlakuan
European Currency, Delegasi PE menyatakan bahwa proteksionisme
hanya akan melukai Eropa ketimbang ASEAN. Mereka
membenarkan bahwa kadangkala kiausul Sosial dan Hak Asasi
dipakai untuk membatasi perdagangan dengan negara-negara Asia,
namun mereka menyatakan pula bahwa di Eropa sendiri interpretasi
dan implementasi klausui-klausul tersebut beragam bentuknya.

5. Dialog AIPO - Parlemen Jepang

Mengingat ketidaksiapan Parlemen Jepang untuk mcmbicarakan
masalah yang lelah disepakati dalam topik agenda antara AIPO
dengan peninjau, dialog AIPO dengan Parlemen Jepang hanya
mcmbicarakan 3 permasalahan mencakup :

. Masalah lingkungan.
2. Kerjasama kebudayaan dan trasfer teknologi.
3. Pertukaran kunjungan.

Menghadapi issue pencemaran yang diajukan AIPO, parlemen
Jepang menyatakan bahwa perfu ditetapkan standar polusi yang ketat
untuk memerangi polusi yang diakibatkan oleh industri maupun
kendaraan bermotor. Untuk i#u Parlemen Jepang menawarkan
kesediaannya untuk membantu mengatasi masalah pencemaran ini.

6. Dialog AIPO - Republik Korea

Dalam menghadapi masalah Semenanjung Korea, Korea
menginginkan adanya dukungan dari ASEAN dalam upaya-upayanya
mengatasi permasalahan karena tiap ketegangan dan kegelisahan di
Semenanjung Korea akan berdampak kurang menyenangkan bukan
hanya bagi rakyat Korea tetapi juga wilayah sekitarnya termasuk Asia
Tenggara.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, ASEAN berharap bahwa
kerjasama antara dua wilayah dapat lebih ditingkatkan sehingga
kesejahleraan di kedua wilayah, baik Korea maupun Asia Tenggara,
dapat tercapai.

7. Dialog AIPO - Parlemen Selandia Baru

Parfemen Selandia Baru menyatakan kesediaannya untuk
membantu ASEAN dalam berbagai bidang, seperti pertaman,
pelernakan, dan perlindungan lingkungan.



Masalah Jain  yang dibahas mencakup masalah politik
internasional dan regional, peningkatan investasi, kerjasama ekonomi,
kebudayaan, dan transfer teknologi, serta pertukaran kunjungan.

L Divfog ATFQ - Purleener Fupua New Guinen

AP menghendaki agar PNG senontinss menisga stabifias dan
menyelesnikan  moeninh  polidk  demgnn  FEmangar  persaudanann,
porashobatan, don coacard kerjasema Delegasl PRG menystakny
hahwa kebijaksn “faat Nock' mash berldhu univk mendiversifikasi
freciagangon ke neprra-ncgers  Imin, cidek  hamys  erisins  pods
Australia dan Selandia Baru.

9. Dialog AIPO - Parlemen Rusia

AIPO dan Farlemen Rusia sepakat untuk berbagi pandangan
thengen®l pedutya melsnfuikeys  pembicaman-pembicaran  lentang
pelucutan semjth okl dan leraogan renpe  dacar penghancur  yeng
ditahns & Worwegia. [N hidmg trarefor wkoologl, delegasi AIPD
mengungkepkan minemys yang huwt terhndep teknologl  madis,
pemzrbarcgan, khususnya teknologi runng angknsa

Musalsh lain  yang dibshes antacn  lain meagemad  peluang
investasi, dan pertukaran kunjungan.

111. KESIMPULAN

Madn kesompaten yeng balk ind, dopat diloporkan balwa  semue

anggota delepasi telah  menunjukkan kesnggrhon dan distplin yang

tnggi, mulai dari pevsispen B Jokans mewpun  geloms bere

langsungnyn diskusi-dishusi dalwm Sikng Umum AIPD ke-18 di

Muss Dwua, Balii Doiepasi tetnh  borlwusil mencapai missi  yong

diembuwninya, Keborhasilan delegasi ini amarm lsin disebabkon  harens

faktor sebagai berikut :

a  Penguasaan materi.

b. Kemampuan Kkomunikasi, termasuk tehnik-tehnik berdiskusi
secara efektif.

c. Kerjasama antara delegasi, termasuk assistensi dari instansi
pemerintah terkait.

d. Pengalaman dari sidang-sidang yang lalu.
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Menurut pengamatan dapat dikemukakan bahwa dengan semua
kemampuan yang telah dicurahkan delegasi DPR-RI, dimana setiap
anggota delegasi telah menyumbangkan partisipasi dan kontribusinya
secara optimal dan berhasil mewarnai hasil-hasil resolusi dalam
seluruh persidangan. Dalam sidang AIPO tahun ini, DELRI lebih awal
telah mengadakan persiapan yang matang dengan berhasilnya
menyusun berbagai konsep resolusi dalam berbagai bidang (Politik,
Ekonomi, Sosial, dan Organisasi) yang kemudian dijadikan sebagai
dokumen dasar dalam rapat-rapat komisi.

Kemudian mengingat hasil-hasil resolusi dan Kesepakatan yang
dicapai dalam kegiatan Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18
demikian pentingnya, sehingga disamping perlu langkah-langkah
tindak lanjutnya, juga perlu diteruskan kepada instansi-instansi
pemerintah yang terkait agar segala kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
ditempuh oleh Pemerintah selalu sclaras dan  sejalan dengan
kesepakatan-kesepakatan dalam Sidang-sidang Parlemen negara-
negara anggota AIPO ini.

IV. PENUTUP

Demikianlah gambaran umum tentang peranan delegasi dalam
membawa misi Delegasi DPR-RI pada Rapat Panitia Kerja dan
Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali dari tanggal I sd 6
September 1997, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Diharap-
kan hasil-hasil ini dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dan referensi sesuai kebutuhan pada sidang selanjutnya
Kepada staflInstansi Pemerintah, Media massa, Radio, TV, dan semua
pihak yang telah membantu kelancaran tugas-tugas delegasi DPR-RI
bagi terselenggaranya Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO
ke-18 dengan sukses, untuk itu diucapkan beribu-ribu terima kasih
kepada yang terkait.



BAB I

DELEGASI DPR-RI KE KONFPERENSI IPU KE97
DI SEOUL, REPUBLIK KOREA,
TANGGAL 10-15APRIL 1997

PENDAHULUAN

Konperensi IPU ke-97, berlangsung dari tanggal 10 sampai
dengan 15 April 1997, di Seoul, Republik Korea. Konperensi tersebut
dihadiri oleh 1.011 peserta yang terdirt dari para delegasi parlemen
Anggota IPU dari seluruh dunia termasuk Delegasi DPR RI.

Kehadiran delegasi DPR Rl pada konperensi IPU ini didasarkan
alas undangan Parlemen Republik Korea dan Keputusan Pimpinan
DPR Rl Nomor S5I/PIMP/11/1996-1997 tanggal 31 Maret 1997
dengan susunan delegasi sebagai berikut:

1. H Wahono (ketua DPR RI) - Ketua Delegasi
2 Drs. Theo L. Sambuaga (FKP) - Anggola
3 dr Ny. Ida Yusi Dahlan (FKF) - Anggota
4 Tjokong Tarigan Sibero (F ABRI) - Anggota
5. Drs. H. Muh Mansur (FPP) - Anggota
6 Drs Markus Wauran (FED1) - Anggota
7. HM. Djafar Siddiq (unsur Pimpinan - Anggota

BKSAP)
8. Drs. Achmad Fauzi (Setjen DPR RI) - Ses Ketua Delegasi
9. Panlus Weto (Setjen DFR RI) - Ses Delegasi
10. Tatang Sutharsa, SH (Setjen DPR Rl) - Ses Delegasi




Ketua DPR/MPR-RI. H Wahono memimpin Delegasi DPR-RI je Konperensi IPU ke 97 &
Seondd, Korea Selglan, tanggal 10- 14 April 1997

Selain itu delegasi telah dibantu oleh 2 orang tenaga penasehat

dari Departemen Luar Negeri yaitu Imron Cotan (Pejabal Direktorat
Organisasi Internasional) dan Alwis Azizat Murad (Kepala Bidang
Politik KBRI di Seoul) serta seorang cameraman TVRI

" Adapun tema-tema yang dibahas dalam konperensi IPU ke-97

adalah:

Peningkatan kerjasama dalam rangka menciptakan dan me-
melihara keamanan dan stabilitas global dan regional serta
menghormati segala bentuk kedaulatan dan kemerdekaan suatu
negara, dibahas dalam Komisi Politik, Keamanan [nternasional
dan Pelucutan Senjata.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengubah pola
konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan, dibahas dalam Komisi Pendidikan, Iimu
Pengetahuan, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Perdebatan umum mengenai sitvasi politik, ekonomi dan sosial
dunia.

Usaha perlindungan terhadap status Kota Suci Jerusalem dan
penerapan berbagai cara untuk menghalangi setiap manuver yang



dapat merugikan serta sangat membahayakan keamanan dan
proses perdamaian di kawasan tersebut, sebagai acara tambahan
(Supplementary Item), yang juga dibahas dalam Komisi Politik.
Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.

5. Tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat di Albania
dan Zaire yang dibahas sebagai emergeney supplementary item.

6. Masalah-masalah organisasi dan keuangan IPU, dibahas dalam
Sidang Council.

PARTISIPASI/PERANAN DELEGASI INDONESIA

Partisipasi delegasi Indonesia dalam konperensi ini telah
dilakukan secara aktif bak dalam kegiatan pra konperensi maupun
dalam kegiatan pokok konperensi.

Partisipasi pada kegiatan pra-konperensi

Pertemuan Anggota Parlemen Wanita [PU diadakan pada tanggal
9 April 1997 yang dihadiri oleh 80 orang anggota Parlemen Wanita
dari 60 negara dan dipimpin oleh Mrs. Kwon Young-Ja, Anggota
National Assembly Republik Korea, Delegasi DPR RI diwakili oleh
Dr. Ida Yusi Dahlan.

Pertemuan telah membahas berbagai masalah yang berkaitan
dengan peningkatan peran Serta wanita dalam kehidupan politik dan
pengambilan keputusan antara lain mengenai pelaksanaan hasil-hasil
[PU Speeializes Conference on "Towards Partnership between Men
and Women in Politiks" yang telah diselenggarakan di New Delhi
[ndia tanggal 14 - 18 Pebruari 1997 yang lalu. Masalah lain yang juga
dibicarakan dalam pertemuan terscbut adakah mengenai pentingnya
pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencegah ekploitasi seks
terhadap anak-anak.

Pertemuan Caucus Asia Pacific juga telah berlangsung pada
tanggal 9 Apnil 1997 yang dipimpin oleh Mr. Park Chung-Soo,
Anggota National Assembly Republik Korea. Masalah-masalah yang
dibahas antara lain mengenai agenda (ambahan, calon-calon anggota
drafting eommittee untuk mewakili Caucus Asia Pacific serta
pengisian jabalan Pimpinan Komisi yang lowong.

Dalam pembahasan agenda tambahan yang terdiri dari 6 (enam)
buah usulan, disepakati untuk discrahkan kepada masing-masing
delegasi menentukan pilihannya dalam pemungutan suara yang
dilakukan dalam Sidang Pleno pertama.



Untuk keanggotaan drafting committee, Caucus Asia Pacific
mencalonkan Indonesia dan Republik Korea baik dalam Komisi
Politik maupun Komisi lingkungan sedangkan Iran dan Pakistan
dicalonkan menjadi anggota Drafting committee untuk pembahasan
agenda tambahan, mewakili region Asia Pacific.

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Komisi yang lowong,
Causus Asia Pacific menyepakati pencalonan Anggota Delegasi DPR
RI Drs. Theo L. Sambuaga yang sekarang menjabat Wakil Kelua
Komisi Politik, untuk menjadi Ketua Komisi Politik menggantikan
Mr. Miguel Angel Martinez dari Spanyol yang sudah habis masa
jabatannya.

Kegiatan pokok konperensi secara garis besar adalah sebagai
berikut :

Pembukean konperensi dilakukan dalam upacara resmi pada
tanggal 10 April (997 oleh Kim Young Sam, Presiden Korea,
dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari 116 delegasi Parlemen
Nasional, dua associate member dan 24 observer dari badan-badan
khusus PBB serta organisasi regional dan internasional lainnya.

Turut hadir dan memberikan sambutan dalam upacara pembukaan
tersebut antara lain Presiden IPU, Ketua National Assembly Republik
Korea dan Executive Secretary of the ESCAP Adrianus Mooy yang
mewakili SEKJEN PBB.

Dalam Sidang Pleno pertama, Ketua Nasional Assembly
Republik Korea telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Sidang
sedangkan Wakil Ketua Sidang adalah para Ketua Delegasi yang
hadir dalam konperensi. Dalam pemungutan suara untuk memilih satu
agenda tambahan dari enam usulan yang masuk masing-masing dari
Rusia, Maroko, lran, Mesir, dan Libabon, usulan dari Maroko dan
Mesir mengenai "Usaha perlindungan terhadap status kota suci
Jerusalem" terpilih dan ditetapkan sebagai agenda tambahan yang
akan dibahas dalam konperensi, sedangkan usul ltalia dan Togo
mengenai "Tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat di
Albania dan Zaire" ditetapkan sebagai emergency Supplementary
item.

Terhadap kedua masalah tersebut, Delegasi Indonesia mem-
berikan dukungan secara penuh karena akan membawa dampak yang
luas terhadap upaya menciptakan dan memelihara perdamaian dan
stabilitas global.

Sidang Pleno General Debate membahas situasi politik, ekonomi
dan sosial dunia dewasa ini. Sebanyak 144 orang wakil dari 103
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delegasi peserta dan observer termasuk Indonesia telah menyampai-
kan pidato tentang sikap dan pandangannya masing-masing terhadap
masalah tersebut. Delegasi Indonesia dalam pidatonya yang
disampaikan oleh Ketua DPR Rl, Wahono menyatakan antara lain
bahwa berakhimya perang dingin yang diharapkan akan menciptakan
era baru yang lebih cerah, nampaknya belum menunjukkan tanda-
tanda yang men janjikan. Sebaliknya kita malahan menyaksikan bahwa
belakangan ini dunia masih terus dilanda berbagai krisis dengan
munculnya tantangan dan masalah baru serta tetap berkecamuknya
konflik bersenjata dan benih-benih keberingasan di berbagai kawasan.
Pada tingkat regional, Indonesia sangat prihatin terhadap konflik yang
berkepanjangan yang terjadi di Afganistan serta situasi terakhir yang
terjadi di Rwanda, Zaire dan Albania yang dapat menimbulkan
masalah keamanan dan stabilitas kawasan tersebut. Oleh karenanya
baik dalam sidang komisi maupun dalam perumusan rancangan
resolusi pada drafting committee.

Dalam statement yang disampaikan oleh T jokong Tarigan Sibero,
Delegasi DPR Rl antara lain menyatakan bahwa keeenderungan
perkembangan internasional pasea perang dingin yang ditandai
bermunculannya konflik-konflik sporadis yang tidak lagi berdimensi
ideologi dan global, tetapi lebih berlatar belakang ikatan-ikatan yang
lebih sempit sehingga PBB menyadari keterbatasannya untuk
menyelesaikan konflik seperti itu dan merasa dibutuhkannya suatu
mekanisme solusi dalam lingkup yang lebih keeil (regional).
Sementara itu peranan organisasi-organisasi regional dalam memecah-
kan berbagai konflik telah terbukti membawa manfaat dalam
membantu PBB memelihara dan menjaga keamanan dan stabilitas
regional dan global, hal mana dimungkinkan karena adanya "faktor
kedekatan” dan kemampuan dalam memahami permasalahan spesifik
konflik yang dihadapi Peran ASEAN dalam menangani berbagai
konflik di kawasan Asia Tenggara dapat dikatakan lebih berhasii
dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional di kawasan lain.
Hal ini disebabkan karena ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian
konflik yang konstruktif dengan berupaya sedapat mungkin meng-
akomodasikan semua aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam
konflik, yang disebut sebagai "constructive engagement”. Delegasi
DPR RI tefah terpilih sebagai anggota drafting committee bersama 11
delegasi lainnya dari Australia, Argentina, Benin. Cuba, Jerman,
Belanda, Polandia, Republik Korea, Rusia, Sudan dan Tunisia.



Selain membahas tema pokok konperensi, Komisi Politik juga
membahas agenda tambahan dan emergency supplementary item serta
merumuskan rancangan resolusi yang kemudian disahkan dalam
sidang pleno konperensi yaitu tentang perlindungan status kota suci
Jerusalem dan tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat
di Albania dan Zaire

Sebagai acara terakhir dari Komisi Politik adalah pemilihan
jabatan Pimpinan Komisi yang lowong yaitu satu jabatan untuk Ketua
Komisi dan dua jabatan untuk Wakil Ketua Komisi. Pemilihan
tersebut telah dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia
(secret balot). Untuk pengisian jabatan Ketua Komisi terdapat dua
orang calon yaitu Drs. Theo L. Sambuaga dari Indonesia dan Mr.
Jacquest Lefevre dari Belgia. Setelah melalui pemungutan suara yang
berlangsung cukup ketat, Drs Theo L. Sambuaga terpilih menjadi
Ketua Komisi Politik dengan hasil perolehan suara 40:3] selanjutnya
Mr. Jacquest Lefevre yang kalah suara dalam pemilihan tersebut,
terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi bersama Mrs. Margaret Clarke
Kwesia dari Ghana.

Dalam Sidang Komisi Pendidikan, llmu Pengetahuan, Kebudayan
dan Lingkungan Hidup, Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Dr. Ny.
Ida Yusi Dahlan, HM. Djafar Siddiq dan Markus Wauran telah
berperan aktif antara lain dengan menyampaikan pandangan-
pandangannya dan rancangan resolusi.

Delegasi DPR RI dalam statementnya yang disampaikan oleh Dr.
Ny. Ida Yusi Dahlan menyatakan antara lain bahwa penyebab utama
kerusakan lingkungan global antara lain keseimbangan pada pola
konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Tuntutan yang
berkelebihan dan gaya hidup terutama di kalangan masyarakat negara-
negara maju menimbulkan tekanan berat terhadap lingkungan. Untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan efisiensi dalam
produksi dan perubahan pola konsumsi.

Untuk merubah pola konsumsi menuju pembangunan ber-
kelanjutan diperlukan upaya untuk mencari berbagai jalan agar
pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sambil meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta sumber daya
alam lainnya termasuk mengurangi produksi limbah.

Disamping itu perlu mengidentifikasi pola konsumsi yang
seimbang secara global sehingga sesuai dengan daya dukung bumi
serta memperbaiki pola konsumsi yang telah membudaya di tengah
masyarakat dengan berorientasi kepada makanan dengan gizi
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berimbang dan mengusahakan diversifikasi bahan-bahan pangan
yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Selan jutnya, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan
perlu adanya hubungan internasional yang bisa menyepakati hal-hal
tentang daya dukung lingkungan yang menunjang. Setiap negara
disarankan mengambil langkah-langkah tindak lanjut khususnya yang
berhubungan dengan pengelolaan, penyediaan data dan informasi serta
koordinasi dan kerjasama internasional. Dalam hal pengelolaan,
disarankan kepada semua negara untuk segera mengembangkan pola
konsumsi yang berkesinambungan. Selain itu negara-negara maju
hendaknya terlebih dahulu mengambil inisiatif dalam melaksanakan
pola konsumsi yang berimbang di dalam proses pembangunan
mereka.

Dalam komisi ini, defegasi DPR RI juga telah terpilih menjadi
salah satu anggota drafting eommittee bersama wakil-wakil dan
delegasi Chili, Congo, Mesir, Perancis, Jerman, Mexico, Republik
Korea dan Swiss. dalam pemilihan Ketua Drafting Committee, Dr.
Ny. Ida Yusi Dahlan dari Indonesia telah terpilih sebagai Ketua
Drafting Committee tersebut, telah mendapat kepercayaan dari para
peserta unfuk memimpin jalannya sidang guna membahas dan
merumuskan rancangan resolusi 1PU.

Sidang Komisi Hak Asast Manusia/Mantan Anggota Parlemen
berlangsung secara tertutup (in camera) dan membahas serta
merekomendasi berbagai kasus yang menyangkut anggota dan
mantan anggota parlemen yang ditahan/dihukum ataupun dianggap
dilanggar hak asasinya, dari berbagai negara Dalam hubungan ini
sepanjang menyangkut Indonesia, Delegasi DPR RI telah memberikan
jawaban secara tegas, proporsional dan lugas terhadap pertanyaan-
pertanysan yang diajukan serta meluruskan pandangan-pandangan
yang keliru dari komisi tersebut.

Kegiatan lainnya yang dihadiri ol¢h Delegasi DPR Rl selama
berlangsungnya konperensi adalah pertemuan informal antar delegast
parlemen negara-negara Islam yang membahas gagasan pembentukan
The Islamic Union of Legislative Assemblies.

Dalam pertemuan yang sudah berlangsung empat kali ini
dimaksudkan uyntuk mengesahkan terbentuknya organisasi tersebut
termasuk draft statuta yang telah dihasilkan oleh Coordinating
Committee pada pertemuannya yang berlangsung di Teheran bulan
Oktober 1996 dan di Khartoum bulan Pebruari 1997 yang lalu.



Pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan karema
beberapa delegasi yang hadir. khususnya delegasi Parlemen Kuwait
dan Maroko, mempersoalkan kembali gagasan pembentukan
organisasi tersebut. Mereka mengemukakan bahwa wewenang untuk
membentuk organisasi ini berada ditangan masing-masing parlemen,
bukan oleh forum para wakil-wakil parlemen yang hadir dalam
Konperensi IPU, dan untuk membentuk organisasi ini juga diperlukan
adanya pendekatan terhadap Parlemen negara-negara OIC. Pendirian
seperti ini memang sejalan dengan sikap dan posisi Indonesia yang
menghendaki agar organisasi ini cukup dalam bentuk caucus yaitu
Caucus Parlemen Negara-negara Anggota OIC dan tidak memerlukan
struktur formal Dalam hubungan ini Delegasi Parlenen Iraq juga
telah membuat surat edaran yang berisi pernyataan yang senada
dengan posisi Indonesia yaitu bahwa pembentukan organisasi ini
dirasakan tidak perlu tetapi cukup dengan pertemuan-pertemuan
secara periodik pada setiap Konperensi [PU,

Dengan adanya perbedaan pendapat yang kemudian menincbul-
kan perdebatan diantara para peserta yang hadir, perternuan tersebut
pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan sedangkan mengenai
kelanjutan pembentukan organisasi dimaksud, belum ditetapkan.

HASIL-HASIL KONPERENSI

Hasil-hasil konperensi JPU ke-97 dapat dibagi menjadi dua
bagian yaitu hasil-hasil yang dicapai oleh konperensi itu sendiri dan
hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi Indonesia,

Konperensi telah mengeluarkan beberapa resolusi dan deklarasi
yakni dalam bidang politik, mengenai kerjasama untuk neenciptakan
dan memelihara stabilitas regional dan global, usaha perlindungan
terhadap status kota suci Jerusalem serta tindakan untuk mengatasi
situasi darurat di Albania dan Zaire, dan dalam bidang lingkungan
hidup mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengubah
pola konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip pembangunan
berkelan jutan.

Dalam resolusi mengenai upaya menciptakan dan neemelihara
stabilitas regional dan global, [PU menghimbau negara-negara &
dunia untuk tidak melakukan ancaman terhadap negara lain, menahan
diri menggunakan kekuatan militer dan menghormati batas wilayah
dan integritas suatu negara, serta menghormati kedaulatan dan tidak
mencampuri urusan dalam negara lain



IPU juga menckankan pentingnya untuk memperkuat kredibilitas
dan efektifitas PBB dalam rangka penyelesaian perselisihan
internasional berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam
Piagam PBB, serta menghimbau untuk memperkokoh kerjasama dan
koordinasi antara ofrganisasi-organisasi regional dengan PBB dalam
hal melakukan diplomasi preventif untuk menciptakan, memelihara
dan konsolidasi perdamaian dan keamanan regional dan global.

Selanjutnya dalam resolusi mengenai masalah Jerusalem, IPU
menghimbau Pemerintah Isra¢l untuk menahan diri dar eksi dan
tindakan-tindakan termasuk pembanguan pemukiman Yahudi di
wilayah Palestina di Jerusalem Timur yang mempunyai pengaruh
negatifterhadap proses perdamaian di Timur Tengah.

Dalam masalah perubahan pola konsumsi dan produksi, [PU
mengeluarkan satu deklarasi mengenai pandangan parlemen terhadap
hasil-hasil yang telah dicapai dan langkah-langkah pelaksanaan
selanjutnya dari Agenda 21. Deklarasi tersebut merupakan sumbangan
pikiran IPU untuk Sidang Khusus PBB tentang Agenda 2| tanggal 22-
27 Juni 1997.

Konperensi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan yang
berkaitan dengan organisasi dan keanggota [PU amtara lain sidang
telah menerima afiliasi keanggotaan Parlemen Kamboja dan Parlemen
Georgia dalam IPU dan membekukan keanggotaan Parlemen Belarus
dan Burundi dengan alasan situasi yang terjadi di negara-negara
tersebut. Dalam kaitan ini telah dibahas dan diperdebatkan keinginan
Palestine National Council untuk menjadi anggota IPU. Dari hasil
pemungutan suara akhirnya Konperensi memutuskan menunda
pembahasan masalah tersebut dan akan dibicarakan kembali pada
konperensi [PU ke-98 yang akan beriangsung di Kairo, Mesir tanggal
11 - 16 September 1997 yang akan datang.

Terhadap masalah ini Delegasi DPR RI memberikan dukungan
terhadap keinginan Palestine National Council tersebut, sejalan
dengan sikap dan posisi Indonesia terhadap masalah Palestina selama
ini. Selain itu, konperensi juga telah mengeluarkan beberapa resolusi
yang menyangkut kasus-kasus anggota/mantan anggota Parlemen dari
berbagai negara.

Mengenai hasil.hasil yang dicapai oleh Delegasi DPR RI, adalah
bahwa dengan terpilihnya anggota-anggota Delegasi DPR RI sebagai
Ketua dan Anggota Drafting Committee dalam Komisi Lingkungan
dan Komisi Politik, maka pandangan/sikap Indonesia dapat turut
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mewamai hasil akhir Resolusi [PU dan secara dini mencegah
kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan Indonesia.

Delegasi DPR Rl telah dapat memasukkan beberapa paragraf
dari rancangan resolusi Indonesia baik konsiderans maupun operatif
parliamentary diplomacy dalam rangka turut serta menciptakan dan
memelihara keamanan dan stabilitas regional dan global yang
berdasarkan prinsip-prinsip tidak mencampuri urusan suatu negara,
pengakuan terhadap persamaan kedudukan, integritas wilayah, serta
penghormatan kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tercantum
dalam Piagam PBB. Selain itu Indonesia juga mendesak negara-
negara di duma untuk menahan diri mejakukan tindakan kekerasan
dalam kaitan dengan hubungan internasional atau memberlakukan
hukum-hukum nasionalnya yang mempunyai pengaruh terhadap
negara lain.

Dalam masalah perubahan pola konsumsi dan produksi sesuai

dengan pandangan pembangunan berkelanjutan, Indonesia meng-
himbau kepada negara-negara maju untuk memberikan bantuan
teknik dan keuangan kepada negara-negara berkembang yang
berkaitan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.
Indonesia juga menghimbau negara-negara maj untuk memenuhi
komitmennya untuk menyisihkan dana sebesar 0.7% dari GNP-nya
bagi bantuan pembangunan negara-negara berkembang sebelum
tahun 2000.

Anggota Delegasi DPR RI Drs. Theo L. Sambuaga telah terpilih
sebagai Ketua Komisi Politik, Keamanan Internasional dan Perlucutan
Senjata IPU untuk masa mendatang. Terpiihnya Anggota Delegasi
DPR RI tersebut merupakan satu keberhasilan DPR RI yang selalu
memainkan peranan aktifnya dalam setiap konperensi IPU.
Keberhasilan ini juga diperoleh berkat penggalangan dan upaya lobbi
yang cukup intensif dari delegasi baik melajui Caucus Asia Pasifik
maupun dengan delegasi parlemen lain. Dengan kepemimpinan
Indonesia dalam Komisi Politik ini, diharapkan perjuangan dan
kepentingan Indonesia nantinya akan lebih terakomodir dalam
kegiatan-kegiatan IPU dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

I. Konperensi 1PU ke-97 ini telah berlangsung dengan lancar dan
sukses berkat persiapan yang baik yang telah dilakukan oleh tuan
rumah penyelenggara dalam hal i Parlemen Republik Korea.



2. Delegasi DPR RI telah berhasil memperjuangkan dan meng-

amankan kepentingan nasional Indonesia khususnya kepentingan
DPR RI serta pandangan/sikap Delegasi DPR RI telah turut
mewarnai hasil-hasil konperensi.

Hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi Indonesia tersebut tidak
terlepas dari persiapan yang memadai yang dilakukan oleh
delegasi melalui rapat-rapat persiapan, pembahasan materi serta
bekal yang dipefoleh dari hasil konsultasi delegasi dengan Menly,
Menhankam serta Kejksaan Agung RL Juga adanya kerjasama
dan pembagian tugas yang baik antara delegasi serta dukungan
dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pejabat teknis yang ikut
serta dalam delegasi yang berasal dari Deplu dan bantuan yang
diberikan oleh KBRI di Seoul. Selain itu, keberhasilan tersebut
didukung oleh usaha-usaha dan lobby yang dilakukan oleh
Delegasi DPR RI secara intensif dan berkesinambungan selama
ini baik melalui kelompok-kelompok Parlemen Regional, Bilateral
maupun melalui Pejabat-pejabat di bawah Struktur Organisasi
IPU.

SARAN-SARAN

L.

Hasil-hasil Konperensi IPU ke-97 ini terutama yang bermanfaat
bagi kepentingan nasional Indonesia seyogyanya menjadi bahan
masukan bagi Komisi-komisi DPR RI terkait untuk pembahasan
lebib lanjut dalam kesempatan rapat kerja, rapat dengar pendapat
maupun repat dengar pendapat umum dengan pasangan kerjanya
masmg-masing.

Resolusi/deklarasi IPU vyang berkaitan dengan kepentingan
nasional Indonesia, perlu dikomunikasikan melalui pimpinan
Dewan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya
dalam bentuk saran sebagai bahan masukan dalam pengambilan
kebijaksanaan dimasa yang akan datang dimana mungkin
menerapkan pelaksanaannya.
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BAB IV

DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE-98
DI KAIRO, MESIR
TANGGAL 11-15 SEPTEMBER 1997

PENDAHULUAN

Konperensi IPU ke-98 ini telah berlangsung dari tanggal 11
sampai dengan 15 September 1997 di Kairo, Mesir.
Konperensi dihadiri oleh 109 delegasi parlemen nasional Anggota TPU
dengan jumlah peserta sebanyak lebih dari 1247 orang yang terdiri
dari para anggota parlemen serta sejumlah Associate Member dan
Observer dari organisasi lembaga di bawah PBB. Organisasi-
organisasi parlemen regional dan organisasi  internasional non
pemerintah lainnya.
Konperensi berlangsung dengan lancar dan sukses, berkat persiapan
yang lelah dilakukan secara baik oleh tuan rumah yaitu Parlemen dan
Pemerintah Mesir.

SUSUNAN DELEGASI

Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konperensi [PU  ke-98 im
didasarkan a#as Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 5/PIMP/1/1997-
1998, tanggal 8 September 1997. Berdasarkan keputusan tersebut,
maka susunan delegasi adalah sebagai berikut:

[.  Ors. Theo L. Sambuaga (Ketua BKSAP)  Ketua Delegasi
2 Prof. Dr. Ir. Fachrudin (FKP) Anggota
3. Sugiarte (FABRI) Anggota
4. Hj Aisjah Aminy, SH (FPP) Anggota
5.  B.N. Marbun, SH (FPDI) Anggota
6. Ora. Inis Indira Murti, MA (FKP)
unsur Pimp BKSAP Anggota
7. Tatang Sutharsa, SH (Setjen DPR Rl Sekretaris
& Untung Djumadi, SH (Setjen DPR RI) Sekretaris
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Keua Delegasi DPR-RI. Drs. Theo L Sambuaga (Ketua BKSAP DPR-RI) menyampaikan Pidato
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pada Konperensi [PU ke-98 df Kairo-Mostr, tanggal 11— I6 September 1997

Selain itu Delegasi DPR RI juga dibantu oleh tenaga penaschat

yang terdiri dari pe jabat-pejabat DEPLU, DEPPEN, dan DEPNAKER
serta seorang Cameraman TVRI.

TEMA KONPERENSI
Konperensi IPU ke-98 telah membahas tema sebagai berikut :

L

Ensuring lasting democracy by forging close links between
parliaments and the people, yang dibahas dalam committee on
Parliamentary, Juridical and Human Rights Guestion;,
Employment in the globalizing world, yang dibahas dalam
committee on economic and social question;

General debate on political, economic and social situation i the
world;

Suplementary item yang berjudul "The need to eliminate all
commersial and form of sexual exploilation of children and for
the establishment of uniform laws to prohibit this indefensible
violation of human rights of children.”
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KEGIATAN-KEGIATAN PRA-KONPERENSI

Sebelum konperensi dibuka secara resmi pada tanggal 11

September 1997 telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendahului
konperensi antara lain:

1.
2

3.

Sidang Executive Committee, tanggal 9 September 1997
Pertemuan Anggota Parlemen Wanita IPU, tanggal 10 Septemnber
1997

Pertemuan informal delegasi parlemen-parlemen dari Caucus
Asia Pacific, 12 group, Amerika Latin, Afrika, Arab dan lain-
lain, tanggal 10 September 1997.

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK KONPERENSI
Kegiatan-kegiatan pokok konperensi terdiri dari:

1
28

3

Upacara pembukaan

Sidang Pleno pemilihan Ketua Sidang dan Penetapan
Suplementary Item.

Sidang Council, yang pada konperensi kali ini mengadakan
Pemilihan Presiden IPU.

Sidang Pleno General Debate

Sidang-sidang Komisi

Upacara Penutupan

Delegast DPR.RI menghadiri Konperenwt I1PU ke 98 di Kairo-Mesir, pada ranggal 11 — 16
Sepember 1997
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PARTISIPASI/PERANAN DELEGASI INDONESIA

Partisipasi delegasi Indonesia dalam konperensi ini telah
dilakukan secara aktif baik dalam kegiatan pra konperensi maupun
dalam kegiatan pokok konperensi.

I. Partisipasi pada kegiatan pra-konperensi

a. Pertemuan Anggora Parlemen Wanita IPU pada tanggal 10
September 1997, sejak pagi sampai sore hari yang dihadiri
oleh 125 orang Anggota Parlemen Wanita dari 84 negara.
Dipimpin oleh Mrs Yousriya N. Loza, seorang Anggota
Majelis Rakyat Mesir. s
Dari Delegasi Indonesia dihadii oleh Hj Aisjah
Aminy, SH dan Dra. Iris Indira Murti MA. Pertemuan
ini telah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan
peran serta anggota parlemen wanita dalam kehidupan politik
dan sosial, yaitu antara lain akibat konflik bersenjata terhadap
wanita dan anak-anak, dan partisipasi dan peranan wanita
dalam parlemen. Selain itu, pertemuan tersebut juga me-
mandang perlunya pelaksanaan secara efektif hasil-basil
Konperensi Khusus IPU mengenai kerjasama pria dan
wanita di bidang politik yang dilaksanakan di New Delhi,
India bulan Pebruari 1997.

b. Pertemuan informal Caucus, Asia-Pacific yang dipimpin oleh

Delegasi Korea Selatan diadakan pada tanggal 10 September
1997 sore hari. Mata acara yang dibahas ialah usulan
Supplementary Item yang diusulkan oleh 10 delegasi.
Pemilihan Presiden 1PU (untuk menggantikan Presiden IPU
dari Mesir Dr. Ahmed Fathi Sorour yang telah habis masa
Jabatannya), pengisian lowongan Anggota Executive
Committee dan calon-calon Anggota Drafting Committee
untuk mewakili Caucus Asia - Pacific.
Pada waktu membahas usulan mengenai Supplementary
Item. Delegasi Indonesia telah berbicara dan mengusulkan
agar para delegasi dapat mempertimbangkan dan mendukung
usulan Supplementary ltem dari Delegasi Australia mengenai
"Perlindungan Anak" dengan tema usaha menghapuskan
semua perdagangan dan bentuk lain terhadap cksploitasi
seksual anak-anak dan untuk mcnetapkan keseragaman
perundang-undangan untuk melarang kejahatan terhadap hak
asasi anak yang tidak dapat dipertahankan.



Usul Delegasi Indonesia ini segera disambut oleh Delegasi
India, Delegasi New Zealand dan Delegasi Australia sendiri,
dan pertemuan tersebut secara konsensus mendukung usul
Supplementary Item Delegasi Australia tersebut untuk
dipungut suara pada Sidang Pleno IPU. Demikian pula untuk
acara pemilihan Presiden [IPU, Delegasi Indonesia
menghimbau agar Caucus Asia - Pacific mendukung calon
dari India, sedangkan keanggotaan Drafting Committee,
Caucus Asia - Pacific sepakat mengusulkan New Zealand
dan Indonesia untuk menjadi anggota Drafling Committee
pada Komisi Il Australia dan Indonesia untuk Drafting
Committee pada Komisi IIl serta Australia dan India untuk
Drafting Committee pada pembahasan Supplementary Item.

2. Partisipasi pada kegiatan pokok konperensi

a

Upacara Pembukaan dilakukan secara resmi pada tanggal
11 September {997, oleh Presiden Muhammed Hosni
Mubarak, dengan dihadiri oleh Presiden [PU/Ketua Parlemen
Mesir Dr. Ahmed Fathi Sorour, Sekjen I[PU Mr. Piere
Cornillon dan Pejebat dari PBB yang mewakili Sekjen
PBB, Mr. Vladimir Petrosky.

Sidang Pleno Pertama yang diadakan pada tanggal 11
September 1996 sore han telah membahas dan menetapkan
beberapa keputusan antara lain:

I} Memilih Ketua Parlemen Mesir Mr. Ahmed Fathi Sorour
sebagai Presiden Konperensi IPU ke-98 ini.

2) Menetapkan Supplementary Item yang dilakukan
melalsi pemungutan suara secara terbuka. Dari item
tambahan yang semula diusulkan oleh 10 negara,
kemudian 6 negara menarik usulnya, sehingga tinggal 4
usulan dari 4 delegasi yaitu Guatemala, Australia,
Inggris dan Lebanon. Setelah dilakukan pemungutan
suara maka yang memperoleh suara terbanyak
(majority) ialah usulan Delegasi Australia.

Sidang Pleno General Debate

Sidang Pleno General Debate telah membahas situasi politik
ckonomi dan sosial dewasa ini. Sebanyak 143 orang wakil
dari 109 delegasi parlemen dan observer termasuk Indonesia,
telah menyampaikan pidato mengenai sikap dan pandangan-
nya masing-masing berkaitan dengan masalah tersebut.



Delegasi Indonesia dalam pidatonya yang disampaikan oleh
Drs. Theo L. Sambuaga, Ketua Delegasi DPR Rl antara lain
menyatakan baliwa: setelah hermchirma perang dingin siteei
globol masih berfanpsung tdsk sabil. Dunie menghadand
herbapai krisis yang dischabion oleh  munculnys problom-
problem  baru,  khumsmen wnfangan dalam  menghadap
hondlit. bersenjatn ol breyak hevasin. Keamaian negionsl
dan internasiconal ditempatkan delam  marsbabeya dimmgpity
bentuk- hemuk konflik bary yan geedang tumbu
Memperbntikae  sinst di Timur Teogah, Kefta Delzpnsi
DFR Rl menegaskan  bahwa  kelongmmgay  peosbicarmn
perdamaian dl Timur  Tengah dibolong-holang| oleh Usract
deagon cara (roTuRRK prerjamiimn  pevdamaisn Permusohan
tidak kenal kompromi yang dilakukan Israel dapat dilihat
dalam pembangunan tempat tinggal bagi kaum Yahudi di
tanah milik Palestina dan klim Istracl atas kota suci
Yerusalem, secara jelas bertentangan dengan perjanjian
perdamaian. Indonesia meminta Israel untuk mentaati semua
bentuk perjanjian perdamaian dan mengakhiri kemacetan
pelaksanaan perjanjian saa ini juga.

Berkaitan dengan salah satu tema konperensi tentang
demokrasi. Ketua Delegasi DPR Rl menyatakan antara lain:
dalam membangun hubungan internasional harus didasarkan
pada kerjasama dan musyawernh, mempescaywi  prinsip-
prinsip penghormman kedoglaton mosing-masing dun tidak
mencampuri  rusAn  fntene mesing-masing  Pomingloan
kerjassmn  dan  pengembangon  demokrasl adalah  umok
meningkatkan  kesnmhissaan  rokyat  Pencrapan  prinsip
domokmazi idik dapal dilepuaskan danl latwr belrkang budeyn
das nilni-nilzi yeng dianu olch sumiu pegarn Suody sEem
domokrasi yang tumpak cocok begi suaty megar balum teniu
dapol difokesmakan ateu sequmi damgen negam linnya [N
dunic i tdak mhb sistern domokmsi yang lunggal yang
dapat diprrkieksn dengan cars yang swomis olch setua negarg
dan  masyorskar. Sistern detokrmsl Indonesm berdasorkan
falsafah Pancasila dan ideologi nasional itu menjamin
keseimbangan kekuasaan dan pemerintah dan parlemen
dalam pencapaian tujuan/keputusan.

Berbicara tentang ekonomi dunia. Ketva Delegasi Indonesia
menyatakan antara lain bahwa masih banyak negara-negara
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berkembang masih menghadapi masalah-masalah ekonomi
yang serius. Hutang luar negeri, pengurangan bantuan ke-
uangan, harga komoditi yang rendah dan kemiskinan yang
melekat masih menghambat pembangunan ekonomi.
Ketidakstabilan ekonomi di suatu kawasan akan berdampak
negatif terhadap kawasan lainnya. Sementara isu moneter di
negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terancam
bahkan hampir dihancurkan oleh aksi-aksi spekulan
intemasional khususnya dalam era globalisasi ini. Hanya
dengan kekuatan dan dukungan ekonomi yang fundamental
serta kiijpsaiia yaug huai mana pougawin uegaiii terhadap
ekomomi ASEAN dapat diperkecil.

Memperhatikan tema konperensi lainnya yaitu tentang
ketenagakerjaan dalam era globalisasi Drs. Theo L
Sambuaga menegaskan bahwa: Globalisasi selain dapat
menciptakan kesempatan kerja tetapi hal #u juga men-
ciptakan masalah-masalah penciptaan tenaga kerja yang
memerlukan ketetapan hati untuk bekerjasama. Selan jutnya
Ketua Delegasi DPR RI menghimbau negara-negara maju
untuk membuka pasar temaga kerja schingga tenaga kerj
yang datang dari negara-negara berkembang dapat memasuki
dunia kerja di negara-negara maju tersebut. Selain itu juga
ditolak setiap kebijakan imigrasi yang dengan sengaja
melarang arus tenaga kerja dengan persyaratan yang tidak
sesuai ketentuan perburvhan intermasional, khususnya ber-
dasarkan ras, agama atau latar belakang budaya. Per-
lindungan tenaga kerja anak dan wanita perlu dilindungi,
baik dengan kebijakan internasional atau peraturan
perundang-undangan nasional.

Dalam sidang ini Delegasi Indonesia pada pidatonya
sckaligus menyampaikan pidato  sanggahan terhadap
pidato delegasi Portugal yang disampaiken sebelumnya yang
menyinggung masalah Timor Timur.

Sidang Komisi 1 (Keparlemenan, Hukum dan Hak-hak
Asasi Manusia).

Sidang Komisi II ini membahas topik: "Ensuring Lasting
Democraey by forging close links between parliament and
the people.”



Dalam Sidang Pleno Komisi yang berlangsung selama 2
hari yaitu tanggal 12 dan 14 September, telah berbicara
menyampaikan pemandangan umum mengenai tema tersebut
sebanyak 33 orang dan berbagai delegasi.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Hj Aisjah Aminy,
SH, dalam pidatonya antara lain menyatakan Parlemen
sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai peranan
yang sangat penting dalam upaya melaksanakan dan
menegakkan demokrasi. Perlu kita akui bersama bahwa
sistem demokrasi yang berkembang di tiap negara di dunia
tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berkembang di
negara yang bersangkutan, baik karena tuntutan sejarah
bangsa maupun karena tuntutan cita-cita nasionalnya. Oleh
karenanya kita wajib untuk menghormat sistem demokrasi
vang dianut oleh masing-masing negara di dunia dan
tidaklah relevan apabila ada sementara negara yang menilai
demokrasi secara sempit dan sepihak.

Sesuai dengan asas demokrasi, proses pembentukan
parlemen dilakukan dengan melalui pemilihan umum. Oleh
karenanya untuk menjamin terlaksananya demokrasi tersebut,
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas
dan rahasia. Dalam kaitan ini Parlemen Indonesia sangat
mendukung Declaration on Criteria for Free dan Fair
Election adopted by the Inter-Parliamentary Council in Paris,
26 Maret 1994, dan dihimbau agar deklarasi tersebut dapat
benar-benar dilaksanakan oleh setiap negara.

Disamping menyampaikan pidato pemandangan umum,
Delegasi Indonesia juga menyampaikan satu Draft Resolusi
mengenal tema tersebut. Untuk memajukan semua draft
resolusi tersebut dalam satu resolusi IPU, maka telah
dibentuk Panitia Perumus yang terdiri dari 12 negara
termasuk Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Hj Aisjah
Aminy, SH dan Sugiarto. Rumusan akhir dari Draft Resolusi
hasil Panitia Perumus ini diwarnai pula oleh gagasan dan
pandangan dari Indonesia serta tidak terdapat hal-hal yang
merugikan posisi Indonesia. Final Draft Resolusi IPU, ketika
disampaikan ke Sidang Pleno dapat diterima  secara
konsensus.
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Sidang Komisi 111 (Sosial dan Ekonomi)

Tema yang dibahas oleh Komisi IIl ini adalah”"Employment
in a Globalising World” Sidang Komisi ini berlangsung
selama 2 hari yaitu tanggal 12 dan 14 September 1997.
Partisipasi Delegasi Indonesia dalam Komisi III ialah dengan
mengajukan satu draft resolusi, menyampaikan pidato pe-
mandangan umum yang diwakili olch Prof. DR. Ir. Fachrudin
yang antara lain menegaskan bahwa topik mengenai tenaga
kerja dalam era globalisasi sangat menarik untuk dibahas
oleh Parlemen scbagai lembaga wakil rakyat. Pada saat ini
masing-masing negara menyadari bahwa tingkat keter-
gantungan antar negara semakin tinggi, sehingga upaya
mensejahterakan rakyatnya tidak dapat dilakukan sendiri
tanpa dukungan dan upaya bersama dengan negara lain.
Parfemen dunia perlu memikirkan keseimbangan antara
kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam
merebut pasar kerja Kekuatiran negara berkembang
semakin besar ketika negara maju akhir-akhir i
mengkaitkan aktifitas perdagangan dengan standar per
buruhan di negara-negara berkembang.

Upaya pemerintah Indonesia mengatasi/menciptakan lapang-
an kerja, ialah dengan tetap mempertahankan kemajuan
pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi.

Pemernintah Indonesia telah menetapkan program  pe-
nanggulangan bagi anak yang terpaksa bekerja meliputi
masalah pendidikan, keschatan, kesejahteraan dan aspek
lainnya dalam rangka menjamin pertumbuhan  jasmani,
rohani, sosial, dan intelektual anak secara wajar.

Disamping pekerja anak "migrant workers" dari negara
Indonesia juga jumlahnya selalu meningkat. Walaupun
dengan tingkat pendidikan yang masih rendah mereka telah
menjadi bagian dalam konstalasi dunia global dan
memberikan sumbangan devisa bagi negaranya.

Masalahnya tenaga kerja wanita juga menjadi perhatian.
Persoalan yang menonjol adalah masalah persamaan hak dan
kesempatan antara tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita.
Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang
Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan



hal bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia di segala
bidang tidak diskriminatif.

Untuk menyelesatkan draft resolusi tersebut dalam satu
resolusi IPU, maka telah dibentuk Panitia Perumus yang
terdiri dari 12 negara termasuk Delegasi Indonesia yang
diwakili oleh Dra. Iris Indira Murti MA dan Prof Dr. I
Fachruddin.

Rumusan akhir dari draft resolusi hasil Panitia Perumus ini
banyak diwamai oleh pemikian dan pandangan delegasi
Indonesia, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat merugikan
posisi Indonesia.

Hasil akhir darat resolusi ketika disampaikan ke Sidang
Pleno IPU dapat diterima secare konsensus.

Sidang Komisi Hak Asasi Anggota/Mantan Anggota
Parlemen

Dalam Sidang Komisi Hak Asasi Anggota’/Mantan Anggota
Parlemen yang dilaksanakan secara tertutup (in camera),
Delegasi Indonesia pada tanggal 13 September 1997 telah
memberikan informasi mengenai penyelesajan  kasus
Sukatno, Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, Drs. Aberson Marie
Sihaloho dan Megawati Sukamnoputri.

Dalam kesempatan tersebut Delegasi Indonesia telah men-
Jawab secara tegas dan lugas semua pertanyaan yang
diajukan oleh Komisi tersebut serta meluruskan pandangan-
pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan tata hukum
Indonesia.

Sidang Council

Sidang-sidang Council diadekan pada tangal 11 dan 16

September 1997, yang telah membahas dan menetapkan

beberapa keputusan antara lain:

1) Menerima Parlemen-parlemen Fiji dan Belarus sebagai
Anggota IPU. Dengan demikian Anggota IPU kini
berjumlah 137.

2) Menetapkan Anggota Excom yang baru yaitu Mrs. K
Kilvet (dari Estonia), Mrs T.V. Yariguia (dari Federasi
Rusia) sebagai Anggota Executive Committee yang
baru yang menggantikan Mrs. V. Furubjelke (Swedia)



3)

4)

3)

dan Mr. B. Pahor (Slovenia) yang telah habis masa
jabatannya.

Memilih Presiden IPU untuk menggantikan Mr. DR
Ahmed Fathi Sorour yang telah berakhir masa jabatan-
nya pada Konperensi IPU ke-98. Ada tiga kandidat yang
mencalonkan diri yaitu Mr. M. A. Martinez (Spanyol),
Mr. E Menem (Argenlina) dan Mr. P.A. Sangma
(India). Untuk menetapkan salah satu calon tcrpilih
dilakukan pemungutan suara (voting).

Mr. E. Menem dari Argentina menyatakan mengundur-
kan diri, sehingga tinggal 2 calon yaitu Mr. Martinez dan
Mr. P.A. Sangma. Dar hasil akhir pemungutan suara,
Mr. MA. Martinez dari Spanyol memenangkan suara
mayoritas dan terpilih sebagai Presiden IPU untuk masa
bakti 3 tahun dengan perbandingan suara 127 : 88.
Membahas masalah-masalah organisasi antara [ain
laporan kegiatan [PU/Presiden Executive Committee.
Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal dan penetapan
kegiatan dan anggaran talun 1998, serta kerjasama
antara IPU dengan PBB.

Membahas kegiatan komisi-komisibadan IPU lainnya,
antara lain, Komisi Hak Asasi Anggota Parlemen/
mantan Anggota Parlemen, pertemuan Anggota-anggota
Parlemen Wanita, Komisi mengenai masalah Timur
Tengah, Komisi yang memonitor situasi di Cyprus.
Menetapkan Deklarasi [PU mengenai Demokrasi.
Menunds pembeshacen was perdoabon wriiie] 20.2 o
IPL yamp diusulken oleh Polomen Mesic yang -
dukemy oleh Parlemen Asgernting dan Meksiko,  Fom-
bolmian akan difskannskan pads Konpeasi (PU =59
di Windhoek - Namibia bulan April 1998 yang akan
datang,

Membahas masalah resolusi tentang Anggota/Mantan
Angpota Parlemen. Dalam kakan ini Delegasi Indonesia
telah memberikan sanggahan dan menolak dikeluar-
kannya Resolusi baru temtang Megawati Sukarnoputri
dan Aberson Marie Sihaloho yang diusulkan oleh
Komisi ini. Dalam kaitan ini dilaporkan kasus Sukatno,
Mantan Anggota DPR-GR dinyatakan telah ditutup



karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada
tanggal 8 Mei 1997

Delegasi DPH.RI sedong mengikutr Pertemuan Informal Covicus ASIAPASIFIK, poda wakiu
Konperensi IPU ke-98 d Kairo-Mesir, tanggal 1] - 16 September 1997,

HASIL KONPERENSI

Konperens: IPU ke-98 di Kairo yang berlangsung dari tanggal 11
sampai dengan 16 September 1997, antara lain telah dihasiikan:

I. Memilih Mr. M A Martinez dari Spanyol sebagai Presiden IPU
mengantikan Mr Dr. Ahmed Fathy Serour.

2. Menetapkan Deklarasi IPU tentang Deklarasi Umum mengenai
Demokrasi (Universal Declaration on Democracy), antara lain
mengenai prinsip-prinsip demokrasi, asas-asas dan pelaksanaan
pemerintahan yang demokratis dan dimensi internasional terhadap
demokrasi.

3 Menetapkan Resolusi-reselusi tentang:

a  Ensuring lasting democracy by forging close links between
Parliament and the people. Dalam resolust ini antara iain
disebutkan menyambut peranan yang dilakukan IPU dalam
memperkuat ikatan persahabatan antara parlemen-parlemen
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dan anggota-anggota Parlemen, melalui mereka, antara
masyarakat/rakyat dan sadar diperlukannya keyakinan dalam
proses politik, partai-partai, parlemen-parlemen, anggota-
anggota parlemen antara lain:

)

2)

3

4

Meminta seluruh negara untuk menjags pemilihan yang
bebas tanpa suatu diskriminasi, sesuai dengan the
declaration on criteria for Free and Fair Election
Adopted by the later Inter Parliamentary Council in Paris
in March 1994;

Mendorong negara/pemerintah untuk dan mengambil
langkah-langkah pencegahan terhadap segala kegiatan
yang membahayakan wakil-wakil rakyat, calon-calon
dan masyarakat sendiri.

Mendorong pula negara-negara untuk melindungi aturan
tata tertib parlemen dan lembaga-lembaga politik
schingga meyakinknn onggeis-amggots patemaon dalem
memainkan poranannya sccam tepal dan bobas spsusd
permiurpn pernndang-undangen, penguwssan pamenninh
dan perdebaton masaleh-masalah yang penting.
Menghimbay parlemen &n pemerintal untik menjamie
waph feguranyy yag berhubungnn dengan  hak-hak
demokrasi dan untuk proses perywanan sodang-undnng
harus jelas dengan bahasa yang sederhana yang dapat
dipahami oleh warga negara.

Employment in globalising world
Dalam resolusi ini ditetapkan antara lain:

I

2)

Menghimbau negara-negara maju dan organisasi inter-
nasional untuk mendukung pembangunan kapasitas lokal
di  negara-negara berkembang puna meningkatkan
kualitas sumber daya manusia mereka dan meningkat-
kan kesempatnn tenage ko

Merekomendasikan lungkab-langkah yang perly dmmbil
pada Lingkat intemasioral untuk momperkunl globalisasi
ckpnomi e uwntok  tenpurang!  kKetimpangon  dan
kemiskinan di seluruh dunia.

Ketenagaker jaan

3)

Meminta negara-negara guna mengambil langkah-
langkah membangun pasar tenaga kerja secara luas



dengan tujuan utama untuk diarahken pada pengarvh
kerusakan perubahan struktural ekonomi termasuk
timbulkan perdagangan internasional.

4} Meminta dengan sangat parlemen dan pemerintah untuk
menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam ke-
Tenagaherfann  lermasuk - didnaarkan pids  pado  jenis
kelwenin, wour, wnggueg fswek kelugrge, smws ipil
sosdal, dan usil-usul yore  pgseme  fuge  meniuniin
kexcmpaian yag sama dalmn memperoloh  pekaorinan
duth melindungl seenss  penils evhendap rinigan don
pelaksanean | Serts . OMETAS proram
dah prweaten deajom melakinosien pekorjann.

Migrant Workers

5) Menghimbav negara-negara untuk menyatakan bahwa
tenaga-tenaga kenja asing diberi hak memperoleh
perlindungan alas hak-hak asasi mereka tanpa
membedakan status hukum mereka.

6) Meminta Majelis Umum PBB untuk membuka kembali
pembicaraan guna menjelaskan perlindungan seluruh
tenaga kerja asing dalam Konvensi Internasional
mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kera Asing
dan Kelvarganya.

Child Labour
Mengingat bahwa Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang
telah disetujui tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh 191
neEm, Fenmiias Bk umiuk difi ndongs dan cksplonasg
ckpnanl dan dan Kegiokm poerjinl wang bohohaye stes
wuryt boreniingsn dengan pentlidikan anal. ataw kegiatan
rtatmyin - lerhdep  kosalwtan Tuk  anak, mepial
spintual, maral dan sosial pambeaguamon

The need to eliminate all eommereial and other Form of
sexval exploitation of children and for establishment of
uniform laws fo prohibit this indefensible violation of the
human rights.

Dalam resolusi ini menyebutkan antara lain IPU menyambut
baik hasil karya dari PBB untuk menyusun draft protokol
pilihan terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan
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tujuan memperkuat mekanisme guna menolong memerangi
prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk lain dari
cksploitasi perdagangan seks anak-anak sebagai permasalah-
an yang mendesak.

Y

2)

3)

4)

5

Meminta dengan sangat negara-negara yang belum
meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 mengenai hak-
hak anak untuk melaksanakannya sebagai suatu masalah
priaritas.

Mendukung negara-negara untuk bekerjasama dengan,
dan membantu operative-operative yang dilaksanakan
the UN Committee on the rights of the child Badan-
badan PBB lainnya, khususnya organisasi non pe-
merintah yang memilik tangung jawab khusus terhadap
perlindungen lnk-hak anek;

Menymrankan  seturch  negaa antik menpaioknaikan
dans sang cubop unfuk Mepangguisng) den melakukan
imnpanye  pendidikon yomg  berfujosn  memersngd
prostitusi anak dan penyalahgunaan seks.

Menghimbau semua negara-negara untuk memperkenal-
kan dan memperkuat perundang-undangan tentang
perlindungan anak dan pelarangan eksploitasi per-
dagangan secks anak-anak, yang target khususnya
pelnyonan  jess pemberinn  mafksh, pelanggan  atau
perantars dalam  prostines] wnak, ponyelimdupan  snak
pomograpl  aoak  khusimnys, penyebsrsn  pomagran
aoak melalci ald-alat slektronk seperti imemst.
Dengan sungguh merekomendasi bahwa semua negara
untuk mendirikan atau memperkuat jaringan kerjasama
antara penegak hukum nasional dan internasional agar
supaya melawan eksploitasi perdagangan seksusl anak-
amak yang semakin meningkat.

Menctapkan Korpetensl [FU ke-99 gada tanggal 6 - 1!
April 1998 di Windhoek, Mamibin dengan tema:

h

The prevention of conflicts and the restoration of peace
and trum In countnes emorging from wan e rewm of
refugees to their counlries of erlgin, the sengthening of
demoerstic  processen and e hoglening  of
reconstruction.



2) Action it combat HIV/AIDS in view of its devasting
human, economic and social impact.

r

Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI Drs. AFIF MA 'ROLF (Anggota ASGP) sedong menghadir
Swdang ASGP & Kairg-Mesir, tanggai 11 — 16 September 1997

HASIL-HASIL DELEGASI INDONESIA

Mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh delegasi DPR RI dapat
dilaporkan bahwa dengan terpilihnya Anggota-anggota Delegasi DPR
RI sebagai Ketua dan Angpota Drafting Committee dalam Komisi
Keparlemenan dan Hukum mewarnai hasil akhir Resclusi IPU dan
secara dini mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan
kepentingan Indonesia.

Delegasi DPR Rl telah dapat memasukkan beberapa paragraf dan
rancangan resolusi Indonesia baik konsiderans maupun operatif
paragrafke dalam resolusi akhir [PU.



BAB V

UPACARA PERPISAHAN SEGENAP ANGGOTA DPR-RI
PERIODE 1992-1997
BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Upacara Perpisahan ini telah menjadi tradisi di DPR Rl pada
setiap penggantian Periode keanggotaan DPR/MPR RI yang diadakan
setiap 5 (lima) tabun sekali.

Pada upacara perpisahan yang berlangsung pada tanggal 26
September 1992 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, H.
Moh. Soeharto, Wakil Presiden Republik Indonesia, Tri Sutrisno
beserta ibu mendapat sambutan meriah serta penuh keakraban di
antara para hadirin. Hadir pula dalam upacara ini sejumlah Pejabat
Tinggi Pemerintah, Menteri-menteri Kabinet Pembangunan VI serta
para Korps Diplomatik di Jakarta.

: & ‘
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Suasana malam silaturahmi Perpisahan Anggota DPR-RI Periode 1992-1997 (26-9-1997)

Acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan tarian dan nyanyian.
Pclaksanaan acara perpisahan dilaksanakan di Ruang Pustakaloka
Gedung DPR/MPR-RIL

Naskah selengkapnya dari sambutan Ketua DPR RI, H. Wahono
pada upacara tersebut sebagai berikut:

- Yang terhormat Saudara Presiden,

- ¥ pery Serlormet Spudurn Wikt Fresiden dag o Try Suirsne.

- g verhormng Saodare Ketna-bewes Lembagn Tlngg Megam,

- Yo terbormat Seudam g Meatent Kabinel Pebapgunim Y,
- Yatng naborinial pacde Angpom Do Beserta Iwori.

« Soudnrn-siudara pary. Insin Pems,

- Hadirin yang berbahagia.

Assalamy'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Swhagal buwsa  yang merempadkan ketehanan Yoang Maha, Esa
pelapai  daser helimansmyye.  owessdl kit et emiek  selolo
metrton jatkan  pujy don syukor Kehadind Allah Sublanabe YWota'sia
paudn sutigp hes2itpatan wosy Yerbabegia seperti poda smalon han
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Rasa syukur #u kita panjatkan berkenaan dengan hmpahan rahmat dan
karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita
dapat menghadiri acara malam Silaturahmi Anggota Dewan masa
bakti 1992-1997 dengan Saudara Presiden, Wakil Presiden, para
Ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Panglima Angkatan
Bersenjata, Gubemur Bank Indonesia, dan Jaksa Agung RI, pada
malam yang berbahagia ini.

Tidak Jupa pada kesempatan ini, kamipun mengucapkan terims Kkasih
atas kehadiran Saudara Presidcn, Saudara Wakil Presiden dan para
undangan lainnya, yang telah berkenan memenuhi undangan kami.

Saudara-saudara sekalian,

Tidak lama lagi atau tepatnya empat hari lagi, kami dan para
Anggota Dewan rmes bakdi 1992-1997 ke mengakhirl masa fugar
pengabdian  kemi sebapnl Anggots Dewan, setelah  fime b
menynmban tugas sehagal wakil rakyst, yang komi saderi sepanuhnys
masih belum memenubi harapan ki semce, Togns-huges vang kami
emban #u dapat terlaksana karena adanya kerjasama yang bak antara
Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah melalui pasangan kerja
LN -ABITE,

Oleh karens jr, pada kessmpotwn yaay berbahagin mfam  has
ni, kami monguespkan tevimos kesih mes kerusama yang terbim
seleeng ini, sekaligus perkenankanlah kami memoben  diri  kepadn
mitra herja kemsi, yaity Szodes Presiden, besrta adlurufl engges
Kabinet Pombangunan ¥l dan paa Pimpinen Lembage Nen
Dicpariemen. Kerja sama yang karmonis, mling menghargoi dax sailng
menghormati Tugas konstits siocal masing-musing tefah memuogkin.
kan kard unodk menyelosaikan wgss-gas cani, sekalipes islh
mamberikan molivasi unitk berprestasi [ebih baik hgl  dalum
mowojudian Amonat Pendetitaan Hakysl, Pchktansan tuges dan
wewenang Dewan  Sehogaimama dintur oleh Tan Tertih DPR, \clah
pith menggemsa kepads mesyImckel umum, berksl persnan  mass
media, buik medin cemk maupun medio efektronik. Pemnan Insan
Porg yhog mampye memasyaraliatkan Dewss dan babkan memberiian
kritik-krick vany tajam, telah mewsmnal kiprah [embags ini didalam
mawujudkan Demekmsi Pancesila. Untuk it oles nome Plewen iz
mengucapkan lerima Kasih.
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Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin yang
berbahagia,

Jika di dalam setiap rapat kerja, para Anggota Dewan
melontarkan kritik-kritk yang bernada keras sebagai pelaksanaan
fungsi pengawasan kami, atau munculnya silang pendapat dalam
beberapa hal adalah dalam rangka merumuskan suatu keputusan yang
terbaik melalui kesepakatan dalam musyawarah. Dalam kerangka
yang lebih luas, kritik itu sebenamya merupakan upaya mensukseskan
lugas-tugas yang diemban Mandataris dalam melaksanakan Garis-
Garis Besar Halvan Negara, sekaligus menumbuhkembangkan
aspirasi di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas Demokrasi Pancasila itu sendirl

Kami tidak dapat menilai apakah pelaksanaan tugas kami
selama lima tahun telah berhasil atau tidak, apakah kami sebagai
wakil-wakil rakyat telah mampu menyerap aspirasi mereka,
masyarakat dan rakyatlah yang mampu memberikan penilaian ini. Di
bidang legislatif, wusalnya DPR periode 1992-1997 telah
menyelesaikan 73 (tujuh puluh tiga) Rancangan Undang-undang
untuk disahkan menjadi Undang-undang. Masyarakat masih menilai
bahwa pelaksanaan tugas-tugas legislatif ini belum optimal, karena
tidak satupun dari 73 RUU tersebut merupakan usul inisiatif Dewan

Sering pula saya ungkapkan, bahwa permasalahannya bukan
wiienh padn diporgunaken otog bdakrye Rebo nisiol i, tetopi

amlal K Dewan unnuk disaiikan rmenjosli
widang R dhalins  dergan heik atau tidkk, menyenich kepentiogin
atou Jrdek, [al1 lernbesfodani

atau tidak. Berkaitan dengan itu kiranya Program Legislasi Nasional
yang teiah diamanatkan GBHN dapat dilaksanakan lebih mantap,
terarah dan proporsional.

Hadirin yang kami muliakan,

Beberapa wakiu yang lalu, Dewan telah mengesahkan melalui
rapat Paripurna, Peraturan Tata Tertib DPR Rl yang akan diperguna-
kan olech DPR RI periode mendatang. Berkaitan dengan ini, seperti
telah saya ungkapkan dalam pidato HUT MPR/DPR ke-52 yang laly,
bahwa kita tengah berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi
DPR yang searah demgandinamika dan tuntutan yang berkembang
dalam format demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
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dengan menjamin seoptimal mungkin pelaksanaan hak-hak DPR.
Namun, pelaksanaan itu tetap dalam rambu-rambu sistem politik yang
bercirikan musyawarah dan mufakat. Kualitas pelaksanaan tugas dan
wewenang Ssebagaimana diatur oleh Peraturan Tata Tertib tersebut
akhimya akan sangat tergantung kepada semangat dan political will
para Anggota DPR yang akan datang,

Dilihat dari dinamika kondisi yang sedang berkembang dan
dukungan fasilitas yang semakin memadai, diperkirakan keberadaan
Anggota Dewan periode mendatang relatif lebih baik dibandingkan
dengan periode 1992-1997 yang akan mengakhiri masa baktinya.
Kesiapan iu berkaitan dengan pembekalan yang telah dilakukan
beberapa wakiu laly, yang hasilnya diharapkan benar-benar akan
memberikan warma baru, kesegaran baru, dan semangat baru dalam
upaya mengemban amanat penderitaan rakyat.

Paling tidak, Anggota Dewan mendatang mampu meng-
implementasikan prinsip-prinsip tradisional yang menjadi watak
pemimpin-pemimpin  bangsa dalam mengemban tugas-tugas
konstitusionalnya. Prinsip tersebut adalah ing ngarso sung tulodo, ing
madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Apabila kita telaah
secara mendalam, pesan-pesan leluhur ini mengandung nilai-nilai
kepemimpinan yang berlaku disegala jaman. Ini merupakan contoh
dari nilai-nilai tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai-
nilai modern dan tdak lapuk dan lkang oleh gelombang perubahan
apapun. Ini merupakan sifat-sifat kepemimpinan yang universal,
tentunya dengan  berintikan suatu nilai bahwa sebagai wakil
rakyat, kita harus dapat memotivasi dan memberi keyakinan kepada

rakyat yang kita wakili.
Saudara-saudara sekalian,

Berdasarkan hal itu, siapapun yang menjadi wakil rakyat menurut
hemat saya perlu memiliki tiga sifat, yaitu pertama harus memiliki
idealisme, artinya jelas kemana atau ke arah mana ia ingin membawa
rakyat yang diwakilinya dengan menyerap aspirasi mereka. Kedua, ia
harus memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efekuf membawa
rakyat kearah yang "diidealkannya" itu. Dan ketiga, seorang wakil
rakyat harus menjadi teladan dan sumber inspirasi.

Mengingat suasana kehidupan dimasa mendatang akan semakin
kompleks, maka menentukan pilihan yang paling bak menjadi
semakin sulit. Oleh karena itu, seorang wakil rakyat perlu memiliki
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Presiden atas diterimanya penghargaan tersebut. Sekali lagi, hal ini
semakin memperkokoh komitmen keberpihakan kita kepada ma-
syarakat miskin, bahwa kemajvan yang ingin kita capai adalah
kemajuan bersama, kemajuan seluruh bangsa. Pembangunan yang
tengah kita jalani adalah proses pembangunan yang mengandung
prinsip becik kang sayektine becik, yaitu membuat yang baik menjadi
lebih baik, yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormatt,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada malam
hari ini sebagai titipan dan harapan kami sebelum menjalani masa
purna bakti, dengan satu tujuan, agar didalam mengemban tugas-
tugas konstitusionalnya DPR yang akan datang lebih bak dari DPR
yang mendahuluinya.

Selanjutnya, dengan kesadaran kemanusiaan yang tidak sem-
purna, yang sering khilaf, melakvkan berbagai kesalahan, maka
izinkanlah kami pada kesempatan ini memohon maaf atas
kekurangan-kekurangan Dewan selama ini, baik kepada seluruh rakyat
Indonesia maupun kepada Pemerintah selaku pasangan kerja Dewan.
Dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku Ketua Dewan juga
mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Pimpinan
Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi-komisi, dan Badan-
badan serta para Anggota Dewan dan seluruh jajaran Sekretariat
Jenderal MPR/DPR dan rekan-rekan pers khususnya yang ada di
lingkungan lembaga ini, atas kekhilafan dan kekurangan yang (elah
saya perbuat selama pengabdian saya di Lembaga ini. Dilain pihak,
sekali lagi kami juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan
mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang
telah diberikan oleh semua pihak sehingga tugas kewajiban serta
tanggung jawab kami dapat terlaksana sampai akhir masa bakti.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



kearifan yang dewasa ini makin sangat diperlukan. Kearfan iu
penting pada saat kita dihadapkan pada pilihan untuk menentukan
mana yang terbaik, atau mana yang paling kurang buruk diantara
alternatif -aiternatif yang buruk. Artinya, setiap keputusan yang akan
diambil tidak semata.mata atas dasar intuisi, tetapi dengan dasar
pengetahuan dan perhitungan yang matang, bukan hanya berani
mengambil resiko, tetapi juga mampu menghitung resiko.

Dengan demikian, wakil rakyat yang dituntut adalah yang
berjiwa kerakyatan, dan sadar bahwa keanggotannya di DPR RI
adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan harus
dipertanggungjawabkan.

Secara umum apa yang ingin saya katakan adalah, bahwa
wakii rakyat merupakan cerminan dari masyarakat atau '"produk
budaya” masyarakatnya. Dengan demikian sungguh penting menanam
lahan yang subur sejak sekarang untuk menumbuhkan bibit-bibit
kepemimpinan seperti yang dikehendaki, serta untuk mencetak
kualitas pemimpin bangsa di masa depan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pembangunan yang kita laksanakan sclama ini, ternyata tidak
hanya kita sendiri yang dapat merasakannya, karena dunia
internasionai telah memberikan apresiasi yang menggembirakan
mengenai  keberhasilan pembangunan kita, Penghargaan Speeial
Citizen dari UNDP yang diberikan kepada Bangsa Indonesia melalui
Presiden Soeharto, menunjukkan hal tersebut. Penghargaan ini
sekaligus menunjukkan, bahwa kita teiah mengambil perencanaan
yang benar dalam pembangunan kita selama ini. Pembangunan yang
sesuai dengan kehendak rakyat adalah pembangunan yang tidak
ditujukan untuk kepentingan satu kelompok dengan mengorbankan
yang lain, pembangunan yang tidak hanya menguntungkan sebagian
orang, tetapi bermanfaat bagi banyak yang lain. Pembangunan yang
demikian adalah pembangunan yang dijalankan dengan menggunakan
cara yang benar, baik dan halal, yaitu pembangunan yang tidak hanya
mengejar kebutuhan lahiriah dan mengabaikan sisi rohaniah sebagai
makhluk yang utuh, dan sckaligus juga pembangunan yang tidak
merusak alam dan lingkungan.

Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan yang berbahagia ini,
kami baik atas nama pribadi, ataupun atas nama para Anggota Dewan
dan seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan selamat kepada Saudara
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Dalam  kesempatan tersebut Presiden RI H Moh Soeharto
berkenan membacakan sambutan tertulisnya, yang selengkapnya
adalah sebagai berikut:

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang terhormat;
Hadirin yang berbahagia;

Saya merasa gembira dapat memenuhi undangan Saudara Ketua
DPR untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi
para Anggota DPR masa bakti 1992-1997 sekarang ini.

Acara silaturahmi Anggota DPR yang dihadiri oleh Pre-
siden — seperti yang berlangsung sekarang ini — bukan saja sesuai
dengan tradisi masyarakat kita, tetapi juga merupakan kebiasaan
yang baik bagi hubungan antara DPR dan Presiden,

Dalam kehidupan kenegaraan kita, hubungan antara DPR dengan
Lembaga Kepresidenan sangatlah erat Seluruh Anggota DPR adalah
Anggota MPR, yang memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil
Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden harus bekerja sama
dan diawasi oleh DPR. Konvensi keneparaan kira selama tiga
dasawarsa ini menunjukkan bahwa kedua l.embaga Tinggi Negara
ini merupakan dua mata rantai dari keseluruhan Mekanisme
Kepemimpinan Nasional Lima Tabunan.

—

Presuden HM, Soehario member;ka.n sambutan pada ma!'am Stlaturahm! Perpisahan Anggota
DPR-RI Periode 1992-1997 (26-9-97
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Para Pendiri Negara memang menginginkan terwujudnya
hubungan yang akrab dan komunikasi yang lancar di antara
Lembaga-lembaga penyelenggara negara. Secara jelas mereka me-
nyatakan bahwa negara kita didirikan berdasar semangat kekeluarga-
an, semangat kebersamaan.

Tentu saja seluruhnya itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang
tidak mengurangi objektifitas dan kelugasan dan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab konstitusional masing-masing lembaga.

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, DPR mempunyai tiga tugas

konstitusional yang penting, yaitu mendampingi Presiden dalam
pelaksanaan Kehuasaan jegislatif, melakukan pengawasan sehari-hari
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan menyetujui atau tidak
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diajukan oleh Pemerintah Dengan keterkaitan tugas yang demikian
erat, adalah tepat sekali jika para Anggota Dewan menyebut
Pemerintah sebagai mitra kerja DPR.
Baik Dewan maupun Presiden mempunyai pedoman yang sama dalam
melaksanakan tugas, yaitu GBHN yang memuat arahan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk kurun waktu lima
tahunan. Untuk dapat diiaksanakan, arahan GBHN ini memeriukan
tindak lant oleh Presiden, baik dalam bentuk REPELITA maupun
dalam wujud rancangan Undang-undang dan kebijakan-kebijakan
Pemerintah lainnya. Dalam penjabaran ini Presiden tidak dapat
bertindak sendiri, tetapi harus mendengarkan sungguh-sungguh
pandangan Dewan dan para Anggota.

Tentu sulit bagi Presiden untuk hadir secara pribadi dalam seluruh
rapat Panitia atau rapat Komisi DPR. Untuk itu Presiden diwakili oleh
para Menteri.

Sebagai penanggung jawab pemerintahan negara, saya mengikuti
dengan cermat hubungan kerja antara para Menteri Dengan Panitia-
panitia dan Komisi-komisi DPR.

Dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa para Menteri
beserta staf harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya
sebelum maju ke pertemuan dengan para Anggola DPR. Mereka
sadar bahwa mereka berhadapan dengan para wakil rakyat yang bukan
saja mempunyai berbagai pengalaman yang cukup lama tetapi juga
mempunyai pengabdian yang tinggi kepada tugas yang diamanatkan
oleh rakyat dan konstitusi kepada mereka. Apalagi jika kita ingat
bahwa cukup banyak para Anggota Dewan yang mempunyai masa
tugas selama beberapa periode, sehingga sangat menguasai bidang
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tugas yang ditangani. Para Menteri juga sangat sadar bahwa
meskipun tidak bisa diberhentikan oleh Dewan, namun jika kurang
persiapan, mereka bukan saja bisa mendapat kesulitan dengan para
Anggota Dewan, tetapi juga dengan pendapat umn um.

Secara khusus saya sangat menghargai kerjasama, pengertian,
kesabaran dan kearifan para Anggota Dewan dalam melaksanakan
tugas. Kerjasama, pengertian, kesabaran dan kearifan para Anggota
Dewan ini penting. Sebagai negara yang sedang membangun, kita
masih memiliki banyak kekurangan diberbagai bidang termasuk
dalam bidang pemerintahan. Kekurangan itu hanya bisa diperbaiki
setahap demi setahap, sebagai bagian menyeluruh dari pembangunan
nasional. Tugas Pemerintah akan jauh lebih sulit, jika sebagai mitra
kerja Pemerintzh, DPR tidak ikut mempertimbangkan kondisi
objektif yang dihadapi oleh Pemerintah.

Bangsa kita masih perlu waktu lagi untuk memperkaya
pengalaman pemerintahan untuk mengelola negara besar dan
sekompleks seperti sekarang ini. Tradisi kenegaraan kita dalam
berbagai bidang masih harus kita bangun. Tidak mustahil, sebagian
kebijakan dan strategi itu kurang tepat dan memerlukan perbaikan
dari waktu ke waktu.

Dalam hubungan ini, seluruh kebijakan dan strategi yang telah,
sedang atau akan dianut Pemerintah pada dasamya merupakan
rintisan, yang jika terbukti baik akan kita mantapkan dan jika kurang
tepat akan kita koreksi.

Saya percaya bahwa Saudara.saudara semua juga menghadapi
tantangan yang sama dalam melaksanakan tugas dibidang legislasi,
pengawasan dan penganggaran.

Sesekali bisa saj terjadi bahwa hasil pembahasan yang sudah
dilakukan dengan sebaik mungkin ternyata masih belum mampu
menampung aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat yang
hendak diatur.

Memang, tidaklah mudah menampung aspirasi dan kepentingan
dari masyarakat kita yang sangat majemuk, makin cerdas, makin
sadar akan hak-haknya, serta makin dinamik. Dan tidak jarang,juga
makin tidak sabaran. Karena itulah, para Pendiri Negara selal
mengingatkan kita kepada dinamika masyarakat Indonesia, yang
sekarang kita kristalisasikan dalam wawasan Pancasila sebagai
ideologi terbuka.



Suasang malam Stoturahmi Perpisahan Anggota DPR-RI Perwode 199 2.1997 (26-9-1997)

Saudara-saudara,

Lima han lagi akan dilantik para Anggota DPR hasil Pemilihan
Umum '97 yang lalu Sebagian dari Saudara-saudara masih ada yang
tetap duduk sebagai Anggota Lembaga Tinggi Negara ini. Sebagian
lainnya akan melanjutkan perjuangan mengabdi bangsa dan negara di
bidang-bidang yang lain.

Termasuk  kelompok  manapun  Saudara-saudara  nanti,
pengalaman yang telah Saudara-saudara peroleh selama mengabdi
sebagai Anggota Dewan hukan main besar nilainya, tidak hanya untuk
diri kita sendiri, tetapi juga bagi hangsa dan negara kita.

Secara menyeluruh, Saudara-saudara mempunyai wawasan yang
luas dan pengalaman dalam memberi arahan dan mengendalikan
perangkat-perangkat lembaga penyelenggara negara kita yang ber-
dasar Pancasila dan UUD'45.

Tidak banyak warga masyarakat kita yang berkesempatan
mempetoleh kehormatan sebesar dan setinggi itu.

Dimanapun tempat dan bidang pengabdian kita setelah ini,
marilah kita teruskan perjuangan dengan semangat dan pengabdian
yang sama dengan yang telah kita tunjukkan selama ini. Perjuangan
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kita sebagai bangsa menuju suatu masyarakat yang lebih maju, lebih
adil dan lebih makmur masih panjang dan berat

Dalam perjuangan panjang dan berat itu, kita masih menghadapi
demikian banyak masalah, tantangan dan peluang. Semuanya #u
hanya mungkin kita selesaikan, kita jawab dan kita manfaatkan
dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kekuatan nasional kita.

Arah yang kita tempuh selama ini sudah benar, seperti terlihat
dari banyaknya kemajuan yang sudah kita capai sebagai bangsa.
Namun, kita tidak mungkin loput dari berbagai kekurangan, bak yang
disengaja mavpun yang tidak disenge ja.

Adalah sclayaknya jika dalam kesempatan ini, sekali lagi, atas
nama Pemerintah dan atas nama pribadi, saya menyampaikan terima
kasih dan penghargaan atas kerjasama kita selama ini, serta maaf
sekiranya sesekali berbeda pendapat dalam menunajkan tugas dan
tanggung jawab masing-masing.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu
melindungi kita semua.

Terima kasih.

Upacara ditutup dengan pemberian tanda kenang-kenangan kepada
segenap Anggota DPR RI periode 1992-1997.
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